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A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena di dalam dirinya melekat harkat 
martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi 
anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dari sisi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus 
cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 
Hak pertama yang harus didapat sebagai manusia adalah hak untuk 
memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan serta 
untuk mengetahui orang tuanya yang menjadi salah satu urusan umum Pemerintah 
di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Hal ini tercantum dalam UU 
No 23 Tahun 2002 pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa; “Setiap anak berhak 
atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan”.  
Seperti yang tertulis dalam www.idlo.int/DOCNews/256DOC.pdf, yang 
melansir berita sebagai berikut: 
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“All  children are obligation and gift from God, and  have  inherent 
dignity and rights as human beings. They are also the seeds of the future 
and the generation that will take  responsibility  to fulfil the dreams of 
their  family and the nation as well as playing a strategic role in ensuring 
the sustainability of society. To ensure that every child is capable of 
achieving such a  role and responsibility, they need to be given as many 
opportunities as possible to  live, grow, and develop to their utmost and  to 
have  their rights protected and upheld and to be free from discrimination. 
   
The birth of a child can bring happiness to the family and parent(s) will 
have to bear the responsibility in ensuring that the child  is raised 
properly so as to grow into a meaningful person, including in ensuring 
that the child is legally registered by means of a birth certificate.  In many 
cases, parent(s) often overlook the need for obtaining birth certificates for 
their children despite the need to have them registered as legal citizens  by 
way of the prevailing regulations. Certain procedures have to be 
undertaken when registering children and having them recorded on a birth 
certificate. A birth certificate is the beginning of a registration of a citizen 
before the Indonesian law.” 
 
Anak yang baru lahir akan diakui status hukumnya jika telah memiliki 
bukti tertulis dengan terlebih dahulu mendaftarkan peristiwa kelahiran pada 
Lembaga Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil ini cukup penting dalam lapangan 
keperdataan, sebab di Catatan Sipil dapat ditentukan kedudukan hukum seseorang, 
sehingga orang-orang yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan 
dengan lembaga ini dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum mengenai 
status seseorang. 
Tujuan umum diselenggarakannya catatan sipil adalah untuk memberikan 
kepastian hukum sebesar-besarnya mengenai perisiwa-peristiwa yang dialami atau 
terjadi atas diri seseorang, maka semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan 
yang sempurna yang mutlak kebenarannya di depan hukum (Victor S & 
Cormentyna S, 1991:69). Akta Catatan Sipil yang pertama dan paling utama wajib 
dimiliki ketika manusia lahir adalah berupa Akta Kelahiran. 
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Implikasi hukum atas hak diatas akan demikian luas dan mendasar. Akta 
kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan 
pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan 
dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, 
jika seorang anak tanpa akta kelahiran diperjualbelikan di luar negeri, secara 
hukum pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anak 
tersebut. Selain itu pada aspek penataan administrasi kependudukan sendiri, hal 
ini akan menjadi momentum penting karena dampak terkaitnya dengan aspek hak 
dan kewajiban lain yang mengiringinya cukup banyak, seperti; hak dan kewajiban 
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, hak waris, Kartu Keluarga (KK), 
hak untuk bersekolah pada waktu yang tepat, hak mencari pekerjaan, serta hak 
lainnya. 
Walaupun kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting, 
pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan 
pentingnya memiliki akta kelahiran. Masih banyak masyarakat yang beranggapan 
bahwa masalah pencatatan kelahiran sebagai hanya teknis administrasi 
kependudukan semata. Cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh apakah 
seseorang itu eksis secara legal atau tidak. Padahal status legal seseorang 
diperoleh dengan dicatatkannya seorang yang baru dilahirkan kepada negara. Jadi, 
akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan 
kewarganegaraan seseorang. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai 
privilege-privilege tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP. 
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Warga negara yang tidak memiliki akta kelahiran akan banyak menemui 
hambatan dalam kehidupannya. Untuk dapat bersekolah seseorang harus dapat 
menunjukkan akta kelahiran. Begitu pula jika masyarakat akan membuat KTP. 
Tapi kenyataan yang terjadi di Indonesia seseorang yang tidak memiliki akta 
kelahiran dapat dengan mudah mendapatkan KTP dan di beberapa daerah di 
Indonesia seorang dewasa yang akan mengurus akta kelahiran terlambat harus 
menunjukkan KTP terlebih dahulu. Fakta ini merupakan praktek menyimpang, 
karena untuk mendapatkan KTP seseorang harus memiliki status legal terlebih 
dahulu yang ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran. Hal ini 
menunjukkan masih lemahnya sistem administrasi kependudukan kita. (Ganjar 
Kurnia, 2003).  
Kembali ke masalah kepemilikan akta; berdasarkan hasil penelitian yang 
telah ada seperti Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan 
BPS pada tahun 2001, diketahui hanya empat dari sepuluh anak balita di 
Indonesia yang mempunyai akta kelahiran atau baru 11 juta anak Indonesia yang 
mencatatkan kelahirannya. Dari jumlah 11 juta itu, hanya 25 persen yang bisa 
menunjukkan akta kelahiran mereka. Selebihnya hanya mengaku mempunyai akta 
kelahiran, akan tetapi tidak dapat menunjukkan. 
Tingkat pencatatan kelahiran di Indonesia sebesar 39 persen. Angka itu 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya, seperti 
Filipina yang mencapai 84 persen, Malaysia 98 persen, dan Thailand yang 
mencapai angka 96 persen. Sesuai dengan laporan UNICEF tahun 2002, Indonesia 
termasuk dalam 19 negara yang terjelek pencatatan kelahirannya. 
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Ada beberapa alasan mengapa masih begitu banyak anak Indonesia yang 
kelahirannya tak dicatatkan. Selain karena ketidaktahuan masyarakat akan 
pentingnya memiliki akta kelahiran, biayanya yang relatif mahal juga prosedur 
pengurusannya yang masih dianggap sulit dan rumit. Masih menurut data 
Susenas, 23,97 persen dari mereka yang tidak mendaftarkan anaknya memandang 
biaya pengurusan akta kelahiran mahal. Kenyataan ini sebenarnya ironis karena 
dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
disebutkan dalam Pasal 28 ayat (3) bahwa pembuatan akta kelahiran tidak dikenai 
biaya. Mahalnya biaya pencatatan kelahiran itu bisa terjadi karena di beberapa 
daerah, pencatatan kelahiran dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah (Ganjar 
Kurnia, 2003). 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kota Surakarta, tempat penelitian ini 
dilakukan, adalah Perda No. 6 Tahun 2002. Dalam Perda tersebut disebutkan 
bahwa dalam penerbitan akta catatan sipil termasuk didalamnya akta kelahiran 
masyarakat dikenakan biaya tertentu yang merupakan retribusi penyumbang PAD, 
serta terdapat pembedaan besaran retribusi antara Warga Negara Indonesia (WNI) 
dengan Warga Negara Asing (WNA). Maksud dari kebijakan tersebut adalah agar 
memudahkan pemantauan administrasi kependudukan serta kelancaran dan 
ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk.  
Besaran retribusi untuk pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta 
kelahiran umum, dispensasi, terlambat, dan istimewa berbeda-beda. Retribusi 
yang harus dikeluarkan oleh WNI adalah sebesar Rp. 20.000,- hingga Rp. 25.000,- 
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sedangkan besar retribusi yang harus dikeluarkan oleh WNA antara Rp. 40.000,- 
hingga Rp. 50.000,-. Mungkin karena biaya penerbitan akta yang dirasa mahal 
oleh sebagian masyarakat, menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum 
memiliki akta kelahiran. Walaupun masalah besaran biaya bukan satu-satunya 
alasan mengapa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran 
seperti yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan antara UNICEF dengan BPS Kota 
Surakarta tahun 2003 yang mengambil sampel Kecamatan Serengan dan 
Banjarsari didapatkan data sebagai berikut: 
Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Yang Memiliki Akta Kelahiran  
Menurut Kecamatan 
 






Tidak Punya Total No. Kecamatan  
Jml % Jml  % Jml % Jml % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1. Serengan  128 51,20 54 21,60 68 27,20 250 100 
2 Banjarsari  156 62,40 22 8,80 72 28,80 250 100 
Jumlah  284 56,80 76 15,20 140 28,00 500 100 
Sumber : Penelitian BPS dan UNICEF 2003 
Dari data pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa masih ada sekitar 28 % 
keluarga dari dua kecamatan yang diteliti tidak memiliki akta kelahiran untuk 
bayinya. Angka ini masih lebih tinggi dari hasil SUSENAS 2001 yang sekitar 21 
%. Jika jumlah bayi di kota Surakarta ada sebanyak 7.800 maka masih ada sekitar 
1.640 bayi di Kota Surakarta yang belum memiliki akta kelahiran. 
Jumlah diatas hanya menunjukkan jumlah bayi yang belum memiliki. 
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota 
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Surakarta Dra Sri Suharyati MM, diperkirakan sampai bulan Januari 2006 masih 
ada 5.360 warga Solo berusia kurang dari 18 tahun yang belum memiliki akta 
kelahiran, atau 91,2% dari jumlah warga Solo usia tersebut 
(www.suaramerdeka.com 3 Januari 2006). Berdasarkan data Susenas 2001 yang 
menyebutkan bahwa dari 21,4 % dari balita yang belum memiliki akta kelahiran, 
30,3 % menyatakan bahwa biaya pengurusannya mahal. 
Berikut akan ditampilkan data perihal alasan tidak memiliki akta kelahiran 
menurut kecamatan. 
Tabel 1.2 Alasan Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kecamatan  
Alasan Tidak Memiliki Akta Kelahiran 
Kecamatan  Tdk 
Tahu 
Cara 
Berbelit  Mahal  
Belum 
Mengurus Lainnya  Total  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
































Sumber : Penelitian BPS dan UNICEF 2003 
Dari tabel 1.2 tersebut diketahui bahwa sekitar 16,43 % warga dari dua 
kecamatan yang diteliti menganggap bahwa biaya pengurusan mahal. Berdasarkan 
beberapa hal tersebut maka Perda No. 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-undang No. 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akhirnya pada tahun 2003 
Pemerintah Kota Surakarta berhasil mengesahkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 
2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 
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2002 yang salah satu isinya menyatakan bahwa penerbitan akta kelahiran tidak 
dikenai biaya.  
Mengenai batasan pembebasan biaya yang dimaksud dalam Perda tersebut 
adalah pemerintah membebaskan biaya penerbitan kutipan akta akan tetapi tetap 
mengenakan biaya untuk keperluan fotokopi dan legalisasi akta sebesar Rp. 
1.000,00 per lembar karena biaya legalisasi akta tidak masuk dalam APBD. 
Pungutan ini tidak melanggar hukum/legal karena sesuai dengan Peraturan Daerah 
No. 5 Tahun 1994. Pembatasan ini perlu ditegaskan karena banyak masyarakat 
yang salah persepsi mengenai batasan gratis. Banyak masyarakat khususnya 
masyarakat tingkat bawah yang menganggap bahwa pembebasan biaya tersebut 
mulai dari penerbitan kutipan akta, fotokopi akta, hingga legalisasi akta. Ini 
merupakan tantangan bagi aparat pemerintah khususnya para pegawai di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, bagaimana sosialisasi yang tepat agar 
masyarakat tidak salah persepsi.  
Dengan telah disahkannya Perda tersebut Pemerintah Kota Surakarta 
berharap akan terjadi peningkatan kepemilikan akta kelahiran sehingga dapat pula 
meningkatkan sistem pencatatan administrasi kependudukan yang akan 
bermanfaat bagi segala bidang kehidupan. Perlu diketahui bahwa penelitian ini 
lebih difokuskan pada  peningkatan kepemilikan akta kelahiran baru yaitu akta 
kelahiran yang diterbitkan dalam jangka waktu 0 - 60 hari setelah kelahiran. 
  Atas dasar hal tersebut dipandang perlu adanya kajian yang mendalam 
tentang apresiasi terkini masyarakat Kota Surakarta terhadap akta kelahiran 
terlebih setelah disahkannya Perda No 8 Tahun 2003. Diharapkan  peningkatan 
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kepemilikan akta kelahiran ini bukan semata-mata karena bebasnya biaya, tapi 
karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta 
kelahiran.  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pembebasan Biaya Akta Lahir di Kota Surakarta? 
2. Bagaimana dampak jangka pendek kebijakan pembebasan biaya akta lahir 
dalam rangka meningkatkan kepemilikan akta kelahiran? 
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam mencapai efektivitas kebijakan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pembebasan Biaya Akta Lahir di Kota Surakarta 
2. Untuk mengetahui dampak jangka pendek kebijakan pembebasan biaya 
akta lahir dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran. 
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencapai efektivitas 
kebijakan. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Memberi informasi dan masukan kepada policy maker dan stake holder di 
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta mengenai permasalahan akta 
kelahiran. 
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2. Melatih diri dalam memahami fenomena yang berkembang dalam 
masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat 
dari bangku kuliah. 
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam kerangka teori yang 
digunakan. 
 
E. Landasan Teori  dan Kerangka Pemikiran 
Unsur penelitian yang paling besar peranannya dalam suatu penelitian 
adalah teori, karena dengan unsur teori inilah peneliti mencoba menerangkan 
fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Menurut 
Fred N. Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi, 
dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan 
cara merumuskan hubungan antar konsep (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 
1999:37). Untuk itulah maka di bawah ini akan diuraikan teori-teori yang 
mendukung dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Kebijakan 
Kebijakan (policy) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Laswell 
dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai “a project programs of 
goals, values, practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan 
praktek yang terarah) (Islamy, 1984:15). Sementara itu Carl Friedrich menyatakan 
bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan 
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang 
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untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan. Mirip dengan 
definisi Friedrich diatas, James Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai 
langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah 
aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi 
(Wahab, 2004:3). 
Amara Raksasapaya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik 
dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (Islamy, 1984:17). Oleh 
karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu : 
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. 
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. 
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara 
nyata dari taktik atau strategi. 
Makna kebijaksanaan menurut Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt 
ialah a standing decision characterizied by behavioral consistency and 
repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it 
(Wahab, 2004:3) 
Yang terakhir dari United Nation, 1975; Jika kebijaksanaan itu diartikan 
sebagai pedoman untuk bertindak, maka dalam maknanya seperti itu 
kebijaksanaan merupakan “suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman 
bertindak, suatu arah tindakan tertentu, atau suatu rencana” (Wahab, 2004:2) 
 
Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian di atas, bahwa kebijakan 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah tertentu. 
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Dalam prakteknya kata kebijakan seringkali mempunyai dua pilihan dalam 
penggunaannya, yaitu kebijakan negara dan kebijakan publik yang secara 
substantif tidak ada perbedaan diantara keduanya. Thomas R. Dye dalam Irfan 
Islamy (1984:18) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai apapun yang 
dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian ini mirip 
dengan yang diartikan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Irfan 
Islamy (1984:18) yaitu apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan 
oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-
program pemerintah. 
Berkaitan dengan definisi kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, 
Anderson dalam Irfan Islamy (1984:19) mengatakan bahwa kebijaksanaan negara 
adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan 
pejabat-pejabat pemerintah. Masih menurut Anderson, implikasi dari pengertian 
kebijaksanaan negara tersebut adalah: 
1. Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. 
2. Kebijaksanaan negara berisi tindakan atau pola-pola tindakan para 
pejabat pemerintah. 
3. Kebijaksanaan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud 
akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu. 
4. Kebijaksanaan negara bisa bersifat positif maupun negatif. 
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5. Kebijaksanaan negara – setidak-tidaknya dalam arti yang positif – 
didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-
undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). 
Sifat kebijaksanaan yang otoritatif ini hampir sama dengan definisi 
kebijaksanaan negara yang disampaikan oleh David Easton dalam Irfan Islamy 
(1984:19), yaitu pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh 
anggota masyarakat.  
Perlu diketahui bahwa kebijakan publik (public policy) ini muncul 
disebabkan oleh tiga hal, antara lain karena ada tuntutan dari bawah atau dari 
masyarakat, adanya kepentingan dari elite penguasa, dan ada konflik dalam 
masyarakat. Jadi kebijakan publik muncul untuk mengakomodir kepentingan 
masyarakat maupun untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah 
masyarakat 
Dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan (1) bagaimana 
pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (2) mengapa 
pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (3) apa akibat 
dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pemerintah. Apa yang 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya dimaksudkan 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik 
Dari beberapa pengertian kebijaksanaan negara atau kebijakan publik 
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan negara (public policy) itu 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 
dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. 
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2. Implementasi 
Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati 
posisi yang penting. Karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak 
tergantung pada implementasinya. Bahkan Ujodi (dalam Solichin A. Wahab, 1997 
: 59) dengan tegas menyatakan bahwa: 
“The execution of policies is as important if not more important than 
policy making. Policy will remain dreams or blue print file jackets unless 
they are implemented.” (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang 
penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar 
berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 
tidak diimplementasikan).  
 
Kamus Webster (dalam Solichin A. Wahab, 1997:64) merumuskan secara 
pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means 
for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give 
practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Kalau 
pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang 
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. 
Presman dan Widavsky (dalam Solichin A. Wahab, 1997:65) menyatakan 
bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait 
langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Bagi kedua pelopor studi 
implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu 
mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita 
menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. 
Agak mirip pandangan kedua ahli diatas Van Meter dan Van Horn (dalam 
Samodra Wibawa, 1994:15) merumuskan implementasi sebagai berikut: 
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“Those action by publik or private individual (or groups) that are directed 
at the achivement of objectives set forth in prior policy decisions.” 
(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijaksanaan). 
  
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin A. Wahab, 1997:65) 
menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: 
“... memahami apa yang senyatanya terjadi sesudahnya suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disyahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan negara yang mencukupi baik usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak 
nyata pada masyarakat oleh kejadian-kejadian.”  
 
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 
suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap suatu kebutuhan yang 
telah ditetapkan dengan berbagai sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan 
dan memberikan dampak. Dalam hal ini mengimplementasikan suatu keputusan-
keputusan dapat merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan nilai-
nilai dan praktika-praktika tindakan. 
Suatu kebijakan agar dapat mencapai suatu tujuan dapat 
diimplementasikan dengan berbagai model, diantaranya: 
A. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn 
Menurut Meter dan Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi diantaranya adalah 
perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Dengan memanfaatkan konsep-
konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah 
hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam 
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organisasi? seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol 
pada setiap jenjang struktur? (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang 
paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa 
pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini 
menyangkut masalah kepatuhan). Atas dasar pandangan seperi itu Van Meter dan 
Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut: 
1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan 
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-
pihak yang terlibat dalam proses implementasi. 
Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk 
meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Menurut Samodra Wibawa (1994:19-21) faktor-faktor yang 
berpengaruh tersebut antara lain: 
1. Standar dan sasaran 
Standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret seringkali 
suatu kebijakan memiliki tujuan yang luas dan kabur sehingga akan 
menyusahkan proses implementasinya. 
2. Kinerja kebijakan 






3. Sumber daya baik SDM, SDA maupun sumber daya modal. 
Kinerja suatu kebijakan akan rendah jika sumber daya yang diperlukan tidak 
disediakan oleh pemerintah. Persoalannya adalah berapakah sumber daya 
minimal yang harus tersedia untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. 
4. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pengukuhan  
Kejelasan standar dan sasaran belum menjamin keberhasilan suatu kebijakan 
tanpa adanya komunikasi. Semua pelaksana harus memahami apa apa yang 
diidealkan oleh kebijakan yang telah menjadi tanggung jawabnya. 
Komunikasi berkaitan dengan kewenangan dan kepemimpinan antara atasan 
dan bawahan. 
5. Karakteristik birokrasi pelaksana meliputi karakteristik, norma dan pola 
hubungan yang potensial maupun aktual. 
Pada dasarnya organisasi pelaksana memiliki enam variabel yang harus 
diperhatikan yaitu kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat 
pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat 
keterbukaan dan kebebasan komunikasi serta keterkaitan dengan pembuat 
kebijakan. 
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik 
Ini berkaitan dengan lingkungan sistem dari kebijakan itu berada yang 
berpengaruh pada efektivitas implementsi kebijakan. 
7. Sikap pelaksana  
Sikap pelaksana akan membentuk seberapa tinggi kinerja kebijakannya yang 
terwujud dalam bentuk respons yang mereka berikan terhadap suatu 
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kebijakan. Respon individu pelaksanaan inilah yang menjadi penyebab 
berhasilnya dan gagalnya proses implementasi. 
Gambar 1.1 























Sumber : Riant Nugroho, 2003:168 
A. Model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle 
Implementasi kebijakan menurut Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan 
konteks implementasinya. Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang 
dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn yang melihat implementasi dalam 
keterpengaruhannya oleh lingkungan. Studi ini melihat adanya tiga dimensi 



































Kondisi ekonomi, sosial 
dan politik 
 









Menurut Grindle (dalam Samodra Wibawa, 1994:22), Isi kebijakan 
mencakup: 
1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. 
Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda lebih sulit 
dimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. 
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 
Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual tidak hanya formal, ritual 
dan simbolis kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan 
dibanding yang kurang bermanfaat. 
3. Derajat perubahan yang diinginkan 
Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya 
sulit diimplementasikan. Kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang 
juga lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang 
mempunyai tujuan jangka pendek. Manfaat kebijakan dipengaruhi oleh 
perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. 
4. Kedudukan pembuat kebijakan 
Posisi pembuat kebijakan akan mempengaruhi bagaimana implementasi 
kebijakannya karena kedudukan pelaku memiliki pusat kekuasaan yang 
berbeda. 
5. Pelaksana Program 
Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan. Tingkat keahlian, dedikasi, kemampuan yang tinggi akan 
berpengaruh terhadap kebijakan yang ditanganinya. 
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6. Sumber daya yang dilibatkan 
Sumber yang digunakan dalam program, bentuk, besar, dan asal sumber daya 
akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan. Sumber daya yang 
diperlukan selama proses kebijakan berlangsung.  
Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana 
pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti yang dijelaskan dalam 
model Van Meter dan Van Horn. Yang dimaksud oleh Grindle (dalam Samodra 
Wibawa, 1994:22-25) dengan konteks kebijakan adalah:  
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 
Implementasi program akan melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkat, 
baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan yang mempunyai strategi 
dan kepentingan yang berbeda-beda. 
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.  
Hasil dari implementasi merupakan hasil dari interaksi yang terjadi dalam 
suatu lembaga. 
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. 
Pelaksana diharapkan mentaati peraturan dalam suatu kebijakan dan merespon 
terhadap apa yang diinginkan oleh kelompok sasaran. 
Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok 
sasaran, dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi 
efektivitas implementasi. Untuk dapat memudahkan memahami model Grindle 




Model implementasi kebijakan Grindle 

























Sumber : Samodra Wibawa, dkk, 2004:23 
C. Model implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian. 
Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis  
implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang 














Program aksi dan 
proyek individu yang 
didesain dan dibiayai 
Melaksanakan kebijakan 
dipengaruhi oleh: 
a) Isi Kebijakan 
1. Kepentingan yang 
dipengaruhi 
2. Tipe manfaat 
3. Derajat perubahan yang 
diharapkan 
4. Pelaksana program 
5. Sumber daya yang 
dihasilkan 
b) Konteks Implementasi 
1. Kekuatan, kepentingan, 
dan strategi actor yang 
terlibat 
2. Karakteristik lembaga dan 
penguasa 
3. Kepatuhan dan daya 
tanggap 
Hasil Kebijakan: 








Variabel-variabel yang dimaksud Sabatier dan Mazmanian (dalam 
Samodra Wibawa, 1994:25-27), dibagi dalam tiga kategori yaitu: 
1. Karakteristik masalah 
Termasuk didalamnya adalah ketersediaan teknologi dan teori teknis, 
keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan 
perilaku yang diharapkan. 
2. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai peraturan yang 
mengoperasionalkan kebijakan. 
Kejelasan tujuan/sasaran, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang 
mencukupi, integrasi organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, rekrutmen dari 
pejabat pelaksana, akses formal pelaksana ke organisasi lain. 
3. Faktor-faktor di luar peraturan 
Kondisi sosio ekonomi dan teknologi, perhatian pers terhadap masalah 
kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, 
dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. 
Setelah semua faktor tersebut terpenuhi, pada tahap implementasi para 
pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program. Tanpa 




























Sumber : Samodra Wibawa, dkk, 1994:26 
Menurut George C. Edward III (dalam Joko Widodo, 2001:199-204) ada 





1. Ketersediaan teknologi dan teori teknis 
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
3. Sifat populasi 
4. Derajat perubahan perilaku yang diharapkan 
Daya dukung peraturan 
1. Kejelasan/ kosistensi tujuan/ 
sasaran 
2. Teori kausal yang memadai  
3. Sumber keuangan yang 
mencukupi 
4. Integrasi organisasi 
pelaksana 
5. Akses formal pelaksana ke 
organisasi lain  
6. Akses formal pelaksana ke 
organisasi lain 
Variabel non Peraturan 
1. Kondisi sosio ekonomi dan 
teknologi 
2. Perhatian pers terhadap 
masalah kebijakan 
3. Dukungan publik 
4. Sikap dan sumber daya 
kelompok sasaran utama 
5. Dukungan kewenangan 

























Yaitu upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga 
menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implementasi 
program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana 
karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para policy 
maker dalam meminta para pelaksana (implementors) tidak sekedar dengan 
suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsistensi 
komunikasi dari atas kebawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus 
jelas dan  tegas. 
2. Sumber daya 
Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, 
serta bagaimanapun akuratnya dalam penyampaian ketentuan-ketentuan atau 
aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab 
untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk 
melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut 
juga tidak akan bisa efektif. 
3. Disposisi/kecenderungan 
Yaitu keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan 
kewajiban. Para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan 
dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka 




4. Struktur birokrasi 
Struktur birokrasi yang dimaksud disini mencakup aspek-aspek seperti, 
struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit 
organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan 
organisasi dengan organisasi luar. 
Nakamura (dalam Solichin A. Wahab, 1997:43) merekomendasikan lima 
kriteria keberhasilan dari implementasi program atau kebijakan yaitu: 
1. Pencapaian tujuan atau hasil 
Suatu kebijakan atau program dibuat untuk memperoleh hasil yang 
diinginkan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan 
tetapi hasil yang dicapai tidak akan dapat diukur, dirasakan, maupun diamati 
dan dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat maka program tersebut 
tidak ada artinya. 
2. Efisiensi 
Memberikan penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam 
implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam 
pelaksanaan program bukan saja berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan, 
tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program, waktu 
pelaksanaan, dan sumberdaya yang digunakan. Dengan demikian suatu 
program dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila terdapat 




3. Kepuasan kelompok sasaran 
Kriteria kepuasan kelompok sasaran sangat menentukan bagi keikutsertaan 
maupun respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan program dan 
mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari pihak 
sasaran kebijakan maka program tidak akan mempunyai arti penting bagi 
kelompok sasaran. 
4. Daya tanggap klien 
Dengan daya tanggap positif maka dapat dipastikan peran serta mereka akan 
meningkat. Masyarakat akan mempunyai perasaan ikut memiliki terhadap 
kebijakan dan keberhasilan pelaksana. Ini berarti kebijakan tersebut akan 
mudah diimplementasikan. 
5. Sistem pemeliharaan 
Artinya dilakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa 
adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinyu maka betapapun 
baiknya suatu program atau hasil akan dapat berhenti manakala bentuk nyata 
dari program tersebut selalu memudar. 
Dalam penelitian ini selain menilai dampak yang muncul dari pelaksanaan 
Perda, juga melihat faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam 
pelaksanaannya. Untuk menentukan faktor-faktor tersebut didasarkan pada 
rumusan yang dikeluarkan oleh Van Meter dan Van Horn, tetapi tidak semua 
indikator yang terdapat dalam rumusan Van Meter dan Van Horn dipergunakan 
tetapi tiga indikator saja. Hal ini didasarkan dengan tiga indiaktor tersebut telah 
menjawab mengenai faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. 
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Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan 
kebijakan adalah sebagai berikut: 
1. Sumber Daya 
Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan 
efektif tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan sebab secara logika peningkatan 
kualitas sumber daya yang dimiliki oleh pelaksanaan kebijakan berbanding lurus 
dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun sumber daya 
dalam implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut: 
a. Aparat (sumber daya manusia), seorang aparat pemerintah harus 
mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, 
perintah, dari atasan atau pemimpin. Disamping itu harus ada kelayakan 
antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai 
dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. 
b. Dana, dibutuhkan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan 
2. Sikap Pelaksana 
Sikap pelaksana yang mendukung implementasi (pelaksanaan) akan 
menambah kreativitas agar implementasi lebih efektif. Sikap mendukung 
ditentukan oleh tingkat pemahaman terhadap tujuan yang terlihat dalam sikap 
aparat pelaksana guna mensukseskan kegiatan atau pencapaian tujuan. Kepatuhan 
aparat pelaksana dalam mematuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan 





Komunikasi yang baik dan lancar akan sangat menunjang pelaksanaan 
program. Komunikasi merupakan penghubung antara aparat pelaksana dengan 
masyarakat atau kelompok sasaran. Sebab suatu program yang telah disusun 
dengan baik tidak akan berarti bila tidak dikomunikasikan dengan baik. Pemilihan 
indikator ini didasarkan pada alasan bahwa dengan komunikasi yang jelas dan 
lancar baik antara aparat maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran akan 
lebih mempermudah penerimaan maupun pelaksanaan program.  
3. Evaluasi Kebijakan  
Dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat 
diketahui apakah kebijakan itu sudah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan 
dan mengenai sasaran serta dapat mencapai tujuan pedoman maka perlu diadakan 
evaluasi kebijakan. Sebab dengan evaluasi kebijakan, kita dapat mengetahui 
pelaksanaan kebijakan dan pengukuran hasil-hasil yang dicapai. Seperti yang 
dikemukakan oleh Samodra Wibawa dkk (1994:9), bahwa pada dasarnya evaluasi 
kebijakan tersebut bermaksud mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, 
proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. 
Sedangkan pengertian dari evaluasi itu sendiri yang dirumuskan oleh 
William Dunn adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk 
menghasilkan aksi di masa lalu dan atau masa depan (Muhadjir Darwin, 
1998:132). Pengertian evaluasi menurut Abdillah Hanafi dan Mulyadi Guntur 
(1984:16) dapat dirumuskan sebagai: 
“Penilaian terhadap suatu persoalan dan umumnya menunjukkan pada baik 
buruknya persoalan tersebut. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur efek 
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suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai 
perkembangan untuk pembangunan keputusan lebih lanjut mengenai program itu 
dan peningkatan program pada masa datang”.  
 
Sementara itu pengertian evaluasi kebijakan menurut Muhadjir Darwin 
bersama Wahyu Nurhardjadmo (1997:12) adalah suatu proses  untuk menilai 
seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan 
antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan. 
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 
kebijakan adalah merupakan penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah 
direncanakan, diputuskan, dan dilakukan; dimana tujuan dari evaluasi adalah 
untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan 
pada masa yang akan datang. 
Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa yang sebenarnya paling baik 
melakukan evaluasi terkait dengan independensi laporan hasil evaluasi. Menurut 
DePoy, E., & Gilson, G. F. Dalam American Jurnal of Evaluation (Volume 29 No 
4, Desember 2008, menyatakan bahwa:  
“Evaluation Practice may be controversial to some colleagues for many 
reasons. First, the authors believe that evaluation is the responsibility of 
all of us—not the sole responsibility of an external evaluator. 
Professionals are responsible for evaluating their own practice: 
  
Our model, therefore, holds the professional, not an “external 
evaluator,” accountable for systematic thinking 
and action, for careful examination of his/her practices, and for 
critical appraisal of the results of professional 
functioning. So who conducts evaluation? Educators, providers, 
policymakers, public health practitioners, 
technology experts, business specialists, and so forth: in other words, 
you do! (p. 4)” (http://aje.sagepub.com/cgi/content/refs/29/4/583) 
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Meski terdapat perbedaan pendapat, dalam hal ini demi alasan ilmu 
pengetahuan, tetap dilakukan evaluasi untuk mengetahui kinerja pemerintah 
dalam melaksanakan peraturan dan melayani masyarakat. 
Evaluasi mencakup beberapa hal penting, yaitu: 
1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur performance dan hasil yang 
diperoleh dari pelaksanaan satu atau sebagian program. 
2. Penilaian dilakukan dalam mengacu pada tujuan dan target yang telah 
ditetapkan. 
3. Hasil evaluasi merupakan pertimbangan dalam peninjauan kembali 
suatu program dan peningkatan pelaksanaan program di masa yang 
akan datang. 
Secara lebih rinci beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu 
kegiatan evaluasi menurut Ripley (Samodra Wibawa dkk, 1994:8-9) adalah 
sebagai berikut: 
1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam 
pembuatan kebijakan? 
2. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka, dan memenuhi 
prosedur? 
3. Apakah program didesain secara logis? 
4. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup 
memadai untuk mencapai tujuan? 
5. Apa standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut? 
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6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi? 
Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat? 
7. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti 
yang didesain dalam program? 
8. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran? 
Apa jenis dampaknya? 
9. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, 
terhadap masyarakat? 
10. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh 
masyarakat? 
11. Apakah tindakan program dan dampak tersebut sesuai dengan yang 
diharapkan? 
Dari berbagai persoalan tersebut, Samodra dkk (1994:9) menyatakan 
bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu : (1) proses 
pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi kebijakan dan (4) 
efektivitas dampak kebijakan. Pada penelitian ini evaluasi yang dilakukan lebih 
menekankan pada dampak kebijakan yang ditimbulkan.        
Sementara Leslie A. Pal (1987:52) membagi evaluasi dalam empat 
kategori sebagai berikut:  
1. Planning and needs evaluations 
Mencakup penilaian terhadap target populasi, kebutuhan sekarang dan 
yang akan datang serta sumber daya yang ada. 
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2. Process evaluations 
Evaluasi terhadap tindakan pelaksana, media pelaksana, media 
pelaksanaan program, dan sistem informasi. 
3. Impact evaluations 
Evaluasi dampak kebijakan, baik yang diharapkan maupun yang tidak 
diharapkan serta perluasan hasil program. 
4. Efficiency evaluations  
Evaluasi efisiensi kebijakan yang dapat dilihat dari perbandingan 
keuntungan dengan biaya. 
Secara keseluruhan evaluasi kebijakan memiliki 4 fungsi, sebagai berikut 
(Dunn dan Ripley dalam Samodra dkk, 1994:10-11): 
1. Ekspalanasi  
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat 
dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai 
dimensi realitas yang diamatinya. Disini evaluator dapat menemukan 
variabel-variabel kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan 
pelaksanaan suatu program. Dengan demikian evaluator dapat 
mengidentifikasi tujuan-tujuan yang apa yang akan tercapai, mengapa 
tujuan itu harus dicapai dan bagaimana mencapainya. 
2. Kepatuhan 
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh 
para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standar 
dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 
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3. Auditing 
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke 
tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, 
birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat 
kebijakan. Tidak adakah penyimpangan dan kebocoran? 
4. Akunting 
Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari 
kebijakan tersebut.  
Menurut Samodra Wibawa dkk (1994:29), ada dua jenis kegiatan evaluasi, 
yaitu: 
1. Evaluasi implementasi yang berusaha melihat proses 
pelaksanaan/implementasi, yang terkait adalah pelaksana dan 
bagaimana pelaksanaannya. 
2. Evaluasi dampak kebijakan memberi perhatian lebih besar pada output 
dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. 
Dalam kaitannya dengan dampak, evaluasi implementasi mengamati 
dampak jangka pendek atau dampak sementara, sedangkan evaluasi dampak 
mengamati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Dalam penelitian ini jenis 
evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi implementasi untuk mengamati 




Sedangkan menurut Pariata Westra (1983:46-47), ada tiga tipe evaluasi 
yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu: 
1. Evaluasi Pra-program (ex-ante evaluation) 
Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini 
dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan 
pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran 
potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau per- 
region. 
2. Evaluasi Tengah Berlangsung (on going/concurrent evaluation) 
Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap 
tenggang waktu program itu berjalan dievaluasi. 
3. Evaluasi setelah berlangsung (ex-post evaluation) 
Dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai 
dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh 
program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program 
itu. 
Dilihat dari ketiga tipe diatas, maka penelitian ini akan memakai penelitian 
evaluasi tengah berlangsung, sebab penelitian ini menitikberatkan pada 
pelaksanaan Perda mulai tahun 2003 sampai sekarang dengan menilai apakah 
tujuan tercapai dan menilai dampak yang timbul serta seberapa besar pengaruh 
pembebasan biaya tersebut pada peningkatan kepemilikan akta kelahiran. 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penelitian ini akan lebih 
menekankan pada dampak jangka pendek dari kebijakan. Kebijakan pembebasan 
36 
biaya penerbitan akta kelahiran adalah suatu keputusan yang diambil setelah 
melihat pada apa yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2003, bahwa setiap 
anak yang baru lahir berhak untuk mendapatkan akta kelahiran dan tanpa dipungut 
biaya. Keputusan ini dilaksanakan melalui pengesahan Perda No. 8 Tahun 2003 
Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang 
tujuannya untuk memaksimalkan kepemilikan akta kelahiran baik pada bayi yang 
baru lahir maupun seseorang yang telah dewasa. Jadi dengan dikeluarkannya 
Perda tersebut, semua Warga Negara diharapkan memiliki akta kelahiran sebagai 
bukti status kewarganegaraan mereka. Karena tanpa kepemilikan akta kelahiran 
ini seluruh aktivitas kehidupannya akan terganggu. Dalam hubungannya dengan 
pembebasan biaya akta lahir, apakah kebijakan ini berjalan sesuai dengan 
pedoman pelaksanaannya dan mencapai sasaran dan tujuan yang seharusnya 
dicapai, maka akan dibandingkan antara tujuan formal kebijakan dengan realita 
atau prestasi yang dicapai. 
Konsekuensi dari suatu kebijakan apabila telah diimplementasikan 
biasanya membawa perubahan sosial ekonomi yang berkenaan dengan atau dalam 
batas-batas antara kemanfaatan yang diakibatkan oleh efek yang terjadi, dan 
konsekuensi ini berupa dampak kebijakan. Dampak mempunyai arti tubrukan, 
benturan, pengaruh. (Gunarwan Suratmo, 1991:1). Sedangkan di dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan, pengaruh kuat yang 
mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Willliam N. Dunn dalam 
Samodra Wibawa dkk (1994:5) mendefinisikan dampak sebagai perubahan 
kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.  Definisi dampak 
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menurut Otto Soemarwoto (1994:43) adalah suatu perubahan yang terjadi akibat 
suatu aktivitas. Dalam bukunya Irfan Islamy (1984:115) menyebutkan pengertian 
dampak kebijakan adalah  akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang 
ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. 
Dalam kaitannya dengan dampak ini Samodra Wibawa dkk (1994:29) 
membedakan adanya dampak menjadi: 
“Dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak 
yang diharapkan  mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, 
pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa yang terjadi. 
Di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang 
diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir 
implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, 
yang diantaranya ada yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, atau 
dimaui dan yang tidak dimaui.” (Solichin A.W 1990:20). 
 
Apa yang dikemukakan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Anderson dalam Irfan Islamy (1984:115) bahwa dampak kebijaksanaan tersebut 
mempunyai beberapa dimensi yaitu: 
1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences) 
maupun tidak diharapkan (unintended consequences) baik pada 
problemanya maupun pada masyarakatnya.  
2. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) 
yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama dari  kebijaksanaan tersebut. 
Limbah kebijaksanaan ini bisa positif maupun negatif. 
3. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi 
sekarang atau kondisi yang akan datang. 
4. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” langsung atau direct costs. 
Menghitung “biaya” setiap rupiah dari setiap program kebijaksanaan 
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pemerintah (economic costs) relatif lebih mudah dibandingkan dengan 
menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (social costs).   
5. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” tidak langsung (indirect 
costs) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. 
Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan 
karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur).  
Sedangkan Riga A. dalam bukunya Analisa Dampak Lingkungan Sosial 
(1987:11) mengklasifikasikan dampak dalam tiga hal yaitu: 
1. Analisis dampak sosial ekonomi 
Lebih menekankan dampak ekonomi dan demografi dalam tingkat 
kelompok, komunitas, dan daerah dimana kegiatan dilaksanakan. 
Metodologinya bersifat kualitatif dan sudah lebih berkembang jika 
dibandingkan dengan metode analisis dampak lingkungan sosial yang 
lain.   
2. Analisis dampak psiko-sosial 
Menekankan pada dampak psikologi termasuk dampak terhadap nilai, 
sikap, dan kepercayaan serta persepsi mengenai perubahan pada 
tingkatan individu dan kelompok. 
3. Analisis dampak sosial budaya  
Menekankan pada aspek kualitatif dan dampak terhadap individu, 
penduduk daerah dengan menggunakan konsep dari berbagai disiplin 
ilmu termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial 
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lainnya. Termasuk di dalamnya data sosial ekonomi sehingga 
seringkali dianggap merupakan dampak yang paling lengkap. 
Dalam penelitian evaluasi, evaluator melakukan perbandingan antara 
dampak aktual dengan dampak yang diharapkan, baik itu dampak positif dan 
mendukung perubahan dampak yang diharapkan maupun itu dampak negatif yang 
bertentangan dengan perubahan yang diharapkan. Dampak yang diharapkan 
mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat pemerintah telah 
menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Sedangkan 
dampak yang tidak diharapkan adalah dampak yang ditimbulkan oleh suatu 
kebijakan  tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dampak mengukur hasil akhir secara keseluruhan dengan 
memperhitungkan efek yang timbul langsung maupun tidak langsung dan 
memperhatikan penyebaran atau peniruan hasil masukan keluaran yang 
melahirkan adanya perubahan pada masyarakat secara keseluruhan (Amin Husni, 
1987:12). 
Sebagai langkah awal dalam melakukan evaluasi terhadap suatu program 
harus ditetapkan suatu standar atau dasar penilaian (Pariata Westra, 1991:41). 
Karena dalam penelitian ini yang menjadi sasaran evaluasi adalah menjelaskan 
seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah mendekati tujuan, maka 
standar utama yang digunakan adalah tujuan awal program yang menjadi 
pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis serta hasil atau output dari pelaksanaan 
program dalam hal ini adalah dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program 
tersebut.   
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Untuk menjelaskan dampak yang timbul atau terjadi setelah pengesahan 
pembebasan biaya akta lahir, maka akan digunakan analisa dampak psiko-sosial. 
Dalam penelitian ini akan melihat dampak psiko-sosial yang terjadi di masyarakat 
maupun aparat pemerintah yang diakibatkan oleh kebijakan pembebasan biaya 
akta kelahiran ini. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang diharapkan 
maupun tidak diharapkan dari kebijakan. Dampak tersebut meliputi peningkatan 
kepemilikan akta kelahiran baru yang ditandai dengan peningkatan jumlah 
pemohon akta atau bahkan terjadi penurunan jumlah pemohon akta kelahiran 
baru, serta terjadi tertib administrasi dibidang penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk dan Akta Catatan Sipil. Bagi pemerintah, apabila terjadi penurunan 
jumlah pemohon akta baru, diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan 
yang merupakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin dengan 
meningkatkan sosialisasi agar masyarakat menjadi lebih paham akan pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran. Jadi dengan demikian masyarakat tidak akan 
menunda-nunda pengurusan akta dan mereka mengurusnya dengan penuh 
kesadaran bukan karena gratis semata. 
Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang 
dijadikan fokus analisis sebagai berikut: 
1. Peluang terjadinya dampak. 
2. Jumlah orang yang akan terkena dampak. 
3. Untung rugi yang diderita subjek dampak. 
4. Ketersediaan dana untuk melakukan analisis. 
5. Relevansi terhadap kebijakan. 
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6. Perhatian publik terhadap kebijakan tersebut ( Samodra Wibawa dkk, 
1994:35). 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi dampak 
kebijakan ini adalah: 
Gambar 1.4 








Sumber : Finsterbush and Motz (1980:84) dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:36 
 
Dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada efektivitas dan dampak 
jangka pendek kebijakan serta prediksi dampak jangka menengah dan panjang. 
Kebijakan tentang pembebasan biaya penerbitan akta kelahiran di Kota Surakarta 
adalah suatu keputusan yang diambil setelah melihat realitas yang terjadi di Kota 
Surakarta dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran 
dan masyarakat masih harus mengeluarkan biaya dalam pengurusan akta kelahiran 
bagi anaknya; sementara disisi lain Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 
Tahun 2002 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk memiliki identitas 
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Kesimpulan dan rekomendasi 
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Tujuan dari pembebasan biaya penerbitan akta kelahiran yang tertuang 
dalam Perda No. 8 Tahun 2003 ini adalah terbukanya akses pengurusan akta 
kelahiran oleh semua masyarakat dari golongan sosial manapun. Dengan 
demikian ini diharapkan semua masyarakat dapat mengurus akta kelahiran tanpa 
perlu memikirkan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga dapat terjadi 
peningkatan kepemilikan akta kelahiran. 
Dalam hubungannya dengan pembebasan biaya akta lahir, apakah tujuan 
kebijakan tersebut telah tercapai dan dampak apa yang muncul dari pelaksanaan 
Perda tersebut, maka akan dibandingkan dengan tujuan formal program dengan 
kenyataan atau prestasi yang dicapai. Sehingga penelitian ini akan melihat 
pelaksanaan kebijakan serta dampak yang ditimbulkan setelah pembebasan biaya 
akta lahir diberlakukan. 
Adapun yang menjadi ukuran efektif atau tidaknya Perda tersebut adalah 
dengan melihat tujuan tercapai atau tidak. Salah satu tujuan dari Perda No. 8 
Tahun 2003 adalah untuk membebaskan biaya penerbitan akta kelahiran yang 
diharapkan akan meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Dengan dimilikinya 
akta kelahiran tersebut, setiap anak mempunyai legalitas atas status 
kewarganegaraannya sehingga segala urusan dalam kehidupannya tidak 
terganggu. Sehingga penelitian ini akan melihat apakah Perda tersebut mampu 
mendorong masyarakat untuk melakukan permohonan penerbitan akta kelahiran 
baru bagi anggota keluarganya. Indikator yang dapat digunakan antara lain 
sebagai berikut: 
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1. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran yang ditandai dengan 
meningkatnya jumlah pemohon akta kelahiran baru.  
Keluarnya kebijakan pembebasan biaya akta kelahiran secara otomatis 
akan menimbulkan dampak. Adapun dampak tersebut adalah:   
a. Dampak yang diharapkan 
 Dampak sosial yang diharapkan adalah terjadi peningkatan kepemilikan 
akta kelahiran  yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pemohon akta 
kelahiran baru, dan tentunya peningkatan ini disebabkan oleh 
meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta 
kelahiran. Dengan peningkatan ini diharapkan nantinya semua anak dapat 
memiliki akta kelahiran sehingga anak-anak tersebut memiliki identitas 
diri yang dijamin oleh hukum berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-
haknya sebagai warga negara. 
b. Dampak yang tidak diharapkan 
1) Kebijakan pembebasan biaya akta lahir ini dikhawatirkan akan 
menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Perda No. 8 Tahun 2003 
tidak menghendaki terjadinya kemalasan masyarakat dalam hal 
pengurusan akta kelahiran dikarenakan tidak adanya pembatasan 
waktu sampai kapan penerbitan akta kelahiran tersebut bebas biaya. 
Jadi walaupun masyarakat terlambat mengurus akta kelahiran, tetap 
tidak dikenakan biaya. 
2) Terjadi gejolak dalam masyarakat yang ditandai dengan protes 
masyarakat karena kurang pahamnya masyarakat mengenai batasan 
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gratis. Hal ini tentunya disebabkan karena kurangnya sosialisasi di 
semua lapisan masyarakat. 
3) Terjadi peningkatan kepemilikan akta kelahiran, akan tetapi hal 
tersebut semata-mata disebabkan karena gratisnya penerbitan akta dan 
bukan disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran. 
Kriteria yang dapat dipakai untuk memilih dampak yang dijadikan fokus 
analisis dalam penelitian ini adalah perhatian publik terhadap kebijakan. Sehingga 
sikap publik yang dapat menimbulkan dampak antara lain adalah : 
1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. 
2. Peran pemerintah dalam mensosialisasikan Perda dan pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran.  
Berdasarkan hal-hal diatas tentunya dapat membawa dampak psikologis 
yang besar bagi para pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk 
lebih giat mensosialisasikan isi Perda No. 8 Tahun 2003 sehingga pemahaman 
masyarakat mengenai batasan gratis serta pentingnya kepemilikan akta dapat 
meningkat. Keberhasilan para pegawai dalam melaksanakan tugas tentunya tidak 
lepas dari bagaimana bentuk kepemimpinan dari unit kerja yang bersangkutan. Di 
dalam kebijakan publik peran pemimpin begitu besar sehingga dapat dikatakan 
bahwa tanpa pemimpin dengan kepemimpinannya yang baik maka kebijakan 
publik akan sia-sia. Pemimpin berperan mulai dari memastikan perumusan 
kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya, kemudian memastikan bahwa 
implementasi dilaksanakan sesuai dengan rencana, hingga pelaksanaan evaluasi 
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agar evaluasi berhasil untuk melihat kekurangan sehingga nantinya kebijakan 
tersebut dapat diperbaiki.  
4. Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini ingin melihat sejauh mana pemberlakuan Perda Nomor 8 
Tahun 2003 mampu memberikan dampak bagi meningkatnya kepemilikan akta 
kelahiran di Kota Surakarta. Perda Nomor 8 Tahun 2003 merupakan hasil dari 
ratifikasi Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 
yang mengamanatkan bahwa penerbitan akta kelahiran adalah tidak dipungut 
biaya. 
Untuk melihat sejauh mana dampak yang terjadi, terlebih dahulu dilihat 
bagaimana pelaksanaan Perda tersebut dilihat dari faktor-faktor yang 
mempengaruhi diantaranya yaitu sumber daya manusia, dana, maupun sarana dan 
prasarana dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bagaimana komunikasi 
yang terjalin antara aparat dengan masyarakat, dan kemudian melihat juga sikap 
aparat pelaksana dalam menjalankan tugas mengawal pelaksanaan kebijakan. 
Dari proses implementasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak 
positif bagi meningkatnya kepemilikan akta kelahiran khusunya akta kelahiran 
baru dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki 
akta kelahiran. Pada proses implementasi, tentu tidak terlepas dari pengaruh pihak 
luar, dalam hal ini adalah intervensi dari dua lembaga internasional yaitu Unicef 
dan GTZ-PAS. Kedua lembaga tersebut memberi kontribusi yang cukup besar 
pada penyediaan sumber daya dan penyediaan fasilitas dalam rangka 
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meningkatkan profesionalisme aparat, dimana hal tersebut memberikan manfaat 
tidak langsung bagi terciptanya dampak permberlakuan kebijakan. 
Faktor yang paling berpengaruh dalam terciptanya dampak adalah tingkat 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi 
kehidupannya dan keluarganya. Dari dampak yang muncul baik yang diharapkan 
maupun tidak, disusun rekomendasi kebijakan untuk pengembangan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang. 
Gambar 1.5 
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F. Metode Penelitian 
Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat 
memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan bersangkutan. Jadi 
suatu obyek dipilih berdasarkan pertimbangan keserasian dengan obyek tujuan, 
sasaran, dan variabel masalah yang hendak diteliti. Beberapa hal yang 
menyangkut metode adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 
memberikan gambaran secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi 
tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (H.B. 
Sutopo, 2002:111). Bentuk penelitian ini akan mampu menghasilkan data berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta dengan alasan bahwa Kota Surakarta adalah salah satu kota pertama di 
Indonesia yang melaksanakan amanat dari Undang-undang Perlindungan Anak 
mengenai pembebasan biaya penerbitan kutipan akta kelahiran ke dalam Perda. 
Untuk itu Kota Surakarta mendapatkan penghargaan dari Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan pada acara puncak peringatan Hari Ibu ke-77 karena 
Pemerintah Kota Surakarta dinilai sangat perhatian terhadap Hak-hak Azasi Anak. 
Terutama dalam mendapatkan akta kelahiran yang oleh Pemkot Surakarta 
diberikan cuma-cuma alias gratis. (www.kedaulatan-rakyat.com).  
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3. Jenis dan Sumber Data 
Data adalah suatu fakta/keterangan dari obyek yang diteliti. Data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dan menunjang terhadap 
maksud dan tujuan penelitian. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 
a. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik 
wawancara maupun hasil observasi. Yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah : 
1). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Hal ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 
dan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menangani 
masalah akta catatan sipil khususnya akta kelahiran. 
2). Masyarakat  
Hal ini untuk mendapatkan informasi mengenai respon masyarakat 
pengguna jasa layanan pembuatan akta kelahiran yang menjadi sasaran 
dari kebijakan. 
b. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain sumber data 
primer. Sumber tersebut terdiri dari kepustakaan, arsip atau dokumen yang 




4. Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber informasi dan diharapkan mengetahui permasalahan yang 
menjadi obyek penelitian secara mendetail. Akan tetapi juga digunakan teknik 
snowball sampling guna mengantisipasi keterbatasan data yang diperoleh, dengan 
menunjuk informan baru dan seterusnya sehingga data yang diperoleh semakin 
banyak, lengkap, dan mendalam. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik 
yaitu: 
a. Wawancara mendalam (indept interview) 
Wawancara mendalam merupakan teknik wawancara semi terstruktur 
dengan individu yang terseleksi. Informan yang dipilih ialah seseorang 
yang memiliki pengetahuan, mendalami situasi, dan yang lebih 
mengetahui informasi yang diperlukan. Wawancara yang dilakukan  
bersifat open-ended dan mengarah pada kedalaman informasi, guna 
menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat 
bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih 
jauh dan mendalam. (H.B. Sutopo, 2002:59). 
b. Studi Dokumentasi                
Yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan 
kebijakan yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2003. 
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c. Observasi 
Merupakan metode yang dilakukan melalui pengamatan kegiatan yang 
dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. 
6. Validitas Data  
Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan teknik 
triangulasi. Menurut Patton (1984) dalam H.B. Sutopo (2002:78) ada empat 
macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data, (2) triangulasi peneliti, (3) 
triangulasi metodologis, dan (4) triangulasi teoritis. Triangulasi ini merupakan 
teknik yang didasari pola pikir bahwa untuk menarik kesimpulan yang mantap 
diperlukan tidak hanya satu cara pandang.  
Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data, yaitu suatu cara 
yang mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data menggunakan 
berbagai sumber data yang tersedia. Artinya data yang sama dan sejenis akan 
lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber yang berbeda. 
Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji 
kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari 
sumber yang berbeda. (H.B. Sutopo, 2002:79). 
7. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis model 
interaktif, dimana dibutuhkan tiga (3) komponen, yaitu: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas dilakukan dalam bentuk interaktif 
dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. 
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a. Reduksi data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 
data kasar yang dimulai, bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. Reduksi 
data merupakan bagian dari analisis, suatu bentuk analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, memotong hal yang tidak penting dan mengatur 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
b. Sajian data 
Merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan 
riset dapat dilakukan. Data-data yang berupa cerita-cerita atau kalimat-kalimat 
panjang, akan lebih mudah dianalisis apabila tersaji dalam bentuk matrik, 
gambar/sketsa, jaringan keterkaitan kerja dan tabel.  
c. Penarikan kesimpulan 
Merupakan proses pengumpulan data yang selanjutnya telah direduksi, 
akan tersaji data-data berupa matriks atau tabel yang memungkinkan peneliti 
untuk menarik kesimpulan akhir. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data 









Gambar 1.6:  








Sumber : H.B. Sutopo, 2002:96 
Ketiga komponen tersebut di atas merupakan sesuatu yang jalin-menjalin 
pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang 
sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisa. 
8. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 
a. Definisi Konseptual 
Definisi konsep menegaskan batasan-batasan atau konsep-konsep yang 
digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. 
Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1). Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah 
tertentu. 
2). Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu program untuk menghasilkan 
informasi dari serangkaian aksi di masa lalu yang dapat digunakan sebagai 






3). Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari 
output kebijakan.  
4). Evaluasi kebijakan adalah merupakan penilaian terhadap serangkaian 
tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan dilakukan; dimana 
tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai pertimbangan dalam 
peninjauan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan pada masa yang akan 
datang. 
5). Evaluasi dampak adalah evaluasi yang memberi penekanan pada hasil 
kebijakan dan dampak kebijakan dibanding dengan tahap 
implementasinya. 
6). Dampak kebijakan Perda No. 8 Tahun 2003 adalah proses penilaian 
terhadap peraturan daerah yang membebaskan biaya penerbitan kutipan 
akta lahir dengan menitikberatkan pada dampak yang timbul pada 
masyarakat setelah peraturan daerah tersebut diberlakukan. 
b. Definisi Operasional  
Definisi operasional adalah perubahan konsep-konsep berupa konstrak 
dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat 
diamati dan yang dapat diuji, sehingga definisi operasional penelitian ini adalah 
suatu penilaian terhadap Perda No. 8 Tahun 2003 khususnya tentang kebijakan 
pembebasan biaya penerbitan kutipan akta lahir. 
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Meningkatnya kepemilikan akta lahir baru pada masyarakat Kota 
Surakarta adalah derajat yang menunjukkan tercapainya tujuan dan sasaran atas 
dibebaskannya biaya penerbitan kutipan akta lahir. 
Evaluasi kebijakan ini dapat dilihat dari pelaksanaan Perda tersebut apakah 
sesuai dengan rencana, efektivitas pelaksanaan Perda dan apakah dampak yang 
ditimbulkan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Untuk lebih jelasnya 
penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut:  
1). Dengan melihat tercapai atau tidaknya tujuan Perda maka penelitian ini 
menggunakan indikator sebagai berikut: 
a). Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran yang ditandai dengan 
meningkatnya jumlah pemohon akta kelahiran baru. 
2). Dampak  
a). Dampak yang ditimbulkan 
1. Dampak yang diharapkan 
Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran baru dan diharapkan 
peningkatan ini karena kesadaran warga. 
2. Dampak yang tidak diharapkan 
Ø Terjadi kemalasan dari masyarakat untuk mengurus akta 
kelahiran baru, karena tidak adanya batasan waktu 
pengurusan bebas biaya. 
Ø Protes dari masyarakat, disebabkan karena kurangnya 
sosialisasi mengenai batasan “gratis” sampai sejauh mana. 
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Ø Terjadi peningkatan kepemilikan akta tetapi semata-mata 
disebabkan karena bebas biaya, dan bukan karena kesadaran. 
b). Penyebab dampak 
1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta 
kelahiran. 
2. Peran pemerintah dalam mensosialisasikan maksud/isi Perda dan 
manfaat kepemilikan akta kelahiran 
3). Kendala yang Dihadapi 




















A. Profil Umum Kota Surakarta 
1. Kondisi Geografis 
Kota Surakarta adalah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 
m diatas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu maksimum 32,5°C dan 
minimum 21,9°C. Kota Surakarta terletak antara  110°C.45'.15" - 110°C. 45'.35" 
BT dan 7°C. 36'.00" - 7°C. 56'.00" LS. 
Adapun batas-batas wilayah Kota Surakarta adalah : 
Utara  : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 
Timur   : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
Selatan  : Kabupaten Sukoharjo 
Barat   : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44.040 km² yang terbagi ke dalam 
lima kecamatan; yaitu Kecamatan Laweyan, Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, dan 
Serengan. Dari kelima kecamatan tersebut masih dibagi lagi menjadi 51 wilayah 
berstatus kelurahan, dan dari wilayah-wilayah tersebut terbagi lagi menjadi 592 
RW dan 2.645 RT. 
2. Kondisi Demografis 
Penduduk Kota Surakarta saat ini berjumlah sekitar 560.849 jiwa yang 
terbagi menjadi 126.117 KK yang tersebar ke dalam lima kecamatan. Untuk lebih 
57 
jelasnya berikut akan digambarkan komposisi penduduk Kota Surakarta secara 
rinci. 
Tabel 2.1  
Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Persebarannya  
di masing-masing Kecamatan 
per 12 Mei 2009 
 
Kel. 
Umur Laweyan Serengan 
Pasar 
Kiwon Jebres Banjarsari Jumlah 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 








































































































































































Sumber : Diolah dari data Disduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbesar  
adalah pada kelompok umur 25-34 tahun, yang berjumlah sama dengan 19,88%  
dari seluruh penduduk Kota Surakarta. Selanjutnya penduduk usia 60+ yang 
berjumlah sebesar 9,31%, dan penduduk dalam kelompok umur 35-39 tahun 
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sebesar 8,44% dari total penduduk. Disini jumlah penduduk usia produktif yang 
terhitung cukup besar, sehingga diharapkan mampu memberi kontribusi pada 
peningkatan produktivitas di Kota Surakarta. 
Tabel 2.2 
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Persebarannya 
di masing-masing Kecamatan 
per 12 Mei 2009 
 
Kecamatan  Laki-laki Perempuan  Jumlah  





































Sumber : Diolah dari data Disduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk Kota 
Surakarta antara laki-laki dan perempuan tidak terpaut jauh dalam hal jumlah. 
Jumlah penduduk laki-laki adalah 49,34% dari jumlah seluruh penduduk Kota 
Surakarta, sementara jumlah penduduk perempuan adalah 50,66% dari seluruh 







3. Kondisi Sosial Ekonomi 
Tabel 2.3  
Komposisi Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Agama yang Dianut dan 
Persebarannya di masing-masing Kecamatan 



















































































































Sumber : Diolah dari data Dispenduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari tabel 2.3 di atas terlihat bahwa agama dengan jumlah pemeluk 
terbesar adalah Islam yaitu 76,53% dan yang terkecil adalah Pemeluk agama 
Kong Hu Chu yaitu sebesar 3 orang dari seluruh penduduk Kota Surakarta. Data 
ini kemungkinan berbeda dari keadaan yang sebenarnya, disebabkan karena 
pengisian data yang tidak valid. Artinya seringkali terjadi orang penganut aliran 
kepercayaan menuliskan dirinya masuk ke dalam agama lain seperti 
Hindu/Budha/Kong Hu Chu. 
Mengenai kerukunan antar umat beragama di Kota Surakarta, terjalin 






Tabel 2.4   
Komposisi Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan 
Persebarannya di masing-masing Kecamatan 




Pendidikan Laweyan Serengan 
Pasar 
Kliwon Jebres Banjarsari Jumlah  











































































































































Sumber : Diolah dari data Dispenduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa penduduk dengan tingkat 
pendidikan Tamat SLTA memiliki jumlah terbesar yaitu sebesar 156.021 jiwa 
atau sekitar 29,69% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Surakarta. Sementara 
jumlah kelompok penduduk terkecil yaitu yang telah mengenyam pendidikan 
hingga S3 dimana berjumlah 239 jiwa atau sekitar 0,05%.  
Walau dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang mengenyam 
pendidikan tinggi sudah banyak, namun yang terjadi adalah masih banyak juga 
penduduk yang belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahunnya yaitu mencapai 
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28,13% dari total penduduk usia sekolah (dengan asumsi bahwa penduduk yang 
masuk kategori “tidak/belum sekolah”, dianggap belum mencapai usia sekolah).  
Tabel 2.5   
Komposisi Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Mata Pencaharian dan 
Persebarannya di masing-masing Kecamatan 




Laweyan Serengan  Pasar 
Kliwon 
Jebres Banjarsari  Jumlah  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 




















































































































































Sumber : Diolah dari data Dispenduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari tabel 2.5 dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian terbesar 
masyarakat Kota Surakarta adalah sebagai Pengusaha yang jumlahnya mencapai 
44.566 jiwa (15,77%) disusul Buruh Bangunan yang mencapai angka 26.708 jiwa 
(9,45%). Jumlah besar di atas kemungkinan disebabkan karena kondisi Kota 
Surakarta yang tumbuh dan berkembang memperbarui diri secara fisik, yang 
disamping menarik banyak investor yang notabene pengusaha, keadaan ini juga 
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berhasil menyerap banyak tenaga kerja. Mata Pencaharian terkecil masyarakat 
Kota Surakarta adalah sebagai Nelayan (0,07%), karena memang kondisi 
geografis Kota Surakarta yang jauh dari laut. 
 
B. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, 
Pemerintah Kota disamping dituntut lebih profesional dalam memberikan 
pelayanan prima di segala bidang kepada masyarakat, juga memberikan 
keleluasaan kepada Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan otonomi guna 
menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan pada 
potensi daerah yang dimiliki. 
Hal tersebut membawa konsekuensi dalam sistem penyelenggaraan 
pemerintahan dimana dulunya menggunakan asas dekonsentrasi sekarang setelah 
berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 ini, terjadi perubahan asas menjadi 
desentralisasi dimana wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan 
kepada daerah. Sehingga dengan demikian seperti yang telah disebutkan di atas, 
prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Demikian pula perangkat 
pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas 
daerah. 
Sehubungan dengan hal tersebut serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
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Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah, 
maka Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta, yang termasuk di dalamnya mengenai pembentukan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Dengan dibentuknya Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil ini, maka urusan kependudukan yang dahulu 
merupakan urusan Pusat sekarang menjadi urusan Daerah yaitu oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelumnya bernama Kantor 
Catatan Sipil ini berdiri pada tanggal 1 Januari 2001, dimana satu hari sebelumnya 
yaitu pada tanggal 31 Desember 2000 dilakukan upacara pelantikan pejabat yang 
nantinya akan bertugas pada dinas tersebut. Dengan demikian mulai 1 Januari 
2001 segala hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan akta 
catatan sipil menjadi tugas dan wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Surakarta. 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sebagai unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan pada 
pasal 22 ayat (3) Perda No. 6 Tahun 2001, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Penyelenggara tata usaha dinas  
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan 
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3. Pengelolaan administrasi kependudukan 
4. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan catatan sipil 
5. Pengelolaan dan pelayanan dokumen 
6. Penyelenggaraan penyuluhan 
7. Pembinaan jabatan fungsional 
Semula, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini adalah lembaga 
pemerintahan yang berdiri sendiri di bawah Pemerintah Kota Surakarta yang 
hanya melaksanakan tugas administrasi kependudukan dan terbatas pada 
penyelenggaraan pencatatan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, 
pengakuan anak, dan kematian. 
 
2. Visi dan Misi 
a. Visi 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai visi yaitu 
“Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima 
Menuju Penduduk Berkualitas”.  
b. Misi 
Adapun misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 
a. Mewujudkan pelayanan masyarakat di bidang tertib administrasi 
kependudukan yang mudah, cepat, tepat, dan pasti. 
b. Menyimpan dan memelihara dokumen akta secara professional. 
c. Melakukan kegiatan penyuluhan yang efisien dan efektif. 
d. Melaksanakan kegiatan pelayanan ketatausahaan yang prima. 
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e. Memberikan kontribusi kepada daerah melalui Pendapatan Asli 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. 
 
3. Tugas Pokok dan Fungsi 
Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2001, Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta memiliki tugas pokok sebagai berikut: 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan 
sipil, serta menyelenggarakan ketransmigrasian. 
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
mempunyai tugas: 
1. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas 
2. Penyusunan Rencana Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan 
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan 
4. Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Kependudukan dan Catatan Sipil 
5. Pengelolaan dan Pelayanan Dokumen 
6. Penyelenggaraan Penyuluhan 
7. Pembinaan Jabatan Fungsional 
 
4. Struktur Organisasi  
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan 
Perda Nomor 6 Tahun 2001, terdiri dari: 
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1. Kepala Dinas 
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian Kepegawaian 
c. Sub bagian Keuangan 
3. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: 
a. Seksi Perencanaan 
b. Seksi Pengendalian 
4. Sub Dinas Kependudukan, terdiri dari: 
a. Seksi Pendaftaran Penduduk 
b. Seksi Mutasi Penduduk 
5. Sub Dinas Catatan Sipil, terdiri dari: 
a. Seksi Perkawinan dan Perceraian 
b. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak 
6. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi, terdiri dari: 
a. Seksi Pengelolaan Dokumen  
b. Seksi Pelayanan Dokumen 
c. Seksi Penyuluhan 
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari: 




Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta akan digambarkan dalam bentuk bagan organisasi sebagai 
berikut: 
Gambar 2.1 









































































5. Uraian Tugas Jabatan Fungsional 
Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 26 Tahun 2001 Tentang 
Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 
maka Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas  
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
kependudukan dan catatan sipil, meliputi: 
a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan 
Program Pembangunan Daerah (Propeda). 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan 
tugas. 
c. Memberi petunjuk/ arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas. 
d. Mengawasi, memeriksa, dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna 
bahan peningkatan kerja. 
e. Merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang 
bina program, kependudukan, catatan sipil, serta dokumentasi dan informasi. 
f. Menyelenggarakan penyuluhan serta dokumentasi kependudukan dan catatan 
sipil. 
g. Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional. 




2. Bagian Tata Usaha  
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, dan 
keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, 
meliputi: 
a. Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, 
kearsipan, penggandaan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan 
inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas, serta perlengkapannya, 
hubungan masyarakat, dan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum. 
b. Sub Bagian Kepegawaian 
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
kepegawaian, antara lain meliputi: 
1). Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan 
pegawai. 
2). Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, 
kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji 
berkala, dan tunjangan. 
3). Mengelola data dan dokumentasi pegawai. 
4). Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan 
pelatihab calon peserta ujian dinas pegawai. 
5). Mengusulkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 
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6). Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
(DP3) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P). 
c. Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
administrasi keuangan, antara lain meliputi: 
1). Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Daftar 
Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah 
(DUPDA). 
2). Menyusun Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) dan Daftar Isian 
Proyek Daerah (DIPDA) atas dasar anggaran yang telah ditetapkan. 
3). Melakukan pengawasan laporan keuangan belanja rutin dan 
pembangunan. 
4). Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran dan bahan perhitungan 
anggaran. 
5). Menyelenggarakan teknis dan tertib administrasi pembukuan, 
pertanggungjawaban, dan laporan keuangan. 
6). Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai. 
3. Sub Dinas Bina Program 
Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, monitoring, dan pengendalian 
serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan 
oleh Kepala Dinas, meliputi: 
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a. Seksi Perencanaan 
Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, 
dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program 
kerja tahunan dinas. 
b. Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan 
 Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan 
monitoring dan pengendalian, analisis dan evaluasi data, serta menyusun 
laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas. 
4. Sub Dinas Kependudukan  
Sub Dinas Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan pendaftaran dan mutasi penduduk sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas, antara lain meliputi: 
1). Merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendaftaran dan 
mutasi penduduk. 
2). Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi kependudukan. 
3). Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. 
4). Melaksanakan administrasi kependudukan. 
Sub Dinas Kependudukan ini terdiri dari: 
a. Seksi Pendaftaran Penduduk 
Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pelayanan pendaftaran penduduk, antara lain meliputi: 
1). Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pelayanan pendaftaran 
penduduk. 
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2). Memproses Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
3). Memproses permohonan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Identitas Tamu (KIT). 
4). Menyelenggarakan pembinaan  teknis dan administrasi dalam penerbitan 
Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas 
Anak (KIA), dan Kartu Identitas Tamu (KIT). 
b. Seksi Mutasi Penduduk 
Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 
pelayanan mutasi penduduk, antara lain meliputi: 
1). Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pelayanan mutasi 
penduduk. 
2). Melaksanakan pelayanan transmigrasi. 
3). Melaksanakan pendaftaran transmigran yang kembali ke daerah asal. 
5. Sub Dinas Catatan Sipil 
Sub Dinas Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan pencatatan, 
penertiban, dan pelayanan akta-akta catatan sipil sesuai dengan kebijakan teknis 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, yaitu meliputi: 
1). Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penertiban kutipan akta 
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, dan 
pengesahan anak di luar kawin beserta pendukungnya. 
2). Menyelenggarakan pelayanan salinan akta, kutipan, dan perubahan akta 
catatan sipil. 
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3). Memberi petunjuk dan pengarahan kepada pemohon akta yang 
mengalami kesulitan. 
4). Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan administrasi 
penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil. 
Sub Dinas Catatan Sipil ini terdiri dari: 
a. Seksi Perkawinan dan Perceraian 
Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
pencatatan perkawinan dan perceraian, termasuk penerbitan salinan kutipan 
akta dan perubahan. 
b. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak 
Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai 
tugas melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, 
kematian, pengakuan dan pengesahan anak, dan adopsi serta memprosesnya 
beserta administrasi pendukungnya. 
6. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi 
Sub Dinas ini mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan teknsi 
administrasi dan pelayanan dokumen dan informasi, serta melaksanakan 
penyuluhan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi ini terdiri dari: 
a. Seksi Pengelolaan Dokumen 
Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen, 
menghimpun, mengolah, dan merencanakan penggunaan dokumen sesuai 
dengan peruntukannya, dan melaksanakan tugas dokumentasi. 
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b. Seksi Pelayanan Dokumen 
Seksi Pelayanan Dokumen ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
dokumen serta menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis administrasi 
pelayanan dokumen. 
c. Seksi Penyuluhan 
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan peyuluhan serta menyusun 
bahan pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan. 
 
6. Kondisi Personalia 
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mempunyai pegawai sebanyak 
61 orang. Pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Pegawai tersebut diantaranya berjenis 
kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dan yang berjenis kelamin perempuan 
sebanayk 27 orang. Berikut data tentang kepegawaian di Dinas Kependudukan 









Tabel 2.6  
Jumlah PSND Menurut Pendidikan Terakhir 





(1) (2) (5) 
1. S-2 3 
(8%) 
2. S-1 23 
(39%) 
3. Sarjana Muda 2 
(3%) 
4. D-4 1 
(2%) 
5. D-3 2 
(3%) 
6. SMU/SMK 25 
(42%) 




Sumber : Dispenduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari tabel 2.6 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta merupakan lulusan sarjana Strata 
1 (S-1) dan lulusan SMU/SMK yaitu masing-masing 39% dan 42%. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketersediaan sumber daya manusia dari 
segi kualitas cukup baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan tiga orang pegawai yang 







Tabel 2.7  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Ruang  


























       Sumber : Dispenduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari tabel di atas diperoleh bahwa sebagian besar pegawai Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta berada pada golongan III/B yaitu 
sebanyak 22 orang atau sebesar 41% dari total pegawai. Kemudian disusul oleh  
pegawai dengan golongan III/A yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar sebesar 
19%. 
 
7. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Pada tahun 2006-2008 ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
mempunyai rencana kerja sebagai berikut : 
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1. Sub Dinas Kependudukan 
a. Pengadaan blanko KTP, KK, KIT, KIA, dan Akta Catatan Sipil. 
b. Pengadaan sarana kelengkapan pelayanan KK/KTP. 
c. Pembuatan jaringan tanpa kabel untuk pelayanan kependudukan. 
d. Pengadaan kendaraan roda empat dan dua untuk pelayanan KK/KTP 
dan pelayanan kependudukan. 
e. Pendataan ulang penduduk. 
f. Evaluasi program KTP 1 jam. 
g. Penertiban dan pendataan peboro. 
2. Sub Dinas Catatan Sipil 
a. Pembinaan pembantu pegawai pencatat perkawinan. 
b. Jemput bola pelayanan akta kelahiran di RS dan RB. 
c. Kontribusi penarikan cetak akta kelahiran. 
d. Pengadaan komputer dua unit untuk pelayanan One Ours Services 
akta catatan sipil.  
e. Penertiban pencatatan perkawinan. 
3. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi 
a. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 
b. Back Up Data dan Pemeliharaan. 
4. Sub Dinas Bina Program 
a. Analisa Data Statistik Vital Tahun 2006. 
b. Evaluasi dan Monitoring dengan Stakeholders dalam membangun 
Statistik Vital. 
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c. Workshop hasil Analisa Data Statistik Vital. 
d. Software Statistik Vital bagi Stakeholders. 
5. Bagian Tata Usaha  
a. Pengadaan sarana ruang pertemuan aula. 
b. Perbaikan atap dan lantai kantor. 
c. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). 
Seluruh kegiatan di atas menggunakan sumber dana yang berasal dari 
APBD Kota Surakarta. 
 
8. Jenis Layanan 
Jenis pelayanan yang diselenggarakan di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Surakarta adalah pelayanan yang berkaitan dengan Pendaftaran 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Pelayanan pendaftaran penduduk yaitu 
mencakup kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta 
perubahannya yang meliputi : 
1. Kartu Tanda Penduduk 
2. Kartu Keluarga 
3. Kartu Identitas Anak 
4. Kartu Identitas Tamu 
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara 
Sedangkan kegiatan pelayanan akta catatan sipil yaitu meliputi pelayanan 
akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang yaitu : 
1. Akta Kelahiran 
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2. Akta Perkawinan 
3. Akta Perceraian 
4. Akta Kematian 
5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 
6. Akta Pengangkatan Anak 
7. Akta Perubahan Nama 
Selain pendaftaran penduduk dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Surakarta juga mengadakan pelayanan kutipan dan salinan 
akta. Pelayanan kutipan akta adalah pelayanan catatan pokok yang dikutip dari 
akta catatan sipil dan merupakan alat bukti diri yang sah bagi diri yang 
bersangkutan maupun pihak ketiga megenai kelahiran, perkawinan, perceraian, 
kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan 
nama. Pelayanan salinan akta adalah pelayanan yang berkenaan dengan salinan 
lengkap akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil. 
Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta ada 3 macam, yaitu : 
1. Akta Kelahiran Umum adalah Akta Kelahiran yang diperoleh sebelum 
lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan 
ialah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran. Anak tersebut 
lahir di Surakarta, baik penduduk Kota Surakarta maupun penduduk luar 
Kota Surakara. 
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2. Akta Kelahiran Terlambat Pencatatan (TP) adalah Akta Kelahiran yang 
diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang 
dimaksudkan dispensasi ini ialah penyelesaian Akta Kelahiran yang 
terlambat bagi anak yang lahir di Surakarta dan atau penduduk Kota 
Surakarta yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986. 
3. Akta Kelahiran Dispensasi (DIS) adalah Akta Kelahiran yang diperoleh 
melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksudkan 
dispensasi ini ialah penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat bagi anak 
yang lahir di Surakarta dan atau penduduk Kota Surakarta yang lahir 
sebelum tanggal 1 Januari 1986. 
Untuk mendukung kegiatan pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta memiliki sarana dan prasarana yang dapat digunakan demi 
kelancaran kegiatan pelayanan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta memiliki 14 ruangan yang digunakan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan pemberian layanan di bidang kependudukan dan catatan sipil. 
Keempat belas ruangan tersebut adalah : 
1. Ruang Kepala 
2. Ruang Sub.Din. Kependudukan 
3. Ruang Sub.Din. Dokumentasi dan Informasi 
4. Ruang Data 
5. Ruang Aula/Rapat 
6. Ruang Sidang Perkawinan 
7. Ruang Sub.Din. Bina Program 
8. Ruang Komputer atas 
9. Ruang Komputer bawah 
10. Ruang Sub.Din. Catatan Sipil 
11. Ruang TU atas 
12. Ruang TU bawah 
13. Ruang Komputer 




9. Prosedur Pelayanan 
Karena yang dibahas adalah akta kelahiran, maka yang dicantumkan juga 
mengenai akta kelahiran. Adapun mengenai syarat-syarat permohonan pembuatan 
akta berbeda-beda disesuaikan dengan jenis akta kelahiran, yaitu Lahir Baru, 
Terlambat Pencatatan, dan Dispensasi. Bagi jenis akta kelahiran Lahir Baru, yaitu 
bagi bayi yang masih berumur 0 – 60 hari dengan klasifikasi lahir di Surakarta, 
baik penduduk Kota Surakarta maupun penduduk luar Kota Surakarta, persyaratan 
yang wajib dipenuhi adalah : 
1. Surat Keterangan Lahir dari kelurahan domisili dan Surat Keterangan 
Lahir dari penolong persalinan di Kota Surakarta. 
2. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua dilegalisir pejabat yang 
berwenang. 
3. Foto copy KTP dan KK orang tua, apabila orang tua tidak dapat hadir 
sendiri menguasakan dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan foto 
copy KTP penerima kuasa. 
4. Menghadirkan dua (2) orang saksi (usia minimal 21 tahun) dan foto copy 
KTP. 
5. Apabila akta perkawinan surat nikah orang tua belum tercatat sebagai 
WNI maka dilengkapi bukti pewarganegaraan orang tua yang diterbitkan 
oleh Instansi yang berwenang. 
6. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang menguasakan 
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Persyaratan bagi jenis akta kelahiran Terlambat Pencatatan yang lahir 
sejak 1 Januari 1986 di Surakarta dan atau penduduk Kota Surakarta maupun akta 
kelahiran Dispensasi yang lahir sebelum 1 Januari 1986 di Surakarta dan atau 
penduduk Kota Surakarta adalah sama,  yaitu : 
1. Surat Keterangan Lahir dari kelurahan dan atau Surat Keterangan lahir 
dari penolong kelahiran. 
2. Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua dilegalisir pejabat yang 
berwenang. 
3. Foto copy KTP dan KK orang tua/ pemohon/ yang bersangkutan, apabila 
orang tua/ pemohon/ yang bersangkutan tidak bisa hadir menguasakan 
dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan foto copy KTP penerima 
kuasa serta foto copy ijazah bagi yang memiliki. 
4. Menghadirkan dua (2) orang saksi (usia minimal 21 tahun) dan foto copy 
KTP.  
5. Apabila akta perkawinan surat nikah orang tua belum tercatat sebagai 
WNI maka dilengkapi bukti pewarganegaraan orang tua yang diterbitkan 
oleh Instansi yang berwenang. 
6. Permohonan persetujuan Akta Kelahiran Terlambat bermaterai Rp. 6.000,- 
Adapun prosedur pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pemohon mengambil dan kemudian mengisi formulir yang sudah disediakan 
sesuai dengan jenis akta yang dimaksud. 
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2. Formulir yang telah terisi dan dilampiri persyaratan lengkap diserahkan 
kepada petugas di loket pendaftaran untuk dicek kelengkapannya. 
3. Setelah dinyatakan lengkap, berkas diteruskan kepada petugas korektor untuk 
diteliti ulang apakah pengisian data dalam formulir sudah benar dan apakah 
persyaratannya sudah lengkap. 
4. Jika pengisian data dinyatakan benar dan persyaratan juga telah lengkap, 
selanjutnya berkas dicatat ke dalam buku agenda. Sementara itu, pemohon dan 
dua orang saksi menandatangani buku register. Setelah menandatangani buku 
register, pemohon diberi tanda terima pendaftaran sesuai dengan nomor 
agenda. 
5. Tanda terima pendaftaran tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 
mengambil akta kelahiran. 
Sedangkan proses penyelesaian akta kelahiran di kantor Dinas dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Semua berkas yang masuk ke kantor Dinas baik yang berasal dari Kecamatan, 
Rumah Sakit maupun yang berasal dari loket pelayanan kantor Dinas, 
selanjutnya diserahkan kepada petugas korektor untuk diteliti ulang apakah 
pengisian datanya sudah benar dan apakah persyaratannya juga sudah lengkap. 
2. Jika berkas dinyatakan lengkap dan benar, kemudian diproses menjadi kutipan 
akta kelahiran. 
3. Selanjutnya kutipan akta kelahiran dan register yang sudah ditandatangani 
oleh pemohon dan saksi oleh Kasi Kelahiran, Kematian, dan Pengesahan dan 
Pengangkatan Anak dimintakan paraf kepada Kasubdin Capil. 
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4. Setelah mendapatkan paraf dari Kasubdin Capil, selanjutnya dimintakan tanda 
tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
5. Kutipan akta kelahiran dan register yang sudah mendapatkan tanda tangan 
Kepala Dinas selanjutnya ada yang diserahkan ke loket pengambilan di kantor 
Dinas, ada yang dibawa petugas Kecamatan, dan ada yang diserahkan ke 
Rumah Sakit untuk siap diambil pemohon di masing-masing tempat 
pelayanan. 
Semua jenis akta dapat diselesaikan dalam waktu tujuh hari kerja setelah 
semua persyaratan dilengkapi. Jika pemohon sangat memerlukan akta 
tersebut/terikat waktu, misalnya untuk melamar pekerjaan atau pendaftaran 
sekolah yang waktunya mendesak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat 
menyelesaikan pembuatan akta tersebut dalam waktu satu hari (one day service) 
asalkan seluruh syarat telah terpenuhi. Hal ini sebagai suatu pelayanan untuk 
memudahkan pemohon. 
Tetapi jika ada salah satu persyaratan tidak dapat dipenuhi oleh pemohon, 
misalnya tidak ada surat nikah orang tua, padahal ia sangat membutuhkan akta 
kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengeluarkan Surat Kenal 
Lahir. Surat Kenal Lahir berbeda dengan akta kelahiran, karena walaupun surat ini 
mempunyai kekuatan hukum, hanya ditujukan untuk satu keperluan tertentu saja. 
Perlu diketahui bahwa mulai tahun 2004 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Surakarta sudah tidak lagi mengeluarkan Surat Kenal Lahir. Semua 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 
1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Surakarta tersebut ditetapkan 
oleh Walikota, pada tanggal 28 Agustus 2003 dan kemudian diundangkan pada 
tanggal 1 September 2003. Sejak saat itulah ketentuan mengenai akta kelahiran 
gratis mulai diberlakukan. Konsekuensi dari ini adalah bahwa Pemerintah Kota 
Surakarta harus mensubsidi sebesar Rp. 340 juta/tahun untuk keperluan tersebut. 
Proses awal suatu kebijakan diimplementasikan adalah dengan melalui 
proses sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat sebagai kelompok 
sasaran kebijakan mengetahui maksud dan tujuan kebijakan tersebut dibuat. 
Dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tersebut diharapkan tingkat 
resistensi atau penolakan dari masyarakat dapat diminimalisir sehingga timbul 
dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat sangat penting artinya dalam 
suatu proses implementasi kebijakan, karena tanpa dukungan kelompok sasaran 
tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai. 
Melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran serta telah 
dihapuskannya retribusi penerbitan akta kelahiran, diharapkan masyarakat 
menjadi sadar dan terdorong untuk mendaftarkan diri maupun anggota 
keluarganya agar memiliki akta kelahiran. Tujuan dari kepemilikan akta kelahiran 
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tersebut adalah supaya anak mempunyai identitas hukum dan diakui 
keberadaannya secara hukum oleh negara berkaitan dengan kewarganegaraannya 
dan hak-haknya sebagai warga negara. 
Sebelum melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terlebih dahulu 
Dinas melakukan persiapan sosialisasi dengan mengadakan rapat. Dalam kegiatan 
ini Dinas berkoordinasi secara intern maupun dengan beberapa instansi yang 
berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu DKK, Kesbanglinmas, 
Bappeda, Bawasda, Kantor Keuangan Kota Surakarta, Kecamatan, dan Kelurahan. 
Rapat persiapan Sosialisasi dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2003 atau satu 
minggu setelah diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2003. 
Tujuan diadakannya rapat persiapan sosialisasi ini adalah untuk 
membicarakan berbagai langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan 
sosialisasi. Langkah-langkah tersebut berkenaan dengan  penentuan anggaran, 
penentuan jadwal penyuluhan, lokasi penyuluhan, dan juga pihak-pihak yang akan 
diundang dalam kegiatan sosialisasi. 
Setelah dilaksanakan persiapan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan 
pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat kota Surakarta. Kegiatan ini diawali 
dengan kegiatan sosialisaasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan berturut-
turut selama lima hari dari tanggal 13 s/d 17 Oktober 2003 di 5 kecamatan se Kota 
Surakarta. Jadwal pelaksanaan sosialisasi tersebut: tanggal 13 Oktober 2003 di 
Kecamatan Laweyan, tanggal 14 Oktober di Kecamatan Serengan, tanggal 15 
Oktober di Kecamatan Pasar Kliwon, tanggal 16 Oktober di Kecamatan Jebres, 
dan tanggal 17 Oktober di Kecamatan Banjarsari. Dalam kegiatan ini mengundang 
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perwakilan Guru dari SD s/d SMU, perwakilan PKK, Puskesmas, LPMK, dan 
Kelurahan. 
Karena kegiatan ini merupakan sosialisasi awal, maka informasi  yang 
disampaikan mencakup berbagai aspek yaitu berkenaan dengan mekanisme 
pengurusan akta kelahiran gratis, informasi tentang pentingnya kepemilikan akta, 
pemahaman bahwa akta adalah hak anak, dan kronologis lahirnya kebijakan akta 
kelahiran gratis. 
Sosialisasi yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk membuka 
wawasan masyarakat mengenai pentingnya akta catatan sipil khususnya akta 
kelahiran dalam kehidupannya. Karena selama manusia hidup, maka selama itu 
pula mereka membutuhkan akta catatan sipil guna mengurus segala sesuatu yang 
berhubungan dengan administrasi dalam kehidupannya, mulai masuk sekolah 
hingga mengurus hak waris. Mengingat pentingnya akta tersebut, maka begitu 
manusia itu lahir, harus langsung dicarikan akta kelahiran. Disamping itu juga 
dijelaskan bahwa akta kelahiran merupakan hak awal anak sebagai identitas, 
legalitas di mata hukum, dan status kewarganegaraan.  
Hal ini seperti yang diungkap oleh Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie 
Penyuluhan Dispenduk dan Capil (27-09-2006), yang menyatakan bahwa: 
“Dalam penyuluhan yang kami lakukan, tentu kami menjelaskan banyak 
hal mulai dari pentingnya kepemilikan akta, syarat-syarat pengurusan akta 
kelahiran, telah digratiskannya akta kelahiran, hingga segala penjelasan 
yang bisa menjelaskan tentang batasan gratisnya akta...................jadi disitu 
kami jelaskan bahwa akta kelahiran adalah hak awal anak sebagai 
identitasnya. Bahwa akte merupakan prasyarat anak mendapat pengakuan 
di mata hukum. Jadi anak kalau ga punya akte, disamping nanti akan susah 
ngurus segala keperluan hidupnya yang berkaitan dengan administrasi, 
juga bagi negara secara hukum tidak punya hak sebagai warga negara. Kan 
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susah kalau sudah seperti ini. Hal seperti itu juga kami jelaskan secara 
mendetail.” 
 
Dalam sosialisasi tersebut petugas juga menyampaikan sampai sejauh 
mana batasan gratis penerbitan akta. Bahwa masyarakat sebagai pemohon dapat 
benar-benar memperoleh akta kelahiran secara gratis apabila telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut diantaranya yang pertama 
adalah mengenai saksi. Dijelaskan bahwa pemohon tidak perlu mengeluarkan 
biaya untuk menyewa saksi yang jumlahnya sebanyak dua orang apabila 
masyarakat membawa saksi sendiri dari rumah, juga biaya materai sebesar 2 x Rp. 
6.000,- apabila mereka tidak terlambat mencatatkan kelahiran. Materai tersebut 
diperlukan karena pemohon harus mengajukan surat permohonan persetujuan 
kepada Walikota maupun Kepala Dinas untuk mengeluarkan kutipan akta 
kelahiran. 
Selain itu biaya yang tidak perlu dikeluarkan adalah biaya materai sebesar 
Rp. 6.000,- apabila pemohon hadir sendiri untuk mengurus akta kelahiran. 
Apabila pemohon tidak dapat hadir sendiri maka harus menyertakan surat kuasa 
yang disertai materai sebesar biaya diatas. Jadi setelah persyaratan semuanya 
terpenuhi, maka pemohon benar-benar tidak lagi mengeluarkan biaya bagi 
retribusi penerbitan kutipan akta. Jadi biaya yang mereka keluarkan semata-mata 
merupakan biaya yang harus dipenuhi guna melengkapi persyaratan. 
Hal ini seperti yang diungkap oleh Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie 
Penyuluhan Dispenduk dan Capil (27-09-2006), yang menyatakan bahwa: 
“Dalam penyuluhan yang kami lakukan, tentu kami menjelaskan banyak 
hal mulai dari pentingnya kepemilikan akta, syarat-syarat pengurusan akta 
kelahiran, telah digratiskannya akta kelahiran, hingga segala penjelasan 
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yang bisa menjelaskan tentang batasan gratisnya akta............... Sebenarnya 
ya, masyarakat sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya kalau ngurus 
akta kelahiran, asal semua persyaratan telah dipenuhi. Mulai dari telah 
lengkapnya berkas-berkas, saksi yang bawa sendiri dari rumah, kemudian 
tidak terlambat mencatatkan, dan pemohon datang sendiri tidak 
diwakilkan.” 
 
Dengan penjelasan seperti itu, tetap saja masih banyak masyarakat yang 
mengeluh mengenai biaya yang harus mereka keluarkan guna melengkapi 
persyaratan. Masyarakat berpikir bahwa dengan keluarnya Perda ini segala urusan 
yang berhubungan dengan akta kelahiran adalah benar-benar gratis bahkan sampai 
pada tahap persiapan data-data pendukung. Pikiran dan keinginan dari masyarakat 
adalah sampai pada biaya fotokopi pun kalau bisa gratis. Padahal yang dimaksud 
dengan gratis seperti telah dikemukakan di atas adalah gratis penerbitan kutipan 
aktanya, sementara biaya yang masih harus dikeluarkan oleh pemohon merupakan 
biaya guna pemenuhan persyaratan. Lebih lanjut Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie 
Penyuluhan Dispenduk dan Capil (27-09-2006), menyatakan bahwa: 
“Jadi selama ini pengertian masyarakat soal gratis itu masih salah. 
Menurut mereka gratis adalah sama sekali tidak keluar biaya. Padahal 
yang gratis itu kan penerbitan aktenya. Kalau biaya pemenuhan 
persyaratannya ya tetep masyarakat yang harus menanggung.” 
 
Menurut apa yang disampaikan oleh Kasie Penyuluhan Dispenduk dan 
Capil, Drs.Ahmad Riyadi ZA, S.Sos MM, sebelum Perda akta gratis ini disahkan 
protes atau komplain dari masyarakat malahan minim dalam arti masyarakat tidak 
mengeluh dalam mengeluarkan biaya sebesar yang ditetapkan sebagai pengganti 
pengurusan akta kelahiran. Setelah Perda akta gratis ini disahkan, komplain dari 
masyarakat justru terus mengalir karena adanya pemahaman yang salah mengenai 
konsep gratis. Inilah yang menjadi tantangan bagi aparat untuk dapat 
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mensosialisasikan Perda ini dengan baik. Dengan sosialisasi yang baik, protes dari 
masyarakat pun diharapkan dapat mereda seiring dengan meningkatnya 
pemahaman masyarakat.  
Dijelaskan juga bahwa akta kelahiran merupakan produk hukum, maka 
dari itu untuk dapat menerbitkannya harus juga didukung oleh data-data yang 
merupakan produk hukum, seperti fotokopi surat nikah/akta perkawinan orang tua 
yang dilegalisir, surat kuasa apabila tidak dapat hadir sendiri, fotokopi KTP dan 
KK orang tua, dan saksi serta permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran 
bagi yang terlambat. Semua syarat di atas harus terlebih dahulu dipenuhi oleh 
pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran, walaupun pemenuhannya 
kemungkinan memerlukan biaya. 
Salah satu contoh kasus bahwa memang pemohon wajib memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan adalah adanya masyarakat yang terlambat 
mencatatkan kelahirannya. Pemohon tersebut tetap dituntut untuk memenuhi 
persyaratan walaupun sulit. Persyaratan tersebut contohnya adalah harus 
tersedianya surat nikah/akta perkawinan orang tua yang dilegalisir. Bagi pemohon 
yang terlambat pencatatan dan itu artinya mereka telah berumur, kebanyakan 
memiliki orang tua yang telah uzur juga. Kendala dari orang tua yang sudah tua 
usianya adalah bahwa mungkin mereka sudah tidak memiliki surat nikah lagi. 
Solusi yang ditawarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 
pemohon meminta duplikat surat nikah ke KUA bagi yang beragama Islam atau 
Kantor Catatan Sipil tempat orang tuanya menikah dahulu, bagi mereka yang 
Nasrani.  
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Apabila bukti surat nikah/akta perkawinan tidak dapat dipenuhi maka pada 
akta kelahirannya nama orang tua yang tercantum hanya nama ibu, karena tanpa 
adanya tersebut, anak tersebut diasumsikan hanya anak dari seorang perempuan. 
Akan tetapi kebanyakan masyarakat komplain karena merasa bahwa mereka 
memiliki orang tua lengkap yang menikah secara resmi. Sekeras apapun 
masyarakat protes untuk mencantumkan nama kedua orang tua, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil tetap tidak dapat memenuhinya.  
Hal ini dikarenakan akta merupakan produk hukum yang penerbitannya 
harus disertai bukti-bukti fisik yang diakui, dalam hal ini adalah surat nikah orang 
tua. Pemenuhan syarat tersebut wajib karena menyangkut legalitas akta kelahiran. 
Akta kelahiran baru dapat diterbitkan apabila syarat-syarat telah terpenuhi.  
Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil, 
berkaitan dengan hal ini menyatakan bahwa: 
“Banyak pemohon akta kelahiran yang ditolak karena syarat-syarat banyak 
yang belum lengkap. Contohnya anak dari suami istri yang sudah tua, 
mungkin surat nikahnya sudah nggak ada, dan si pemohon tadi nggak mau 
kalau cuma ditulis anak dari seorang perempuan..... Ya ini yang susah, 
kalau mereka bisa minta duplikat surat nikah dari KUA tempat nikahnya 
orang tua dulu atau dari Catatan Sipil bagi yang Nasrani, ya langsung kita 
layani dan kita cantumkan nama kedua orang tua di akta. Tapi kalau nggak 
bisa, kita juga tidak bisa asal mencantumkan pernyataan. Karena akta itu 
kan produk hukum yang harus disertai bukti-bukti fisik yang diakui.karena 
ini menyangkut legalitas akta” 
 
Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Kasubdin Catatan Sipil Breta 
Sri Hudiningsih. Yang mengatakan bahwa: 
“Akta itu kan produk hukum, jadi kita tidak bisa asal dalam 
mencantumkan data, sehingga untuk menerbitkan suatu akta syarat-
syaratnya dipenuhi. Sebagai contoh, dalam menerbitkan akta kelahiran, 
dasarnya ya surat nikah orang tua. Kalau surat nikahnya tidak ada, ya kita 
tidak bisa mencantumkan di akta bahwa anak tersebut siapa bapaknya.” 
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Protes masyarakat tersebut menandakan bahwa pemahaman masyarakat 
akan legalitas akta kelahiran masih kurang. Masyarakat masih berpikir bahwa akta 
kelahiran tidak memiliki implikasi hukum. Hal inilah yang juga disampaikan 
dalam sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dari Dispenduk dan Capil Kota 
Surakarta. 
Untuk itu Dinas menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya 
masing-masing agar dapat melengkapi informasi yang diberikan oleh Dinas. 
Narasumber tersebut terdiri dari UNICEF yang menyampaikan empat prinsip 
utama pencatatan kelahiran, Tim Advokasi yang menyampaikan informasi 
pencatatan kelahiran sebagai hak anak, dan Bagian Hukum dan HAM 
menginformasikan kronologis lahirnya Perda No. 8 tahun 2003.  
Setelah pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kecamatan, kemudian 
dilanjutkan sosialisasi di tingkat Kelurahan dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan 
ini tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi dilaksanakan bersamaan dengan 
kegiatan sosialisasi yang lain, dengan alasan agar lebih efisien. Sebagaimana 
penjelasan Siti Anggrahini P, Kasubdin Dokumentasi dan Informasi Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta (27-09-2006), berikut: 
“Kegiatan sosialisasi di kelurahan kami lakukan bersamaan dengan 
kegiatan penyuluhan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan 
Transmigrasi yang sudah menjadi program tahunan Dinas. Hal ini kami 
lakukan agar kegiatan sosialisasi lebih efisien.” 
 
Sosialisasi di tingkat kelurahan tidak dilakukan di semua kelurahan yang 
ada di kota Surakarta, tetapi dilakukan di kelurahan-kelurahan tertentu saja. 
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Dalam hal ini Kasie Penyuluhan Bapak Ahmad Riyadi ZA, (27-09-2006) 
menjelaskan alasannya sebagai berikut: 
“Kami tidak bisa melakukan sosialisasi di semua kelurahan yang ada di 
kota Solo ini, karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki, terutama 
dananya. Jadi kami pilih kelurahan-kelurahan yang kami anggap lebih 
membutuhkan sosialisasi. Kami tentukan kelurahan yang berdasarkan data 
jumlah pemohon akta masih sedikit.” 
 
Kegiatan penyuluhan di kelurahan untuk tahun 2004 baru dilaksanakan di 
17 kelurahan dari 51 kelurahan yang ada di kota Surakarta. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Nopember dan 
dilaksanakan satu kali untuk masing-masing kelurahan. Berikut ini jadwal 
penyuluhan tingkat Kelurahan tahun 2004: 
Tabel 3.1 
Jadwal Penyuluhan Tingkat Kelurahan di Kota Surakarta Tahun 2004 
 
No Nama Kelurahan Tanggal Pelaksanaan 
(1) (2) (3) 
1 Laweyan  8 Mei 
2 Serengan 12 Mei 
3 Kauman 1 Juni 
4 Pasar Kliwon 15 Juni 
5 Mangkubumen 18 Juli 
6  Banjarsari 20 Juli 
7  Joyosuran 23 Juli 
8 Jebres 28 Juli 
9 Sumber 13 Agustus 
10 Tipes 13 Agustus 
11 Pajang 26 Agustus 
12 Sondakan 8 September 
13 Joyontakan 15 September 
14 Sangkrah 21 September 
15 Sudiroprajan 1 Nopember 
16  Kampung Sewu 10 Nopember 
17  Jagalan 24 Nopember 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta  
Kegiatan penyuluhan tahun 2005 dilaksanakan di 14 kelurahan. Jumlah 
tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan pelaksanaan penyuluhan tahun 
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2004. Dalam hal ini Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie Penyuluhan menjelaskan 
(27-9-2006) sebagai berikut: 
“ Pada tahun 2005 kami hanya dapat melaksanaan penyuluhan di 14 
kelurahan saja, karena kami tidak punya cukup dana untuk melaksanakan 
kegiatan tersebut.” 
 
Tidak tersedianya dana secara memadai, seringkali menjadi penyebab 
tidak lancarnya pelaksanaan kebijakan. Hal ini disebabkan karena kebijakan 
menuntut tersedianya sumber daya baik berupa dana maupun insentif lainnya. 
(Samodra Wibawa, 1994:20). 
Untuk jadwal penyuluhan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.2 
Jadwal Penyuluhan Tingkat Kelurahan di Kota Surakarta 
Tahun 2005 
 
No Nama Kelurahan Tanggal Pelaksanaan 
(1) (2) (3) 
1 Panularan  11 Agustus 
2 Laweyan 12 Agustus 
3 Joyontakan 13 Agustus 
4 Jayengan 22 Agustus 
5 Kratonan 23 Agustus 
6  Serengan 25 Agustus 
7  Sriwedari 29 Agustus 
8 Kampung Sewu 5 September 
9 Pasar Kliwon 6 September 
10 Baluwarti 7 September 
11 Mojosongo 9 September 
12 Kadipaten Wetan 14 September 
13 Kadipiro 19 September 
14 Keprabon 24 September 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta  
Dalam kegiatan penyuluhan di tingkat kelurahan tidak melibatkan seluruh 
warga kelurahan tetapi hanya mengundang perwakilan dan kelompok masyarakat 
di masing-masing kelurahan. Keterbatasan dana kembali menjadi kendala 
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pelaksanaan penyuluhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ahmad Riyadi 
ZA, Kasie Penyuluhan (27-9-2006), berikut ini: 
“Karena kami tidak punya cukup dana, jadi kami tidak dapat mengundang 
seluruh warga masyarakat. Kami mengundang perwakilan dari kelompok 
masyarakat yang ada di kelurahan. Mereka adalah wakil dari Ikatan Guru 
Taman Kanak-kanak Indonesia, Bidan, PKK, dan perangkat desa 
setempat. Pihak-pihak yang diundang tersebut kami harapkan dapat 
meneruskan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Jadi masyarakat 
yang tidak terkena penyuluhan bisa tahu lewat getok tular, istilahnya.” 
 
Berdasarkan data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 
penyuluhan di tingkat kelurahan masih sangat kurang. Hal ini terbukti dengan 
tidak meratanya pelaksanaan penyuluhan di tingkat kelurahan, minimnya 
frekuensi penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas dan terbatasnya pihak-pihak 
yang diundang dalam kegiatan penyuluhan. 
Selain faktor sumber dana, faktor sumber daya manusia (aparat pelaksana) 
juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sosialisasi. Dalam 
melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berbentuk penyuluhan, Dispenduk dan 
Capil menugaskan kepada Sie Penyuluhan yang masuk dalam Sub Dinas 
Dokumentasi dan Informasi. Jumlah aparat yang bertugas adalah sebanyak dua 
orang yaitu Kepala Sie Penyuluhan sendiri beserta satu orang staf. Merupakan 
suatu hal yang tidak mungkin untuk merekrut atau mengajak pegawai dari sie lain 
karena masing-masing pegawai struktural sudah mempunyai job description yang 
harus dilaksanakan tidak dapat mengerjakan tugas yang tidak masuk dalam daftar 
uraian tugasnya.  
Apabila kita melihat jumlah daerah yang membutuhkan sosialisasi dengan 
jumlah aparat/pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan sosialisasi berupa 
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penyuluhan, maka akan tampak sekali bahwa Dispenduk dan Capil masih 
kekurangan pegawai. Sebagai gambaran, Kota Surakarta terdiri atas 5 kecamatan 
yang terbagi menjadi 51 kelurahan. Apabila Dispenduk dan Capil bermaksud 
untuk melaksanakan sosialisasi di semua kelurahan dalam waktu yang relatif 
singkat misalnya, maka dengan jumlah pegawai yang hanya dua orang tersebut 
pastilah akan sangat kewalahan. 
Hal tersebut tampak pada hasil petikan wawancara yang disampaikan oleh 
Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil, Ahmad Riyadi ZA, ketika ditanya 
mengenai kondisi personel dari penyuluh. Berikut petikannya (10-9-2006): 
“Di Sie Penyuluhan ya cuma terdiri dari dua personel. Padahal dengan 
jumlah wilayah yang sedemikian luas, idealnya diperlukan 2 – 3 orang 
petugas. Sedangkan pegawai lain tidak bisa diajak untuk penyuluhan 
karena kita kan pegawai struktural, jadi sudah ada job des nya masing-
masing. Kita bekerja kan terbatasi job des. Jadi kalau bukan job desnya ya 
nggak mau. Nah, kalau staff kan bisa diajak dan diajari, kalau sudah 
struktural ya nggak bisa.” 
 
Sosialisasi selanjutnya berbentuk Pencanangan Kampanye Akta Kelahiran 
Gratis/Launching Sosialisasi Akta Kelahiran Gratis pada tanggal 17 Pebruari 2006 
bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surakarta ke-261 oleh Walikota Surakarta yang 
pada saat itu telah dijabat oleh Joko Widodo. Pencanangan ini ditandai dengan 
penyerahan secara simbolis materi kampanye dan penyerahan kutipan akta 
kelahiran kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan PKK Kota Surakarta 
tahap I. Launching Sosialisasi Akta Kelahiran Gratis ini dilakukan dengan 
maksud untuk mendongkrak jumlah pemohon akta kelahiran.  
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pemasangan 
beberapa perangkat pendukung seperti: Vertikal Banner, Horisontal Banner dan 
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spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis. Di samping itu juga dilakukan 
penyebaran leaflet kepada masyarakat kota Surakarta. Sebagaimana dijelaskan 
oleh Ibu Siti Anggrahini.P, Kasubdin Dokumentasi dan Informasi (27-9-2006) 
berikut: 
“Guna mendukung pelaksanaan launching Akta Kelahiran Gratis, Dinas 
telah memasang 450 bannner dan 960 poster yang kami tempatkan di 
tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat. Disamping 
itu, Dinas juga menyebarkan leaflet yang menginformasikan tentang 
batasan akta gratis kepada masyarakat sebanyak 5000 exemplar dan 
penyebaran flayer sebanyak 19.910 dengan rincian community flayer 
sebanyak 19.200 exp, supply flayer sebanyak 710 exp.” 
Sosialisasi akta kelahiran gratis juga melalui media publikasi yang 
disebarluaskan ke seluruh penjuru Kota Surakarta. Bentuk media publikasi yang 
digunakan bagi proses sosialisasi adalah melalui baliho dan spanduk yang 
dipasang di tempat-tempat strategis misalnya: sekolah, puskesmas, pinggir jalan, 
kecamatan, kelurahan, dan tempat-tempat lain; sehingga memungkinkan bagi 
masyarakat untuk melihatnya setiap saat secara jelas. Seperti yang diungkapkan 
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat itu, Bambang 
Hariono kepada Kompas, Jumat (15/9):  
"Dulu kami memasang baliho dan spanduk di beberapa titik jalan agar 
masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut dan hingga kini 
sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Kota 
Solo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil, terus berlangsung.” (www.kompas.com, 16 
September 2006). 
Pemasangan spanduk dan baliho ini sangat berpengaruh dalam proses 
mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk melakukan apa yang 
dimaksudkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bentuk sosialisasi lain 
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adalah melalui leaflet yang disebarkan pada waktu penyuluhan, dan juga melalui 
dialog interaktif yang ditayangkan di media elektronik seperti radio dan televisi 
lokal dengan BIK sebagai fasilitator. Dalam rangka melaksanakan berbagai 
kegiatan sosialisasi di atas, Dispenduk dan Capil bekerjasama dengan UNICEF 
dalam hal pendanaan.  
Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pada tanggal 9 Februari 2006 dilaksanakan dialog interaktif  di radio 
SOLOPOS FM dengan tema Akta Kelahiran Gratis bagi warga kota 
Surakarta. Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala DKC. 
2. Tanggal 10 Februari 2006, dialog interaktif di Radio Swara Graha dengan 
tema Kampanye Akta Kelahiran Gratis Untuk Seluruh Anak Indonesia. 
Karena kegiatan ini dilaksanakan berkerjasama dengan PKK Kota 
Surakarta, maka yang menjadi narasumbernya yaitu Kepala DKC dan 
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta. 
3. Pada tanggal 14 Februari, dialog via telpon di stasiun radio Karavan 
dengan narasumber Kepala DKC. 
4. Tanggal 26 Februari 2006, dialog interaktif di TATV dengan tema 
Kampanye Akta Kelahiran Gratis Untuk Seluruh Anak Indonesia. Dengan 
narasumber Kepala DKC dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta. 
Dengan gencarnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Dinas, ternyata 
mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan akta kelahiran 
gratis. Hal ini terbukti dari penuturan Ibu Sunarso warga kelurahan Karangasem 
(29-9-2006), sebagai berikut: 
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“Saya tahu kalau akte kelahiran itu ternyata gratis dari spanduk-spanduk 
yang ada di jalan. Bukan dari penyuluhan oleh Dinas, karena saya belum 
pernah dapat.” 
 
Pernyataan senada dikemukakan oleh Ibu Suyatmi warga kelurahan 
Nusukan (29-9-2006), sebagai berikut: 
“….ya saya sudah tahu kalau sekarang bikin akta ga bayar. Saya tahunya 
ya dari spanduk yang ada di jalan-jalan. Sama kebetulan pernah dibagi 
selebaran waktu ngurus surat di kelurahan.” 
 
Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa 
gencarnya sosialisasi secara tidak langsung dalam bentuk media yang dilakukan 
oleh Dinas telah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan 
kebijakan akta kelahiran gratis.  
Mengenai alokasi dana, sosialisasi melalui berbagai media cetak dan 
elektronik menggunakan dana yang berasal dari Dispenduk Capil bersama dengan 
UNICEF, sedangkan sosialisasi yang berbentuk penyuluhan, pendanaannya 
berasal dari APBD. Sedangkan pada tahun 2006 kemarin, Dispenduk dan Capil 
tidak mendapatkan alokasi dana bagi keperluan sosialisasi yang berasal dari 
APBD secara langsung karena tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kota 
Surakarta. Semua dana sosialisasi dari masing-masing dinas yang ada di jajaran 
Pemerintah Kota Surakarta, dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi 
(BIK). Sehingga bagi dinas yang ingin mengadakan sosialisasi akan program yang 
mereka miliki harus menunggu permintaan dari BIK terlebih dahulu, tanpa dinas 
dapat mengajukan usulan untuk mengadakan sosialisasi.  
Berikut akan disampaikan gambaran proses koordinasi yang dijalankan 
antara BIK dengan Dispenduk dan Capil dalam proses sosialisasi. Gambaran 
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koordinasi yang dijalankan adalah sebagai berikut, BIK mengirimkan surat 
kepada kelurahan yang berisi pemberitahuan bahwa di kelurahan tersebut akan 
dijadikan sasaran sosialisasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.  Dalam surat 
tersebut juga berisi tawaran dari BIK yang diajukan kepada kelurahan mengenai 
bidang apa saja yang kira-kira dibutuhkan oleh kelurahan.  
Proses selanjutnya adalah kelurahan mengirimkan surat yang berisi 
jawaban atas tawaran yang diajukan oleh BIK, bidang apa saja yang dibutuhkan 
untuk dapat disosialisasikan. BIK kemudian menghubungi dinas terkait bahwa 
pada waktu yang telah ditentukan dinas yang ditunjuk harap mempersiapkan diri 
karena ada permintaan sosialisasi dari kelurahan atas masalah yang menjadi 
urusan kewenangan dari dinas tersebut. Setelah ada permintaan dari BIK tersebut, 
barulah dinas dapat melakukan sosialisasi. Dinas-dinas dalam jajaran Pemkot 
Surakarta termasuk Dispenduk dan Capil tidak dapat mengadakan sosialisasi 
tanpa ada permintaan dari BIK, juga dinas tidak dapat mengajukan permintaan 
kepada BIK untuk mengadakan sosialisasi karena hal ini berkaitan dengan 
permintaan yang berasal dari kelurahan. 
Seperti yang diungkapkan oleh BapakAhmad Riyadi ZA, Kasie 
Penyuluhan Dispenduk dan Capil (27-9-2006): 
“Prosedur sosialisasi sekarang kalau kelurahan tidak meminta kita untuk 
mensosialisasikan program yang kita miliki, ya kita tidak bisa sosialisasi. 
Dan juga kita tidak bisa meminta ke BIK untuk sosialisasi. Jadi karena 
prosedur itu, kelurahan yang mendapat sosialisasi dari kita ya belum 
merata.” 
 
Mengenai mekanisme kerja yang dijalankan oleh BIK dan Dinas di jajaran 
Pemkot Surakarta, digambarkan dalam gambar berikut: 
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Gambar 1.3 
Mekanisme Kerja BIK dengan Dinas di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta 
 
(1) Surat Penawaran 
(2) Jawaban  
  
(3) Pemberitahuan   (4) Sosialisasi 
 
 
Sumber : Dispenduk dan Capil Kota Surakarta 
Dari prosedur yang dijalankan sekarang, berdampak pada tidak meratanya 
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hingga 
akhir tahun 2006 kemarin Dispenduk dan Capil baru mendapatkan permintaan 
untuk sosialisasi sebanyak 26 kalurahan dari 51 kalurahan yang ada di Kota 
Surakarta. Jalannya sosialisasi itupun dirasa kurang efektif dikarenakan minimnya 
alokasi waktu yang tersedia.  
Sebagai gambaran dalam sekali waktu sosialisasi pada tiap-tiap kelurahan, 
diikuti oleh sekitar lima dinas yang juga berkepentingan untuk mengadakan 
sosialisasi, dan masing-masing dinas hanya diberi alokasi waktu sekitar 5 – 10 
menit untuk presentasi. Dapat dibayangkan betapa kurangnya waktu yang 
disediakan untuk melakukan presentasi. Dikhawatirkan hal ini mengakibatkan 
masyarakat menjadi kurang paham akan apa yang akan disampaikan oleh dinas. 
Masalah tersebut dapat sedikit teratasi dengan adanya alokasi waktu untuk dialog 
antara masyarakat dengan pemerintah. Biasanya pada kesempatan tersebut 
masyarakat dapat bertanya mengenai semua masalah yang belum mereka pahami.  







Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Kasie Penyuluhan Dispenduk 
dan Capil, banyak sekali masyarakat yang bertanya kepada Dispenduk dan Capil 
baik mengenai syarat serta prosedur pengurusan akta kelahiran hingga akta 
kematian,  juga mengenai semua masalah yang berhubungan dengan bidang 
kependudukan. Antusiasme tersebut mungkin dikarenakan masyarakat secara 
langsung dan terus-menerus bersinggungan dengan bidang kependudukan dan 
catatan sipil, yang kesemuanya menyangkut urusan administrasi dalam 
kehidupannya, mulai dari dilahirkan hingga ajal menjemput.  
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie 
Penyuluhan Dispenduk dan Capil (27-9-2006):  
“Dalam sosialisasi sekarang misalkan yang datang lima dinas, tentu waktu 
yang dialokasikan menjadi sangat terbatas dan sangat kurang untuk 
menjelaskan banyak sekali pokok bahasan dari Dispenduk Capil. Dengan 
waktu yang kira-kira hanya 5 – 10 menit, kita tidak bisa menjelaskan 
secara detail. Jadi biasanya dalam waktu itu kita hanya menjelaskan secara 
garis besar saja, istilahnya pengenalan Dispenduk Capil beserta 
peranannya. Proses penjelasannya biasanya dilakukan pada waktu dialog, 
dan Dispenduk Capil merupakan dinas terlaris karena Dispenduk Capil 
menyangkut urusan administrasi masyarakat selama hidupnya.” 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun alokasi waktu 
yang tersedia untuk memberi penyuluhan memang dirasa kurang, akan tetapi hal 
tesebut sedikit tertutupi dengan antusiasme masyarakat ketika menanyakan semua 
hal yang berhubungan dengan akta catatan sipil dan kependudukan. 
Dengan adanya kebijakan baru tersebut, ada keuntungan maupun kerugian 
bagi Dinas. Keuntungan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
maupun Dinas-dinas lain di jajaran Pemkot Surakarta adalah bahwa Dinas tidak 
lagi perlu menyusun anggaran penyuluhan, karena pembagian anggaran dari 
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APBD diserahkan terpusat kepada BIK sehingga dimungkinkan seluruh proses 
penyuluhan dapat dilaksanakan karena dana tidak lagi minim. Hal tersebut dengan 
catatan jika permintaan sosialisasi berasal dari seluruh wilayah. Disamping itu, 
Dinas tidak perlu repot lagi mempersiapkan hal-hal teknis sebelum penyuluhan 
karena semua sudah ditangani oleh BIK.  
Perlu diketahui bahwa dalam sekali waktu pelaksanaan penyuluhan, 
dibutuhkan dana sekitar satu juta rupiah. Dana tersebut antara lain digunakan 
untuk keperluan kesekretariatan (alat-alat tulis dan peraga yang digunakan untuk 
mendukung proses sosialisasi), transportasi dan honorarium petugas penyuluh, 
konsumsi bagi masyarakat peserta penyuluhan, dokumentasi, serta biaya 
kebersihan ruang penyuluhan. 
Akan tetapi disamping beberapa keuntungan yang diperoleh tersebut, 
Dinas juga merasa dirugikan karena tidak bisa menentukan kebijakan sendiri 
terkait program sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi akan kebijakan yang 
menjadi kewenangannya, Dinas harus menunggu permintaan dari BIK, dimana 
tidak semua wilayah meminta kepada BIK untuk dijadikan sasaran sosialisasi. Hal 
ini dikarenakan ada beberapa wilayah yang merasa kurang membutuhkan 
sosialisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota. Padahal sosialisasi 
kebijakan yang kurang maksimal memberi peluang yang semakin besar bagi 
terjadinya penolakan dari masyarakat. Kerugian lain adalah keterbatasan waktu 
dalam sekali waktu penyuluhan. Prosedur ini berakibat pada kurang maksimalnya 
proses sosialisasi.  
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Selain penyuluhan melalui kelurahan, Dispenduk dan Capil juga seringkali 
diundang oleh instansi-instansi lain misalnya Dinas Kesehatan Kota Surakarta 
untuk melakukan penyuluhan mengenai ketentuan akta kelahiran dan akta 
kelahiran gratis.  Penyuluhan semacam ini merupakan penyuluhan yang waktunya 
tidak terprogram secara pasti, tergantung undangan dari instansi yang 
memerlukan. 
Walaupun ada kegiatan penyuluhan di luar jadwal yang ditetapkan dari 
Dinas, pelaksanaan sosialisasi langsung dalam bentuk penyuluhan dirasa masih 
belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak meratanya pelaksanaan penyuluhan di 
tingkat kelurahan yang dilakukan Dinas. Meskipun demikian pelaksanaan 
sosialisasi secara tidak langsung sudah efektif dengan meningkatkan pengetahuan 
masyarakat mengenai keberadaan kebijakan akta kelahiran gratis sejak dilakukan 
sosialisasi secara besar-besaran dalam bentuk launching yang diikuti dengan 
pemasangan perangkat pendukung seperti : pemasangan spanduk, banner, poster,  
dan penyebaran leaflet. 
2. Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2003 
Setelah kita membahas dan mengetahui mengenai seluk beluk sosialisasi 
Perda, pembahasan kita berlanjut pada tahap pelaksanaan Perda. Ketika Peraturan 
Daerah mengenai pembebasan biaya akta lahir ini disosialisasikan, pada saat itu 
juga Perda tersebut diimplementasikan. Dalam bab ini pembahasan mengenai 
implementasi Perda yang merupakan produk kebijakan dari pemerintah, 
digunakan sebagai acuan bagi kegiatan evaluasi yang merupakan inti dari 
penelitian ini. 
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Sebagaimana telah dikemukakan pada awal pembahasan, salah satu usaha 
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka 
meningkatkan kepemilikan akta kelahiran pada masyarakat Surakarta adalah 
dengan mensosialisasikan Perda yang mengatur mengenai pembebasan biaya 
pengurusan akta. Dengan sosialisasi Perda tersebut, diharapkan masyarakat akan 
paham mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran sehingga terdorong untuk 
mendaftarkan diri dan keluarganya guna mendapatkan akta kelahiran.   
Dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan 
pelayanan Akta Kelahiran Gratis, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
melakukan langkah-langkah strategis yaitu dengan melaksanakan dua sistem 
pelayanan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Kasubdin Catatan Sipil, Dra. Breta Sri Hudiningsih (29-9-
2006), berikut: 
“Untuk mewujudkan layanan yang memuaskan kepada masyarakat, kami 
melakukan dua sistem pelayanan yaitu pelayanan Reguler dan pelayanan 
Non Reguler. Disamping itu untuk kelancaran kegiatan tersebut kami 
menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Rumah Sakit, PKK, dan 
sebagainya.” 
 
Kedua sistem pelayanan tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut: 
1. Sistem Pelayanan Reguler 
Yaitu pelayanan yang dilakukan secara tetap di Kantor Dinas Catatan Sipil 
Kota Surakarta, di lima kecamatan se Kota Surakarta, dan 11 Rumah Sakit baik 




a. Pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta 
 
Kegiatan ini dilaksanakan di loket pelayanan yang telah disediakan. Disini 
pemohon datang langsung ke kantor Dinas dan akan dilayani oleh petugas di loket 
pelayanan. Pelayanan di kantor Dinas dilaksanakan setiap hari kerja dari hari 
Senin s/d Jumat. Untuk waktu pelayanan pada hari Senin s/d Kamis pukul 07.30 – 
14.30 dan hari Jumat pukul 07.30 – 11.00. 
Pengurusan akta kelahiran di loket kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil cenderung lebih cepat selesai dibandingkan dengan pelayanan 
melalui Rumah Sakit maupun kantor kecamatan, karena berkas permohonan dapat 
langsung diproses menjadi akta kelahiran. 
Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Huda warga Kartasura yang 
mengurus akta kelahiran anaknya di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (10-10-2006), berikut: 
“Saya rasa pelayanan di sini sangat memuaskan. Waktunya singkat dan 
tepat. Dinas Capil lebih unggul dibandingkan dengan kantor-kantor 
pelayanan yang lain.” 
 
Pernyataan responden di atas sesuai dengan penuturan petugas di bagian 
pelayanan kantor Dinas (9-10-2006), berikut: 
“Dengan persyaratan yang sudah lengkap dan jumlah pemohonnya tidak 
banyak kira-kira 20 orang, kami bisa menyelesaikan akta kurang lebih satu 
jam. Tapi kalau jumlah pemohonnya banyak bisa lebih lama, karena  
keterbatasan jumlah petugas. Jadi semua tergantung banyaknya petugas.” 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelancaran pelayanan akta 
kelahiran si loket pelayanan kantor Dinas tergantung pada banyak sedikitnya 
pemohon. Semakin banyak pemohon maka akan semakin lama waktu yang 
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digunakan untuk menyelesaikan akta kelahiran, begitupun sebaliknya. Hal ini 
disebabkan karena terbatasnya jumlah petugas di loket pelayanan. 
Guna mendukung kelancaran pelayanan penerbitan akta kelahiran, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang 
dan komputer khusus untuk pelayanan catatan sipil sebanyak 4 buah komputer 
dan 3 buah server penyimpan software. Jumlah sarana tersebut dirasa sudah cukup 
dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut seperti yang 
diungkapkan oleh Kasubdin Catatan Sipil, Breta Sri Hudiningsih (29-9-2006), 
berikut: 
“Alhamdulillah, kantor Dinas sudah punya fasilitas yang memadai untuk 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Ruangan yang cukup besar 
untuk mengurus permohonan, sarana komputer yang mencukupi baik 
secara jumlah maupun secara kualitas. Hanya kadang-kadang saja ketika 
terjadi lonjakan pemohon kami agak kewalahan walaupun bisa teratasi 
dengan memakai komputer di unit lain tanpa harus mengganggu kinerja 
unit yang bersangkutan.” 
 
b. Pelayanan di Kantor Kecamatan 
Pelayanan ini dilakukan dalam upaya melebarkan jangkauan/akses bagi 
seluruh warga yang akan mengurus akta kelahiran, demi meningkatkan 
kepemilikan akta. Dilaksanakan di empat kecamatan dari lima kecamatan yang 
ada di Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Sedangkan di Kecamatan Laweyan 
tidak dibuka loket karena jaraknya yang dekat dengan kantor Dinas. Pernyataan 
ini diungkapkan oleh staf Catatan Sipil (9-10-2006), sebagai berikut: 
“Kecamatan Laweyan adalah satu-satunya kecamatan yang tidak melayani 
pelayanan akta kelahiran karena Dinas Capil terdapat di kecamatan 
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Laweyan. Jadi bagi pemohon yang tinggal di Kecamatan Laweyan dapat 
langsung mengurus permohonan aktanya di kantor Dinas.” 
 
Cara untuk mengurus akta kelahiran di kecamatan, pemohon dapat 
mendaftar di kecamatan dimana  pemohon tinggal dan akan dilayani oleh petugas 
yang ditempatkan di kantor kecamatan. Pelayanan di kantor kecamatan 
dimaksudkan untuk memotong jarak tempuh dalam mengurus akta kelahiran. 
Dengan demikian penduduk kecamatan yang kebetulan rumahnya jauh dengan 
kantor Dinas dapat mengurus akta kelahiran di kecamatan dimana penduduk 
tersebut tinggal. 
Pemohon dilayani setiap hari kerja yaitu hari Senin s/d Kamis mulai pukul 
08.00 – 14.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 08.00 s/d 11.00 WIB. 
Setiap kecamatan, ditempatkan sejumlah satu orang petugas, meskipun 
begitu jumlah tersebut sudah cukup untuk melayani pemohon di kantor kecamatan 
yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Seperti diungkapkan oleh petugas yang 
ditempatkan di Kecamatan Banjarsari (11-9-2006), berikut ini: 
“Dengan satu orang petugas untuk melayani pemohon di kecamatan saya 
rasa sudah cukup, karena disamping jumlah pemohonnya tidak terlalu 
banyak, tugas saya kan hanya menerima berkas pemohon yang kemudian 
saya serahkan ke Dinas untuk diproses lebih lanjut.” 
 
Pernyataan petugas di atas sesuai dengan pernyataan Bapak Masykur 
Fitriawan, warga Kratonan yang mengurus akta kelahiran lewat kantor Kecamatan 
Serengan (11-10-2006): 
“Dua anak saya aktenya saya urus dari sini (kecamatan Serengan). 
Daripada harus ke Capil jauh. Lagipula pelayanan di sini lancar kok mbak, 
saya langsung dilayani petugas. Karena nggak banyak yang ngantri.” 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan di loket kecamatan 
dapat berjalan lancar meskipun hanya dilayani oleh seorang petugas. Hal ini 
dimungkinkan karena disamping pemohonnya tidak banyak, pelayanan di 
kecamatan hanya bersifat perantara karena proses pembuatan akta kelahiran 
dilakukan di kantor Dinas. 
c. Pelayanan di Rumah Sakit 
Bayi yang lahir di rumah sakit yang telah mengadakan kerjasama dalam 
pelayanan akta kelahiran dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Surakarta dapat mengurus akta kelahirannya lewat petugas rumah sakit dan 
didaftar oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang 
ditempatkan di rumah sakit tersebut. 
Kegiatan ini dilaksanakan di 11 Rumah Sakit yang ada di Kota Surakarta, 
yaitu RS. Dr. Oen Surakarta, RSU Triharsi, RSU Islam Kustati, RS PKU 
Muhammadiyah, RSUD Dr. Moewardi, RSU Panti Waluyo, RSU Kasih Ibu, RSU 
Slamet Riyadi, RS Jiwa Daerah, RS. Brayat Minulyo, dan UPTD RS. Daerah. 
Program ini juga dinilai berhasil untuk meningkatkan kepemilikan akta 
kelahiran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie 
Penyuluhan Dispenduk dan Capil (10-9-1006). Berikut wawancaranya: 
“Salah satu yang mendorong meningkatnya jumlah pemohon akta 
kelahiran adalah hasil kerjasama yang baik antara Dispenduk Capil dengan 
rumah sakit dan rumah bersalin.” 
 
Adapun persyaratan belum terlambat peristiwa pelaporannya, yaitu: 
- 60 (enam puluh) hari kerja bagi Warga Negara Indonesia dan Warga 
Negara Asing keturunan Tionghoa 
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- 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNI dan WNA keturunan Eropa. 
Pelayanan yang dilakukan lewat Rumah Sakit dimaksudkan untuk 
memberikan kemudahan pada pemohon yang baru saja melahirkan. Kemudahan-
kemudahan tersebut yaitu: 1.) Pemohon dapat mengurus akta kelahiran di Rumah 
Sakit dimana anaknya dilahirkan; 2.) Formulir pendaftaran sudah disediakan di 
Rumah Sakit; 3.) Pemohon tidak perlu menyertakan Surat Keterangan Lahir dari 
kelurahan; 4.) Formulir permohonan tidak perlu diketahui kelurahan dan 
kecamatan; 5.) Saksi cukup dari pihak Rumah Sakit. 
Selain memperoleh keuntungan dari berbagai kemudahan di atas, 
masyarakat ternyata masih harus merugi karena dikenai biaya pengurusan yang 
cukup besar. Antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain 
menerapkan biaya yang berbeda besarannya. Hal ini sesuai pernyataan petugas 
Dinas yang bertugas mengambil berkas permohonan akta kelahiran di Rumah 
Sakit. (9-10-2006), sebagai berikut: 
“Pemohon biasanya dipungut biaya administrasi kalau ngurus akta 
kelahiran di rumah sakit. Besarnya biaya beda-beda tiap rumah sakit, 
sekitar Rp. 30.000,- sampai Rp. 70.000,-“ 
 
Karena pelaksanaan pelayanan akta kelahiran secara reguler dilakukan di 
tempat yang berbeda-beda, maka mekanisme pelayanannya juga berbeda antara 
tempat pelayanan yang satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai 
mekanisme pelayanan akta kelahiran gratis di masing-masing tempat pelayanan 
dapat dilihat di lampiran.  
Mengenai lamanya waktu penyelesaian akta kelahiran lewat loket 
kecamatan maupun lewat rumah sakit, memang dibutuhkan waktu yang lebih 
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lama dibandingkan dengan penyelesaian lewat loket di kantor Dinas. Hal ini 
dikarenakan berkas permohonan dari rumah sakit maupun loket kecamatan tidak 
langsung diserahkan ke Dinas sehingga tidak dapat diproses langsung.  
Pernyataan ini sesuai dengan yang diutarakan oleh salah satu staf Sub Din 
Catatan Sipil, Dispenduk dan Capil (9-10-2006) sebagai berikut: 
“Berkas permohonan akta kelahiran yang dari loket kecamatan maupun 
dari rumah sakit memang tidak dapat diproses langsung. Karena berkas 
tersebut baru diserahkan pada sore hari waktu apel. Kalau yang berasal 
dari rumah sakit, diambil secara berkala oleh petugas dari sini (Dinas) 
setelah ada pemberitahuan dari sana (Rumah Sakit).” 
 
Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala yang berarti. Waktu 
yang dibutuhkan untuk penyelesaian akta kelahiran khususnya yang lewat loket 
kecamatan tetap tidak lebih dari ketentuan Perda, yaitu tujuh hari kerja. Berbeda 
dengan yang mengurus lewat rumah sakit, waktu yang dibutuhkan memang lebih 
lama karena ada proses penumpukan berkas di rumah sakit lebih dari satu hari.  
Semua usaha peningkatan pelayanan seperti tersebut di atas dilakukan 
dalam upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi warga masyarakat. 
Sedikit perlu ditambahkan bahwa dalam usaha peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat serta peningkatan kualitas aparat penyelenggara pelayanan, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil bekerjasama dengan Unicef dan Pusat Penelitian 
Kependudukan (PPK) LPPM UNS dalam Program Pelayanan Prima.  
Tujuan dari program ini adalah melatih para aparat pemerintah untuk dapat 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, yaitu pelayanan yang ramah, 
cepat, efisien, prosedurnya tidak berbelit-belit, dan sesuai dengan SOP (Standart 
Operating Procedure). Dimana SOP ini disusun untuk meningkatkan 
112 
profesionalitas pelayanan publik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang administrasi kependudukan yang mengharuskan prosedur pelayanan 
publik lebih modern. 
Program ini dijalankan dengan membentuk tim pelatihan yang terdiri dari 
perwakilan Unicef, perwakilan Dinas, serta wakil dari PPK LPPM UNS. Dan 
yang ditunjuk sebagai Ketua Tim adalah wakil dari PPK LPPM UNS. Untuk 
selanjutnya tim ini menyusun modul Pelayanan Prima yang bersifat Andragogi 
dimana peserta pelatihan turun langsung praktek sehingga tidak akan bosan 
dengan materi yang diajarkan. Tim ini telah berhasil memberikan pelatihan bagi 
para aparat pemerintah di hampir seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Keberhasilan nyata program pelatihan yang diselenggarakan sebanyak dua 
tahap yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2007 ini ditunjukkan dengan adanya 
perubahan sikap aparat dalam hal melayani masyarakat setelah mendapatkan 
pelatihan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Rita Margaretha, 
Kasie Perencanaan, Sub Dinas Bina Program (3-02-2009) berikut ini: 
“Oya, sikap aparat tentu berubah setelah ada Pelatihan Pelayanan Prima 
itu. Secara garis besar sekarang jadi lebih baik mutu pelayanannya. 
Kinerja unit pelayanan juga berubah menjadi semakin baik. Hal ini salah 
satunya ditunjukkan dengan IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat yang 
semakin meningkat dari tahun ke tahun.” 
 
Pernyataan di atas sesuai dengan data hasil IKM yang menunjukkan 
bahwa pada tahun 2006 dimana Program Pelatihan baru saja dijalankan, indeks 
kepuasan konsumen mencapai angka 75,5 sedangkan pada tahun 2008 mencapai 
angka 76,84. Jadi terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat walaupun tidak 
begitu besar yaitu sebesar 1,34. Adanya penilaian IKM sendiri bertujuan agar 
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dapat menjawab tuntutan akan perbaikan secara berkesinambungan terhadap 
kualitas pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan. 
Keempat belas unsur penilaian IKM diantaranya meliputi prosedur pelayanan, 
persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan, tanggung 
jawab, kemampuan petugas, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, 
kepastian jadwal pelayanan, dan lain-lain. 
Pernyataan dari pihak pemerintah tersebut juga diamini oleh salah satu 
masyarakat pengguna jasa layanan, yaitu Ibu Mujirah warga Kelurahan Semanggi 
ketika ditanya mengenai kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Surakarta, (03-02-2009) berikut: 
“Ya mbak, menurut saya sekarang pelayanan dinas semakin baik. Dulu 
kalau ngurus apa-apa itu butuh waktu lama, ribet, yang nglayani juga ndak 
begitu bagus, nyenengke gitu maksudnya. Kalau sekarang sudah ndak 
kayak gitu. Petugasnya ramah, waktunya cepet. Sudah bagus pokoknya 
dibanding dulu.” 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa memang terjalinnya 
kerjasama penyelenggaraan Pelatihan Pelayanan Prima bersama Unicef membawa 
kontribusi yang sangat baik bagi dinas penyedia layanan termasuk di dalamnya 
peningkatan kinerja aparat. Kinerja berubah lebih baik seiring dengan 
bertambahnya pengetahuan yang didapatkan oleh para aparat pemerintah melalui 
pelatihan tersebut. Bertambahnya pengetahuan akan membawa implikasi pada 
peningkatan kesadaran aparat akan penyediaan layanan yang cepat, tepat, efisien, 
dan tidak berbelit-belit, termasuk di dalamnya keramahan dan kesopanan yang 
harus ditunjukkan. 
114 
Disamping itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga bekerjasama 
dengan Local Govenance Advisor GTZ - GGPAS1, dalam rangka pengembangan 
kapasitas bagi Dinas yang meliputi pengembangan SOP dan Uraian Tugas, 
Pelatihan SOP dan Uraian Tugas sehingga tercetak tenaga ahli di bidang layanan 
publik. Juga dijalin kerjasama dalam kegiatan Entry Data dan Pemutakhiran Data 
Penduduk bagi terciptanya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. 
Diharapkan dengan berbagai kerjasama yang terjalin dengan pihak luar tersebut, 
dapat meningkatkan profesionalitas pelayanan publik dari aparat. 
Kembali kepada keberhasilan program layanan, perlu dijelaskan bahwa 
pada bulan Januari sampai dengan Maret 2006, Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil tidak membuka loket layanan di tingkat kecamatan dikarenakan pada bulan-
bulan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang memfokuskan diri 
pada program pembuatan “KTP Satu Jam Jadi”.  
Walaupun loket-loket di Kecamatan tidak dibuka, namun hasil yang 
dicapai yaitu jumlah masyarakat yang mendaftar melalui loket-loket reguler yang 
dibuka di Dispenduk dan Capil cukup menggembirakan. Selama dua bulan yaitu 
antara bulan Januari dan Pebruari 2006, terjadi kenaikan jumlah masyarakat yang 
mendaftarkan diri untuk memperoleh akta kelahiran. Apabila biasanya hanya 
terdapat sekitar 60 orang pemohon/hari, maka selama dua bulan tersebut terjadi 
kenaikan menjadi sekitar 100 orang pemohon/hari. Akan tetapi pada bulan Maret, 
jumlah pemohon telah kembali normal. Kenaikan ini tentu tidak lepas dari 
                                                 
1 GTZ-GGPAS, German Technical Assistance-Good Governance in Population Administration, 
sebuah lembaga internasional yang mempunyai program khusus pendampingan masalah 
pemerintahan. 
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gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenduk dan Capil kepada 
masyarakat. 
Usaha lain yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan 
kepemilikan akta kelahiran dari masyarakat adalah dengan cara menyediakan 
formulir akta kelahiran gratis bagi masyarakat pada bulan Pebruari 2006. 
penyediaan formulir akta kelahiran gratis tersebut bertepatan dengan peringatan 
Hari Jadi Kota Solo. Pada kesempatan tersebut Pemkot Surakarta menyediakan 
4.000 formulir akta kelahiran gratis bagi warga Solo yang berusia 1 hari hingga 18 
tahun.  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota 
Surakarta pada waktu itu, Dra. Sri Suharyati, MM menyatakan, diperkirakan 
masih ada 5.360 warga Solo berusia kurang dari 18 tahun yang belum memiliki 
akta kelahiran, atau 91,2% dari jumlah warga Solo usia tersebut. Untuk itu, 
pihaknya berharap jumlah itu bisa terkurangi dengan program pengadaan akta 
kelahiran gratis tersebut. (www.suaramerdeka.com, 3 Januari 2006). 
Dari hasil penelitian melalui studi dokumentasi di Dispenduk dan Capil, 
dapat diperoleh data mengenai jumlah akta kelahiran yang diterbitkan oleh 
Dispenduk dan Capil Kota Surakarta mulai tahun 2002 ketika Perda akta gratis 
belum disahkan, tahun 2003 ketika Perda telah disahkan, hingga tahun 2008 




Berikut sajian datanya dari tabel: 
Tabel 3.3 
Jumlah Akta Kelahiran dan Surat Kenal Lahir yang Diterbitkan  
Tahun 2002 – 2008 
 
Jenis Akta 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Akta Kelahiran 
Baru 
5.105 4.043 3.985 4.102 5.307 6.175 6.829 
Terlambat/ 
Dispensasi 
11.856 6.027 3.967 4.975 6.706 4.700 5.590 
Kutipan Ke II 
Akta Kelahiran 
- - 154 150 310 199 192 
Kenal Lahir 20 15 3 - 3 - - 
Jumlah  16.981 10.085 8.109 9.227 12.326 11.074 12.611 
Sumber : Disduk dan Capil Kota Surakarta 
Keterangan : Jumlah akta yang diterbitkan tahun 2006 belum termasuk yang melalui proses 
Jemput Bola 
 
Dari tabel 3.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerbitan akta 
kelahiran baru yang menjadi fokus studi penelitian ini, secara umum terjadi 
penurunan jumlah penerbitan akta kelahiran baru dari tahun 2002 ke tahun 2003 
dan terjadi peningkatan penerbitan akta kelahiran baru sejak tahun 2004 hingga 
tahun 2008. Peningkatan ini tidak serta merta mendasari kita untuk menyimpulkan 
bahwa memang terjadi peningkatan kepemilikan akta kelahiran baru dihitung dari 
persentase penerbitan akta dibandingkan dengan jumlah kelahiran.  
Untuk itu akan disajikan tabel yang memuat jumlah kelahiran dan akta 
kelahiran baru sejak tahun 2002 sebelum lahir Perda Nomor 8 Tahun 2003 hingga 







Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Baru Kota Surakarta 
Tahun 2002 – 2008 
 
Tahun  Jumlah 
Kelahiran 
Jumlah Akta Lahir 
Baru yang Diterbitkan 
Persentase 
(%) 
(1) (2) (3) (4) 
2008 10.352 6.829 66 
2007 15.446 6.175 40 
2006 11.452 5.307 46 
2005 6.810 4.102                                                                                                                                                                  60
2004 6.322 3.985 63 
2003 5.174 5.036 97 
2002 7.853 5.105 65 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 
Keterangan : Jumlah akta yang diterbitkan tahun 2006 belum termasuk yang melalui 
proses Jemput Bola 
Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa pencapaian terbesar 
kepemilikan akta lahir baru adalah pada tahun 2003, dimana pada tahun tersebut 
Perda No. 8 Tahun 2003 mulai diberlakukan yaitu sebesar 97%. Di sini terjadi 
peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 65%. 
Peningkatan persentase kepemilikan ini dimungkinkan karena gencarnya proses 
sosialisasi begitu Perda dicanangkan, dan respon masyarakat yang sangat positif.  
Akan tetapi diperoleh hasil yang kurang memuaskan karena pada tahun 
2004 hingga tahun 2005, persentase kepemilikannya semakin menurun dari tahun 
2003. padahal pada dua tahun setelah pencanangan Perda tersebut sedang 
dijalankan proses sosialisasi. Dan kejadian ini berlanjut ketika pada tahun 2006 
hingga tahun 2007, justru persentase kepemilikan aktanya semakin menurun dan 
hanya mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2008 sekitar 26% dari tahun 
2007 yang hanya 40% kepemilikan akta.  
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Kejadian ini disebabkan karena justru terjadi kemalasan dari masyarakat 
untuk mengurus akta kelahiran baru karena fakta bahwa kapanpun waktu 
pengurusannya, biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk retribusi tetap 
nol rupiah. Kejadian seperti inilah yang seharusnya perlu diantisipasi oleh pihak 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perlu memberikan penekanan 
yang lebih kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran, 
pada saat proses sosialisasi. Atau perlu dipikirkan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
untuk menerbitkan semacam peraturan tambahan melalui Surat Edaran/Surat 
Keputusan Walikota, yang mengatur mekanisme punishment bagi masyarakat 
yang terlambat mengurus akta kelahiran bagi diri dan keluarganya. Jadi 
masyarakat terdorong untuk mengurus akta kelahiran bukan karena semata-mata 
bebas biaya, tapi karena kesadarannya bahwa memiliki akta kelahiran adalah hal 
yang penting dalam kehidupan.  
Faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat adalah karena 
rendahnya tingkat sosialisasi langsung melalui penyuluhan yang dilakukan oleh 
pemerintah terkait kebijakan ini. Kurangnya dana menjadi persoalan utama 
mengapa  proses sosialisasi tidak berjalan maksimal. Sehingga menyebabkan 
pembebasbiayaan akta kelahiran tidak begitu berhasil dalam mendorong 
masyarakat untuk mengurus akta kelahiran sesegera mungkin setelah bayi lahir. 
Yang artinya, tingkat kepemilikan akta kelahiran baru tidak secara signifikant 
meningkat dengan diberlakukannya Peraturan Daerah yang membebasbiayakan 
penerbitan akta kelahiran tersebut. Mengenai persoalan ini akan dibahas 
selanjutnya dalam pembahasan dampak kebijakan.  
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Mengenai besarnya jumlah pendaftar seperti yang dikutip dari pemberitaan 
di www.kompas.com pada hari Sabtu, 16 September 2006. Dimana pada artikel 
tersebut disebutkan bahwa sejak adanya peraturan daerah Kota Solo yang 
menggratiskan pembuatan akta kelahiran, dalam dua tahun terakhir jumlah 
pendaftar akta kelahiran di Kota Solo meningkat signifikan. Hingga Agustus 
2006, yang mendaftar akta kelahiran 16.000 orang, tahun 2005 sebanyak 9.000 
pendaftar, dan tahun 2004 sebanyak 8.000 pendaftar.  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Solo, 
Bambang Hariono kepada Kompas, Jumat (15/9) menyatakan, kenaikan jumlah 
pendaftar akta kelahiran yang signifikan tersebut karena sosialisasi akta gratis 
yang dilakukan Pemkot Solo bersama tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga 
(PKK) dan Unicef.  
Akan tetapi besarnya jumlah pendaftar tersebut lebih kepada besarnya 
pemohon akta kelahiran terlambat/dispensasi/istimewa. Jadi masyarakat yang 
dulunya belum memiliki akta kelahiran, entah dengan alasan apapun, begitu 
mengetahui bahwa ada kebijakan pembebasan biaya akta lahir, menjadi 
berbondong-bondong untuk mengurus. Persoalan ini juga akan dibahas lebih 
lanjut dalam sub bab dampak kebijakan. 
Meski Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencacat adanya 
peningkatan yang signifikan jumlah pendaftar akta kelahiran di Kota Solo, 
kalangan organisasi non pemerintah (NGO) menilai perda yang menggratiskan 
pengurusan akta kelahiran belum menjangkau seluruh masyarakat Kota Solo, 
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terutama warga yang tinggal di daerah pinggiran atau perkampungan kumuh. 
"Masih banyak warga seperti di daerah Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, 
terutama yang tinggal di daerah bantaran Sungai Bengawan Solo yang belum 
memiliki akta kelahiran. Umumnya mereka baru mengantongi surat tanda lahir," 
ujar Moch Riza Zainal Abidin, Ketua Badan Pelaksana Harian Social Analysis 
And Research Institute (SARI). Karena itu, Pemkot Solo diharapkan lebih proaktif 
melakukan sosialisasi akta kelahiran gratis kepada masyarakat pinggiran, terutama 
yang sudah berusia dewasa tetapi sampai sekarang belum pernah mengurus akta 
kelahiran. "Sosialisasi ini penting," kata Zainal. (www.kompas.com, 16 
September 2006). 
2. Sistem Pelayanan Non Reguler 
  Usaha lain yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah 
melalui sistem pelayanan non reguler dengan menggulirkan suatu program yang 
dinamakan “Jemput Bola”. Program ini dilaksanakan mulai bulan Pebruari sampai 
dengan bulan April 2006 dan diprioritaskan bagi anak usia 0 – 5 tahun. Guna 
melancarkan pelayanan dalam program ini, Tim Pelaksana dibagi menjadi 3 
kelompok. Masing-masing kelompok mengurusi pelayanan di wilayahnya 
masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
Dengan adanya pembagian kelompok tersebut, pelayanan program jemput 
bola dapat berjalan lancar. Hal ini terbukti dari pernyataan Ketua Pokja I PKK 
Kampung Sewu (27-9-2006) berikut: 
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“Pelayanan Program Jemput Bola sangat baik, sudah maksimal. 
Pelayanannya cepat, meskipun jumlah pemohon di tempat kami sangat 
banyak.” 
 
Agar terjalin komunikasi yang baik antara Dinas dengan pihak-pihak yang 
terkait dalam penyelenggaraan program jemput bola, maka terlebih dahulu 
diadakan rapat koordinasi. Rapat tersebut membahas berbagai langkah yang akan 
diambil dalam pelaksanaan program jemput bola. Berikut penjelasan KaSubDin 
Bina Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta (27-9-
2006): 
“Rapat koordinasi diadakan agar terjalin komunikasi yang baik dan lancar 
antara Dinas dengan PKK Kota Surakarta. Dalam rapat tersebut 
dibicarakan langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan 
program jemput bola seperti penetapan jadwal dan petugas yang 
mengurusi pelayanan di 51 PKK kelurahan se Kota Surakarta. Disamping 
itu dalam rapat tersebut Dinas juga memberikan pelatihan tata cara 
pengisian formulir permohonan akta kelahiran kepada perwakilan PKK se 
Kota Surakarta sebanyak 168 orang. Hal ini dimaksudkan agar mereka 
nantinya dapat membantu anggotanya yang kesulitan dalam mengisi 
formulir permohonan.” 
 
Pelatihan tersebut memberikan hasil yang baik, pengurus PKK paham 
tentang cara pengisian formulir permohonan akta kelahiran dan mampu membantu 
anggotanya yang kesulitan dalam mengisi formulir. Berikut penuturan pengurus 
PKK kelurahan Keprabon yang pernah mengikuti rapat koordinasi (28-9-3006) 
sebagai berikut: 
“Pada waktu mengikuti rapat koordinasi kami diberi pelatihan oleh Dinas 
mengenai tata cara mengisi formulir permohonan akta kelahiran yang 
benar. Dan sekarang saya dan kawan-kawan yang diberi pelatihan sudah 
mengerti bahkan sudah bisa membantu ibu-ibu lain yang kesulitan dalam 
mengisi formulir.” 
 
Program Jemput Bola ini dimaksudkan agar masyarakat yang belum 
memiliki akta kelahiran menjadi termotivasi untuk memiliki akta kelahiran. 
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Sebagai motivatornya diberikan banyak kemudahan dalam hal persyaratan. 
Kemudahan tersebut antara lain; syarat fotokopi KTP/KK orang tua cukup salah 
satu orang tua, ayah atau ibu saja, tidak perlu dari kedua orang tua. Selain itu surat 
kuasa berbentuk kolektif yang ditandatangani Ketua PKK. Jadi pemohon tidak 
perlu mengeluarkan uang Rp. 6.000,- untuk biaya materai yang tertera di surat 
kuasa, karena dari seluruh pemohon dalam satu kelurahan tersebut cukup 
menggunakan satu surat kuasa.  
Jemput Bola Akta Kelurahan Gratis Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta 
dengan PKK. Persyaratan dan kemudahan: 
1. Mengisi formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran diketahui Lurah 
dan Camat. 
2. Surat Kelahiran dari penolong persalinan dan surat keterangan lahir dari 
kelurahan dan fotokopi ijazah yang dimiliki. 
3. Fotokopi Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir pejabat 
yang berwenang. 
4. Fotokopi KTP dan KK Pemohon. 
5. Dua orang saksi disertai fotokopi KTP. 
6. Surat kuasa perorangan bagi yang tidak dapat hadir sendiri bermaterai Rp. 
6.000,- 
Persyaratan dan kemudahan-kemudahan untuk kerjasama dengan PKK 
Kota Surakarta bagi anak usia 0 – 18 tahun: 
1. Mengisi formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran diketahui 
kelurahan. 
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2. Surat Kelahiran dari penolong persalinan/surat pernyataan kelahiran dari 
kelurahan dan fotokopi ijazah bagi yang sudah memiliki. 
3. Fotokopi Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir pejabat 
yang berwenang. 
4. Fotokopi KTP dan KK Pemohon. 
5. Dua orang saksi disertai fotokopi KTP (kolektif). 
6. Surat Kuasa dari pemohon kepada PKK tidak bermaterai, Surat Kuasa dari 
PKK kepada pelapor dibuat secara kolektif dan bermaterai Rp. 6.000,- 
7. Biaya operasional diberikan sebesar Rp. 1.000,- /akta setelah kutipan Akta 
Kelahiran secara kolektif diserahkan. 
8. Pembiayaan bersumber dari APBD tahun 2006. 
Persyaratan Khusus: 
Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 474.1-311 tanggal 5 April 1988 
Tentang Dispensasi Akta Kelahiran dan Keputusan Mendagri No. 474.1-785 
tanggal 14 Oktober 1989 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat 
pencatatannnya, program tersebut tidak berlaku bagi WNI Keturunan, hanya 
berlaku bagi WNI Pribumi. 
Perlu diketahui bahwa biaya operasional sebesar Rp. 1.000,- /akta tersebut 
diberikan kepada petugas PKK Kelurahan yang diberi tugas untuk mencatat data 
akta kelahiran dari pemohon sebelum diserahkan ke Dispenduk dan Capil untuk 
diproses. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Surakarta. Pemilihan personel 
pencatat data akta kelahiran dipilih langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK. 
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Program Jemput Bola ini menurut Kepala Sub Dinas Catatan Sipil, Dra. 
Breta Sri Hudiningsih, mampu memberi hasil yang sangat menggembirakan yaitu 
ditandai dengan antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan diri dan keluarganya 
agar mendapatkan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkannya 
ketika ditanya mengenai keberhasilan program Jemput Bola dalam meningkatkan 
jumlah pemohon akta kelahiran. Berikut petikan wawancaranya (27-9-2006): 
“O, naik sekali Mbak, masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi 
pemohon akta kelahiran lewat jalur non reguler, yaitu yang diurus oleh 
PKK atau yang biasa kita sebut Jemput Bola.” 
 
Sebagaimana penuturan Ibu Surani pengurus PKK kelurahan Pajang (28-
9-2006), berikut: 
“Sejak adanya program jemput bola, banyak ibu-ibu di tempat kami yang 
mengurus akta kelahiran baik untuk dirinya maupun keluarga. Saat ini saja 
saya sedang menguruskan 200 pemohon. Padahal sebelumnya sudah ada 
245 pemohon.” 
 
Jumlah pemohon akta kelahiran di kelurahan Kampung Sewu bahkan jauh 
lebih banyak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Diana pengurus PKK 
kelurahan Kampung Sewu (28-9-2006): 
“Pemohon akta kelahiran di  tempat kami saat ini sudah mencapai 800 
orang. Itu belum semuanya, karena masih ada lagi yang akan mengurus. 
Saya sampai kewalahan sendiri lho, karana saya harus mengecek satu 
persatu kebenaran dalam pengisian formulir.” 
 
Lebih banyaknya jumlah pemohon di kelurahan Kampung Sewu 
disebabkan karena memang jumlah penduduknya yang besar. Untuk lebih 





Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan Melalui Proses Jemput Bola  
Per Kecamatan Pebruari – April 2006 
 
Kecamatan Tahap I Tahap II Tahap III Jumlah  
(1) (2) (3) (4) (5) 
Pasar Kliwon 374 190 0 564 
Laweyan 745 465 0 1.210 
Banjarsari 1.367 644 5 2.016 
Serengan 836 432 1 1.269 
Jebres 993 1.256 101 2.350 
Jumlah 4.315 2.987 107 7.409 
Sumber : Dispenduk dan Capil Kota Surakarta 
 
Dari tabel 3.5 di atas dapat kita ketahui bahwa antusiasme masyarakat 
sedemikian besar, ditandai dengan banyaknya lembar akta yang diterbitkan. Itu 
artinya bahwa masih banyak masyarakat yang ternyata belum memiliki akta, 
sehingga mendaftarkan diri dan keluarganya melalui proses jemput bola. 
Sayangnya tidak terdapat data yang menyebutkan jumlah masing-masing jenis 
akta kelahiran, misalnya jumlah akta kelahiran baru, akta kelahiran terlambat, 
dispensasi, maupun jenis akta lain. Karena tidak terdapatnya data tersebut, kita 
tidak dapat menganalisis tingkat keberhasilan proses jemput bola dalam 
meningkatkan kepemilikan akta kelahiran baru bagi masyarakat kota Surakarta.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program jemput bola kerjasama 
antara Dinas dengan PKK telah berhasil meningkatkan jumlah pemohon akta 
kelahiran di Kota Surakarta. Keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari 
adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik diantara mereka. 
Namun seperti halnya kebijakan lainnya, program Jemput Bola ini tidak lepas dari 
persoalan yang mengikuti proses pelaksanaannya. Persoalan yang timbul antara 
lain adalah banyak terjadi salah tulis data yang digunakan sebagai dasar penulisan 
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akta kelahiran. Kesalahan penulisan tersebut mempengaruhi lamanya proses 
pengurusan akta kelahiran. Solusi dari masalah tersebut adalah dikembalikannya 
kembali formulir kepada PKK Kelurahan untuk diperbaiki. Perlu diketahui bahwa 
yang digunakan sebagai dasar untuk penulisan nama orang tua  adalah surat 
nikah/akta perkawinan, bukannya KTP ataupun KK.  
 Penulisan data dalam akta kelahiran perlu benar-benar teliti dan tidak 
boleh terjadi kesalahan, karena data diri dalam akta kelahiran mengandung 
kekuatan hukum. Jadi kita tidak boleh asal mencantumkan data. Apabila terjadi 
salah penulisan ketika akta sudah jadi, harus segera dikembalikan kepada 
Dispenduk dan Capil untuk diperbaiki. Kesalahan penulisan yang waktunya lebih 
dari dua bulan tidak diperbaiki, maka untuk memperbaikinya orang yang 
bersangkutan harus melalui sidang pengadilan. Untuk itu apabila terjadi kesalahan 
penulisan data dalam formulir harap segera diperbaiki sebelum kesalahan 
penulisan tersebut berlanjut hingga ketika akta kelahiran sudah dicetak. 
Melihat banyaknya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas 
pencatat yang notabene adalah para ibu rumah tangga, Kasie Penyuluhan 
Dispenduk dan Capil pernah mengusulkan kepada Ketua Penggerak PKK supaya 
petugas pencatat diganti. Sehingga bukan lagi para ibu PKK akan tetapi 
diserahkan kepada para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Indonesia 
(KTI). Menurut pemikiran dari Kasie Penyuluhan, dengan diserahkannya tugas 
pencatatan kepada KTI diharapkan tingkat kesalahan dapat diminimalkan, 
sehubungan dengan lebih tingginya tingkat ketelitian dan konsentrasi para pemuda 
jika dibandingkan dengan para ibu yang telah sibuk mengurus urusan rumah 
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tangganya. Disayangkan usul tersebut hingga saat ini belum dapat dipenuhi oleh 
Ketua Tim Penggerak PKK, dengan alasan yang belum diketahui. 
 Secara keseluruhan dalam pelaksanaan Perda tersebut, Dinas 
Kependudukan dan Catatan sipil tidak mengalami kendala dalam hal pendanaan 
sebagai pengganti biaya penerbitan akta dan biaya operasional pencatatan data 
akta yang diberikan kepada ibu-ibu PKK karena keseluruhan dana berasal dari 
APBD Kota Surakarta. 
 
B. Dampak Jangka Pendek Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2003 
Konsekuensi dari suatu program apabila telah diimplementasikan biasanya 
membawa perubahan sosial ekonomi yang berkenaan atau dalam batas-batas 
kemanfaatan yang dilibatkan oleh efek yang terjadi. Konsekuensi ini berupa 
dampak kebijakan. Salah satu dampak yang bisa dilihat dari kebijakan ini adalah 
munculnya dampak sosial. Dampak sosial adalah perubahan dalam aspek sosial 
sebagai akibat diberlakukannya suatu kebijakan. 
Dalam suatu penyusunan kebijakan, ketika kebijakan tersebut dibuat, 
pemerintah telah menentukan/memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Di 
antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan 
dan dampak yang tidak diharapkan, selain itu mungkin saja muncul dampak yang 
tak terduga (Samodra Wibawa dkk, 1994:29-30). Berikut akan dibahas satu per 
satu dampak yang muncul dari diberlakukannya Perda Nomor 8 Tahun 2003 
tentang pembebasan biaya akta lahir. 
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1. Dampak yang ditimbulkan 
3. Dampak yang diharapkan 
Berkaitan dengan kebijakan Perda pembebasan biaya akta lahir ini, 
dampak yang diharapkan oleh pemerintah tentunya adalah tingkat kepemilikan 
akta kelahiran dari masyarakat Kota Surakarta mengalami kenaikan karena 
masyarakat tidak lagi merasa terbebani dengan kewajiban membayar biaya 
pengurusan yang lumayan tinggi. Tentunya ini disertai catatan bahwa kenaikan 
tingkat kepemilikan akta kelahiran ini disebabkan bukan semata-mata karena 
gratis saja, akan tetapi karena meningkatnya pengetahuan serta kesadaran 
masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran. Karena sebenarnya inilah 
esensi dari kebijakan. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, 
didapatkan informasi bahwa pada umumnya masyarakat sudah mengetahui 
manfaat serta pentingnya memiliki akta kelahiran. Pengetahuan yang dimiliki oleh 
masyarakat tersebut selain berasal dari pengalaman sendiri juga berasal dari 
penerangan yang diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
ketika melakukan sosialisasi. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Nurkijah warga 
Kampung Sewu yang menguruskan akta kelahiran secara kolektif bagi warganya, 
berikut (10-10-2006): 
“Rata-rata masyarakat di kampung saya sudah lebih sadar bahwa akta 
kelahiran memang penting, apalagi bagi mereka yang sudah pernah 
mengalami sendiri bagaimana repotnya mengurus akta kelahiran sesaat 
sebelum diperlukan, karena ternyata banyak sekali pemilikan surat-surat 
yang mensyaratkan untuk melampirkan akta.” 
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Menurut penuturannya dahulu hanya sedikit masyarakat yang mengurus 
akta kelahiran segera setelah kelahiran bayi, biasanya mereka menunda-nunda 
pengurusan akta tersebut, hingga saatnya dibutuhkan barulah mereka kebingungan 
untuk mengurus akta kelahiran bagi putra-putrinya. Akan tetapi keadaan tersebut 
sedikit demi sedikit sudah mulai diperbaiki seiring dengan gencarnya sosialisasi 
yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota di daerahnya, juga adanya stimulant 
berupa tidak dikenakannya biaya pengurusan. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Etik warga Aspol Manahan, ketika 
ditanya mengenai pengetahuan serta sumber pengetahuannya mengenai 
pentingnya kepemilikan akta kelahiran  (10-10-2006): 
“Ya mbak, saya tau persis pentingnya punya akte. Semua urusan sekarang 
pake akte. Mulai dari daftar anak sekolah, bikin KTP, KK, pokoknya 
banyak urusan yang butuh akte. Repot nanti kalo nggak cepet-cepet diurus, 
wong ya sudah gratis. Saya tau kalo akte itu penting ya dari penerangan 
yang diberikan sama bapak-bapak dari sini.” 
 
Hal yang agak berbeda diungkapkan oleh Bapak Setiyo Budiono warga 
Banyuanyar berikut sehubungan dengan sumber pengetahuan yang dimilikinya 
(10-10-2006): 
“O ya, tau mbak, saya tau kalo pemilikan akte kelahiran itu sangat penting 
dalam kehidupan. Nanti mau ngurus apa-apa pasti butuh akte. Oo kalo 
saya taunya akte itu penting ya dari pengalaman sendiri. Belum, saya 
belum pernah dapat sosialisasi dari Dinas.” 
 
Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran pada masyarakat Surakarta 
beberapa tahun terakhir seperti yang ditunjukkan oleh tabel pada pembahasan 
sebelumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang mampu mendorong masyarakat 
untuk menjadi pemohon. Salah satu diantaranya adalah bebasnya biaya 
pengurusan.  Hal tersebut tampak pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak 
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Wawan warga Cemani, Sukoharjo yang lebih memilih untuk mengurus akta 
kelahiran bagi putranya di Kota Surakarta (10-10-2006): 
“Saya lebih memilih untuk menguruskan akte lahir buat anak saya di Solo 
saja, disamping ngirit transport karena lebih dekat ke Solo daripada ke 
Sukoharjo, juga karena di Solo kan gratis. Lha kalo saya ngurus di 
Sukoharjo, sudah transportnya mahal, trus masih harus bayar! Terus terang 
berat Mbak, apalagi buat buruh pabrik kados kulo.” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bebasnya biaya 
pengurusan akta kelahiran sangat membantu khususnya bagi kelompok keluarga 
yang kurang mampu seperti Bapak Wawan, yang terpaksa mengurus akta 
kelahiran bukan di daerah asalnya. Kenyataan seperti ini dapat dijadikan 
rekomendasi bagi daerah-daerah lain khususnya daerah di sekitar Kota Surakarta 
untuk segera mengikuti jejak kota ini yang telah meratifikasi apa yang tersebut 
dalam UU Perlindungan Anak. Sehingga tidak akan ada Wawan-Wawan lain yang 
keberatan untuk mengurus akta kelahiran bagi buah hatinya. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sulistyawan warga Sewu, Jebres 
berikut (10-10-2006): 
“Ini saya mengurus akte lahir buat kedua anak saya. Terus terang yang 
satu terlambat, sekarang anaknya sudah umur 4 tahun hampir masuk 
sekolah, saya baru bisa ngurus aktenya. Maunya ngurus dari dulu, karena 
saya tau kalo akte itu penting. Tapi biayanya mahal Mbak! yaa 
Alhamdulillah kemaren saya dapat informasi kalo sekarang ngurus akte 
gratis. Kalo yang kecil baru lahir, langsung saya uruskan sekalian 
kakaknya.” 
 
Dari wawancara tersebut tampak bahwa keterlambatan pengurusan akta 
lahir bagi putra pertamanya bukan disebabkan karena ketidaksadaran akan 
pentingnya akta, akan tetapi lebih disebabkan karena ketidakmampuan finansial 
131 
beliau. Pembebasan biaya yang diberlakukan oleh Pemkot Surakarta menjadi 
pendorong baginya untuk segera mengurus akta kelahiran bagi putra-putrinya. 
Berbicara mengenai faktor pendorong bagi masyarakat untuk menjadi 
pemohon akta kelahiran, selain karena bebas biaya, faktor utamanya adalah telah 
meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran baik 
karena faktor sosialisasi maupun karena pengalaman pribadi. Hal tersebut tampak 
pada petikan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mba’ Jauri Utami warga 
Kadipiro yang mengurus akta kelahiran bagi putri pertamanya (10-10-2006), 
berikut: 
“Dulu saya nggak begitu peduli Mbak sama akte dan tetek bengeknya, 
maklum dulu apa-apa masih diuruskan orang tua. Tapi sekarang setelah 
punya anak sendiri dan kemaren habis dapat penerangan dari dinas, saya 
baru sadar kalo ternyata punya akte lahir itu penting dan harus ya... 
makanya sekarang saya cepet-cepet ngurus aktenya anak saya.” 
 
Disampaikan juga oleh bapak Sutopo warga Karangasem yang mengurus 
akta kelahiran juga bagi putri keempatnya, pada wawancara (10-10-2006), 
berikut: 
“Saya sebenarnya belum pernah mbak, dapat penyuluhan dari Dinas. Tapi 
untuk pentingnya akte ya saya tau dari dulu. Saya sendiri punya akte, 
karena dulu ngurus untuk masuk PNS. Dan karena akte dibutuhkan untuk 
setiap langkah istilahnya, jadi ya memang harus diurus secepatnya, ga 
usah nunggu nanti mau masuk sekolah.” 
 
Hal yang agak berbeda diungkapkan oleh Sdr. Andi warga Joyontakan 
yang kebetulan adalah salah satu pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil. Berikut petikan wawancaranya (10-10-2006): 
“Saya itu termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang terlambat 
mengurus akta kelahiran. Terus terang saya baru mengurus akta kelahiran 
sesaat sebelum pendaftaran CPNS. Dari dulu saya tidak mengurus akta ya 
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karena tidak merasa perlu. Tidak taunya malah sekarang saya kerjanya 
ngoyak-ngoyak orang supaya punya akta.” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa 
informan yang menyadari pentingnya kepemilikan akta kelahiran karena 
pengalaman pribadi, walaupun ada juga yang tahu setelah mereka mendapatkan 
penerangan dari dinas.  
Seperti yang diungkapkan oleh Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil, 
Ahmad Riyadi ZA, berikut (9-10-2006): 
“Banyak warga yang walaupun belum mendapat sosialisasi, tapi merela 
sudah sangat menyadari bahwa memiliki akta kelahiran adalah kebutuhan 
bukan hanya kewajiban. Kesadaran itu biasanya timbul karena mereka 
mengalami sendiri bagaimana susahnya kalau tidak memiliki akta.” 
 
Sehingga dapat kita katakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 
Dispenduk dan Capil lumayan dapat mencapai hasilnya walaupun belum 
maksimal karena kurang merata. Sosialisasi yang baik juga memberi pengaruh 
pada terbukanya pola pemikiran serta meningkatnya pengetahuan warga akan 
alasan mengapa syarat-syarat permohonan akta kelahiran meliputi banyak hal. 
Berikut pendapat yang dikemukakan oleh Bpk. H. Arfan warga Purwosari (10-10-
2006): 
“Setelah mendapat penjelasan dalam sosialisasi yang baru saja digelar 
Dinas Dukcapil ini, saya baru paham mengapa syarat-syarat pembuatan 
akte ada banyak sekali, jlentrek-jlentrek... ternyata memang semua 
syaratnya diperlukan, jadi bukan sekedar syarat-syaratan thok!” 
 
Hal senada diungkapkan oleh Ibu Etik warga Aspol Manahan yang 
kebetulan terlambat mengurus akta kelahiran (10-10-2006): 
“Dulu ya saya ndak nggagas Mbak, kenapa to syarat ngurus akte saja kok 
ya njlimet? Kudu ngurus ini itu, bolak-balik. Tapi sekarang setelah dapat 
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penjelasan saya jadi tau kalo syarat akte yang ini gunanya untuk ini, dan 
ternyata prosesnya ya ndak sulit kalo sudah tau caranya.” 
 
Perlu diketahui bahwa dari beberapa petikan wawancara di atas sebagian 
besar dari masyarakat adalah merupakan pemohon akta kelahiran baru. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan pemohon akta kelahiran 
baru yang disebabkan oleh meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran. Dengan demikian apa yang diharapkan dari adanya 
Perda ini atau dengan kata lain tujuan dari Perda ini telah tercapai walaupun 
mungkin belum maksimal pencapaiannya. 
4. Dampak yang Tidak Diharapkan 
Hasil dari suatu kebijakan, disamping muncul dampak yang diharapkan, 
biasanya akan muncul juga dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang tidak 
diharapkan adalah dampak yang menyertai adanya suatu kebijakan, dimana pada 
awal penyusunan kebijakan dampak ini tidak diperhitungkan akan tetapi pada 
akhirnya muncul pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Begitu pula 
dengan diberlakukannya Perda akta kelahiran gratis ini, setelah dilakukan 
penelitian dan pengamatan di lapangan ternyata banyak sekali ditemukan dampak 
yang tidak diharapkan.  
Dampak-dampak tersebut antara lain adalah: 
1) Masyarakat menjadi malas untuk mengurus akta kelahiran 
dikarenakan tidak adanya batasan waktu pengurusan bebas biaya.  
 
Ini berarti kapan pun masyarakat ingin mengurus akta kelahiran, terlambat 
berapa lama pun masyarakat tetap tidak dikenakan biaya. Bagi masyarakat yang 
belum mendapat sosialisasi sehingga belum sepenuhnya paham mengenai arti 
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pentingnya kepemilikan akta kelahiran, ketentuan ini bisa menjadi semacam angin 
segar untuk tidak sesegera mungkin mengurus akta kelahiran.  
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sri Mulyani, Kabag 
Tata Usaha Dispenduk dan Capil ketika  dahulu masih menjabat sebagai Kasubdin 
Bina Program: 
“Salah satu akibat dari digratiskannya akta kelahiran ini masyarakat itu 
menjadi malas untuk ngurus akta segera setelah kelahiran. Alasannya 
wong ngurus besok saja tetap gratis kok, tidak perlu ngurus cepat-cepat, 
besok saja kalau sudah akan diperlukan. Itu yang biasa mereka katakan. 
Ya kita maklum saja, mungkin mereka belum pernah mendapat sosialisasi 
sebelumnya atau sudah pernah tapi belum sadar.” 
 
Pernyataan ini didukung oleh data petikan hasil wawancara dengan 
beberapa pemohon yang terlambat mengurus akta. Berikut petikan wawancara 
dengan Ibu N. Sarjuati warga Karangasem ketika ditanya apa yang menyebabkan 
mereka terlambat mendaftarkan akta kelahiran (10-10-2006): 
“Ya mbak, ini terlambat 1 tahun. Karena pikir saya ngurusnya nanti-nanti 
saja nggak perlu kesusu, apalagi anak juga belum besar, belum perlu lah 
pake akte dan ternyata walaupun terlambat tetep gratis ya?”  
 
Ketika ditanya apakah beliau pernah mendapat sosialisasi dari petugas 
Dispenduk dan Capil, ibu tersebut menjawab bahwa beliau belum pernah 
mendapat sosialisasi dari petugas maupun mendapat getok tular dari tetangga 
kanan kirinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi yang dimiliki oleh 
beliau mengenai akta kelahiran sangatlah minim, sehingga wajar apabila beliau 
beranggapan seperti itu. Apalagi dengan kondisinya sebagai ibu muda yang minim 
pengalaman dan terlihat kurang berpendidikan karena hanya lulusan SMP.  
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M. Sofa warga Makamhaji (10-
10-2006): 
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“Saya terlambat ini Mbak ngurus aktenya, ya karena belum sempat dan 
baru bisa sekarang. Nggak kesusu juga, belum terpakai dan karena saya 
tahu dari tetangga kalau ngurus sampai kapan juga tetep gratis. Jadi ya, 
sesempatnya Mbak...” 
 
Sama halnya dengan Ibu Sarjuati, Bapak Sofa juga belum penah 
mendapatkan sosialisasi terkait masalah akta kelahiran. Akan tetapi yang 
membedakan, Bapak Sofa sebelumnya telah mendapatkan sedikit informasi dari 
salah satu tetangganya bahwa akta tersebut gratis walaupun terlambat. 
Terdapat juga masyarakat yang malas untuk mengurus akta kelahiran 
dikarenakan walaupun gratis tetapi ada sebagian persyaratan yang menurut 
beberapa orang memberatkan. Salah satu diantara persyaratan tersebut adalah 
adanya ketentuan untuk mendatangkan dua orang dewasa sebagai saksi. 
Ketentuan ini menurut sebagian orang memberatkan dikarenakan sulitnya mencari 
dua orang dewasa yang bersedia untuk menjadi saksi pada jam-jam kerja seperti 
pada jam layanan pengurusan akta. Oleh sebab itu solusi yang biasa digunakan 
adalah dengan menggunakan jasa saksi yang biasanya sudah stand-by di 
Dispenduk dan Capil, tentunya dengan biaya tertentu. 
Bagi masyarakat pengguna jasa sewa saksi tersebut rata-rata harus 
mengeluarkan biaya antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,- tergantung dari 
kesepakatan antara penyedia dengan pengguna jasa. Jalan keluar yang sebenarnya 
tidak bisa dianggap sebagai jalan keluar inilah yang menurut sebagian orang, 
khususnya bagi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah, 
memberatkan. Jadi mereka harus tetap mengeluarkan biaya untuk mengurus akta 
kelahiran walaupun biaya tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung oleh 
pribadi pemohon. Seharusnya ini menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan 
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dan Catatan Sipil untuk mencari solusi, mungkin dengan menambah jam layanan 
pengurusan akta, sehingga masyarakat bisa mengurus akta kelahiran setelah jam 
kerja. 
Berikut petikan wawancara dari masyarakat pemohon akta kelahiran yang 
merasa keberatan dengan kondisi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 
Hestining warga Karangasem (10-10-2006): 
“Saya terlambat mengurus akta karena susah untuk mencari saksi, jam-jam 
segini kan pada kerja to Mbak. Harusnya ya jamnya ditambah apa gimana 
biar kita bisa ngurus pulang kerja. Menawi kados ngaten kan repot (kalau 
harus seperti ini kan repot), harus nyewa saksi, bayar lagi lima ribu. Nggih 
sami mawon mboten sios gratis (ya sama saja tidak jadi gratis).” 
 
Hal senada diungkapkan oleh Ibu Yuwana warga Cengklik yang juga 
terlambat mengurus akta kelahiran (10-10-2006): 
“Saya pakai saksi dari sini. Soalnya susah kalau harus cari saksi pagi-pagi 
begini. Pada kerja mbak.” 
 
Hal yang agak berbeda diungkapkan oleh Bapak H. Arfan warga 
Purwosari (10-10-2006): 
“Ya kan sulit Mbak, mencari orang nganggur pada jam kerja seperti ini, 
makanya ini ngurusnya juga terlambat. Akhirnya ya pake saksi dari sini. 
Bayarnya cuma lima ribu, sudah nggak perlu repot lagi.” 
 
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Arfan, Bapak Suroto 
warga Gilingan menuturkan (10-10-2006): 
“Ya saya pakai saksi dari sini karena menyerah ngajak orang untuk jadi 
saksi tapi tidak pernah sempat. Tapi ya begini malah enak Mbak, mboten 
repot. Toh nanti kalo bawa saksi dari rumah juga harus mbiayai transport, 
sama saja dengan bayar lima ribu dari sini.”  
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Di satu sisi dengan adanya calo saksi yang ada di lingkungan dinas, 
menyebabkan masyarakat tidak perlu repot. Tapi hal tersebut menyebabkan 
maksud dari persyaratan wajib menghadirkan saksi menjadi tidak tercapai. 
 
2) Protes dari masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai 
batasan “gratis” sampai sejauh mana. 
 
Kurang optimalnya pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil mengakibatkan munculnya pemahaman yang 
keliru tentang maksud gratis dalam akta kelahian gratis. 
Pemahaman yang keliru tersebut terlihat dari penuturan Ibu Suparmi 
warga kelurahan Pabelan tentang pemahamannya mengenai pengertian gratis (10-
10-2006): 
“Setahu saya yang namanya gratis itu ya tidak membayar to mbak. Tapi 
nyatanya kok ya masih harus keluar uang. Itu kan namanya tidak gratis.” 
 
Pernyataan senada dikemukakan oleh Bapak Dono, warga Karanganyar 
yang kebetulan mengurus akta kelahiran di Rumah Sakit tempat anaknya lahir 
yaitu di RS. Triharsi (13-10-2006). Berikut penuturannya: 
“Yang saya tahu tentang pengertian gratis itu berarti tidak mengeluarkan 
uang sama sekali. Jadi kalau akta kelahiran itu gratis ya artinya pada waktu 
mengurus akta kelahiran kita tidak dipungut biaya. Tetapi kenyataannya 
waktu saya mengurus akta kelahiran anak saya kok ya masih mbayar.” 
 
Dalam hal ini Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil, Ahmad Riyadi ZA, 
mengatakan (9-10-2006): 
“Dalam penyuluhan yang kami lakukan, tentu kami menjelaskan banyak 
hal mulai dari pentingnya akta kelahiran, syarat-syarat pengurusan akta 
kelahiran, telah digratiskannya akta kelahiran, hingga segala penjelasan 
yang bisa menjelaskan tentang batasan gratisnya akta. Sebenarnya ya, 
masyarakat sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya kalau ngurus akta 
kelahiran, asal semua persyaratan telah dipenuhi. Mulai dari telah 
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lengkapnya berkas-berkas, saksi yang bawa sendiri dari rumah, kemudian 
tidak terlambat mencatatkan, dan pemohon datang sendiri tidak 
diwakilkan.” 
 
Dengan penjelasan seperti itu, tetap saja masih banyak masyarakat yang 
mengeluh mengenai biaya yang harus mereka keluarkan guna melengkapi 
persyaratan. Masyarakat berpikir bahwa dengan keluarnya Perda ini segala urusan 
yang berhubungan dengan akta kelahiran adalah benar-benar gratis bahkan sampai 
pada tahap persiapan data-data pendukung. Pikiran dan keinginan dari masyarakat 
adalah sampai pada biaya fotokopi pun kalau bisa gratis. Padahal yang dimaksud 
dengan gratis seperti telah dikemukakan di atas adalah gratis penerbitan kutipan 
aktanya, sementara biaya yang masih harus dikeluarkan oleh pemohon merupakan 
biaya guna pemenuhan persyaratan. 
Jadi masyarakat sebagai pemohon dapat benar-benar memperoleh akta 
kelahiran secara gratis apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 
Persyaratan tersebut diantaranya yang pertama adalah mengenai saksi. Dijelaskan 
bahwa pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa saksi yang 
jumlahnya sebanyak dua orang apabila masyarakat membawa saksi sendiri dari 
rumah, juga biaya materai sebesar 2 x Rp. 6.000,- apabila mereka tidak terlambat 
mencatatkan kelahiran. Materai tersebut diperlukan karena pemohon harus 
mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Walikota maupun Kepala 
Dinas untuk mengeluarkan kutipan akta kelahiran. 
Selain itu biaya yang tidak perlu dikeluarkan adalah biaya materai sebesar 
Rp. 6.000,- apabila pemohon hadir sendiri untuk mengurus akta kelahiran. 
Apabila pemohon tidak dapat hadir sendiri maka harus menyertakan surat kuasa 
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yang disertai materai sebesar biaya diatas. Jadi setelah persyaratan semuanya 
terpenuhi, maka pemohon benar-benar tidak lagi mengeluarkan biaya bagi 
retribusi penerbitan kutipan akta. Jadi biaya yang mereka keluarkan semata-mata 
merupakan biaya yang harus dipenuhi guna melengkapi persyaratan. 
Adapun ketika banyak muncul protes dari masyarakat karena 
kekurangpahaman konsep gratis, kemungkinan disebabkan karena proses 
sosialisasi lewat penyuluhan yang kurang merata. Terbukti bahwa penyuluhan 
merupakan sarana sosialisasi yang sangat efektif dalam upaya meningkatkan 
pemahaman masyarakat akan program yang digulirkan pemerintah, dalam hal ini 
Perda No. 8 Tahun 2003 mengenai pembebasan biaya akta lahir. 
Hal ini dimungkinkan karena melalui forum penyuluhan akan terjalin 
interaksi langsung antara aparat dengan masyarakat yang memungkinkan 
terjalinnya komunikasi dua arah diantara mereka. Sehingga berbagai infomasi 
yang belum diketahui dapat ditanyakan langsung dan dapat segera memperoleh 
jawaban dari pihak yang berkompeten. 
2. Penyebab Dampak 
Apabila dilihat dari berbagai dampak yang timbul baik dari dampak yang 
diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan, dapat diidentifikasikan 
beberapa penyebab timbulnya dampak-dampak tersebut. Yang menjadi penyebab 





a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran 
Adanya berbagai tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran menjadi penyebab munculnya dampak baik yang 
diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Masyarakat yang telah menyadari 
pentingnya kepemilikan akta kelahiran, bukan saja bagi  dirinya sendiri namun 
juga bagi negara, sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program. Dimana 
tujuan dari kepemilikan akta kelahiran tersebut adalah supaya anak mempunyai 
identitas hukum dan diakui keberadaannya secara hukum oleh negara berkaitan 
dengan kewarganegaraannya dan hak-haknya sebagai warga negara. 
Sosialisasi dalam hal ini mengambil tempat yang utama dalam hal 
peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran 
disamping karena pengalaman pribadi. Tidak optimalnya penyuluhan 
mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan 
akta kelahiran, seperti penuturan Bapak Widodo yang berusia 40 tahun (10-10-
2006), berikut ini: 
“Orang seperti saya ini apa ya masih membutuhkan akte kelahiran to 
mbak? Nanti kalau saya ngurus apa ya masih ada gunanya? Lha kalau 
untuk anak-anak kan sudah jelas, untuk keperluan sekolah.” 
 
Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh Ibu Tatik warga 
Kentingan (10-10-2006), sebagai berikut: 
“Saya belum punya akte, karena saya merasa belum butuh. Besok kalau 
saya butuh saya tak ngurus. Tapi semua anak saya punya, ini juga ngurus 
punya anak yang mau masuk sekolah. Mereka kan yang lebih butuh.” 
 
Pernyataan di atas menunjukkan masih kurang pahamnya masyarakat akan 
kepemilikan akta. Tidak sedikit masyarakat yang sama pemahamannya dengan 
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Ibu Tatik, mereka mengurus akta kelahiran ketika membutuhkan, contohnya 
sebagai persyaratan masuk sekolah atau mendaftar pekerjaan.   
Padahal disamping keperluan-keperluan tersebut, akta kelahiran juga perlu 
untuk mengurus perkawinan maupun pewarisan. Bagi pemerintah, data tentang 
kelahiran selain akan bermanfaat untuk mendukung terciptanya tertib administrasi 
kependudukan juga sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 
perencanaan pembangunan. Sehingga nantinya didapatkan data kependudukan 
yang valid, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan perencanaan 
pembangunan. 
Mengingat pentingnya kepemilikan akta kelahiran seperti tersebut di atas, 
maka sudah seharusnya akta kelahiran dimiliki oleh setiap orang. Dihimbau 
kepada masyarakat agar jangan mengurus akta kelahiran karena kebutuhan pada 
waktu tertentu. Dikhawatirkan karena waktu penggunaannya yang mendesak 
maka dapat menimbulkan korupsi di lingkungan aparat pemerintah karena 
masyarakat menjadi tidak peduli dengan syarat yang diajukan oleh petugas di luar 
ketentuan, asalkan akta kelahiran yang dibutuhkannya dapat segera diterbitkan. 
Namun demikian banyak juga masyarakat yang telah sepenuhnya sadar 
dan paham bahwa memiliki akta kelahiran adalah hal yang penting. Hal ini  
tercermin dari wawancara dengan Bapak Setiyo Budiono warga Banyuanyar 
berikut sehubungan dengan sumber pengetahuan yang dimilikinya (10-10-2006): 
“O ya, tau mbak, saya tau kalo pemilikan akte kelahiran itu sangat penting 
dalam kehidupan. Nanti mau ngurus apa-apa pasti butuh akte. Oo kalo 
saya taunya akte itu penting ya dari pengalaman sendiri. Belum, saya 
belum pernah dapat sosialisasi dari Dinas.” 
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Seperti juga penuturan Ibu Nurkijah warga Kampung Sewu yang 
menguruskan akta kelahiran secara kolektif bagi warganya, berikut (10-10-2006): 
“Rata-rata masyarakat di kampung saya sudah lebih sadar bahwa akta 
kelahiran memang penting, apalagi bagi mereka yang sudah pernah 
mengalami sendiri bagaimana repotnya mengurus akta kelahiran sesaat 
sebelum diperlukan, karena ternyata banyak sekali pemilikan surat-surat 
yang mensyaratkan untuk melampirkan akta.” 
 
Sebenarnya pemerintah telah mewajibkan seluruh penduduknya untuk 
memiliki akta kelahiran, di Kota Surakarta hal tersebut tertuang dalam pasal 15 
ayat 1 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002. Juga telah ditetapkan sanksi bagi yang 
melanggar ketentuan tersebut, yaitu berupa ancaman pidana kurungan paling lama 
enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 
tetapi sanksi tersebut tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hal inilah 
salah satu penyebab kurang antusiasnya masyarakat untuk mengurus akta 
kelahiran bagi diri maupun keluarganya. 
Dengan demikian yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat untuk 
mengurus akta kelahiran. Kesadaran itu akan muncul jika masyarakat memahami 
pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Pemahaman masyarakat akan pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran akan meningkatkan dukungannya terhadap kebijakan. 
b. Peran pemerintah dalam mensosialisasikan maksud/isi Perda dan 
manfaat akta kelahiran 
 
Seperti telah disebutkan sebelum-sebelumnya sosialisasi baik secara 
langsung melalui penyuluhan maupun secara tidak langsung, menjadi faktor yang 
paling berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Demikian 
halnya dengan pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2003 yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Kota Surakarta. 
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Informasi  yang disampaikan mencakup berbagai aspek yaitu berkenaan 
dengan mekanisme pengurusan akta kelahiran gratis, informasi tentang 
pentingnya kepemilikan akta, batasan akta bebas biaya, pemahaman bahwa akta 
adalah hak anak, dan kronologis lahirnya kebijakan akta kelahiran gratis. 
Sosialisasi yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk membuka 
wawasan masyarakat mengenai pentingnya akta catatan sipil khususnya akta 
kelahiran dalam kehidupannya. Karena selama manusia hidup, maka selama itu 
pula mereka membutuhkan akta catatan sipil guna mengurus segala sesuatu yang 
berhubungan dengan administrasi dalam kehidupannya, mulai masuk sekolah 
hingga mengurus hak waris. Mengingat pentingnya akta tersebut, maka begitu 
manusia itu lahir, harus langsung dicarikan akta kelahiran. Disamping itu juga 
dijelaskan bahwa akta kelahiran merupakan hak awal anak sebagai identitas, 
legalitas di mata hukum, dan status kewarganegaraan.  
Hal ini seperti yang diungkap oleh Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie 
Penyuluhan Dispenduk dan Capil (27-09-2006), yang menyatakan bahwa: 
“Dalam penyuluhan yang kami lakukan, tentu kami menjelaskan banyak 
hal mulai dari pentingnya kepemilikan akta, syarat-syarat pengurusan akta 
kelahiran, telah digratiskannya akta kelahiran, hingga segala penjelasan 
yang bisa menjelaskan tentang batasan gratisnya akta...................jadi disitu 
kami jelaskan bahwa akta kelahiran adalah hak awal anak sebagai 
identitasnya. Bahwa akte merupakan prasyarat anak mendapat pengakuan 
di mata hukum. Jadi anak kalau ga punya akte, disamping nanti akan susah 
ngurus segala keperluan hidupnya yang berkaitan dengan administrasi, 
juga bagi negara secara hukum tidak punya hak sebagai warga negara. Kan 
susah kalau sudah seperti ini. Hal seperti itu juga kami jelaskan secara 
mendetail.” 
 
Banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menyampaikan 
apa yang diamanatkan oleh Perda ini. Menurut apa yang disampaikan oleh Kasie 
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Penyuluhan Dispenduk dan Capil, Ahmad Riyadi ZA, sebelum Perda akta gratis 
ini disahkan protes atau komplain dari masyarakat malahan minim dalam arti 
masyarakat tidak mengeluh dalam mengeluarkan biaya sebesar yang ditetapkan 
sebagai pengganti pengurusan akta kelahiran. Setelah Perda akta gratis ini 
disahkan, komplain dari masyarakat justru terus mengalir karena adanya 
pemahaman yang salah mengenai konsep gratis. Inilah yang menjadi tantangan 
bagi aparat untuk dapat mensosialisasikan Perda ini dengan baik. Dengan 
sosialisasi yang baik, protes dari masyarakat pun diharapkan dapat mereda seiring 
dengan meningkatnya pemahaman masyarakat.  
Dalam penjelasannya pemerintah menyampaikan bahwa akta kelahiran 
merupakan produk hukum, maka dari itu untuk dapat menerbitkannya harus juga 
didukung oleh data-data yang merupakan produk hukum, seperti fotokopi surat 
nikah/akta perkawinan orang tua yang dilegalisir, surat kuasa apabila tidak dapat 
hadir sendiri, fotokopi KTP dan KK orang tua, dan saksi serta permohonan 
persetujuan penerbitan akta kelahiran bagi yang terlambat. Semua syarat di atas 
harus terlebih dahulu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran, 
walaupun pemenuhannya kemungkinan memerlukan biaya. 
Salah satu contoh kasus bahwa memang pemohon wajib memenuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan adalah adanya masyarakat yang terlambat 
mencatatkan kelahirannya. Pemohon tersebut tetap dituntut untuk memenuhi 
persyaratan walaupun sulit. Persyaratan tersebut contohnya adalah harus 
tersedianya surat nikah/akta perkawinan orang tua yang dilegalisir. Bagi pemohon 
yang terlambat pencatatan dan itu artinya mereka telah berumur, kebanyakan 
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memiliki orang tua yang telah uzur juga. Kendala dari orang tua yang sudah tua 
usianya adalah bahwa mungkin mereka sudah tidak memiliki surat nikah lagi. 
Solusi yang ditawarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 
pemohon meminta duplikat surat nikah ke KUA bagi yang beragama Islam atau 
Kantor Catatan Sipil tempat orang tuanya menikah dahulu, bagi mereka yang 
Nasrani.  
Apabila bukti surat nikah/akta perkawinan tidak dapat dipenuhi maka pada 
akta kelahirannya nama orang tua yang tercantum hanya nama ibu, karena tanpa 
adanya tersebut, anak tersebut diasumsikan hanya anak dari seorang perempuan. 
Akan tetapi kebanyakan masyarakat komplain karena merasa bahwa mereka 
memiliki orang tua lengkap yang menikah secara resmi. Sekeras apapun 
masyarakat protes untuk mencantumkan nama kedua orang tua, Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil tetap tidak dapat memenuhinya.  
Hal ini dikarenakan akta  merupakan produk hukum yang penerbitannya 
harus disertai bukti-bukti fisik yang diakui, dalam hal ini adalah surat nikah orang 
tua. Pemenuhan syarat tersebut wajib karena menyangkut legalitas akta kelahiran. 
Akta kelahiran baru dapat diterbitkan apabila syarat-syarat telah terpenuhi.  
Bapak Ahmad Riyadi ZA, Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil (27-10-
2006), berkaitan dengan hal ini menyatakan bahwa: 
“Banyak pemohon akta kelahiran yang ditolak karena syarat-syarat banyak 
yang belum lengkap. Contohnya anak dari suami istri yang sudah tua, 
mungkin surat nikahnya sudah nggak ada, dan si pemohon tadi nggak mau 
kalau cuma ditulis anak dari seorang perempuan..... Ya ini yang susah, 
kalau mereka bisa minta duplikat surat nikah dari KUA tempat nikahnya 
orang tua dulu atau dari Catatan Sipil bagi yang Nasrani, ya langsung kita 
layani dan kita cantumkan nama kedua orang tua di akta. Tapi kalau nggak 
bisa, kita juga tidak bisa asal mencantumkan pernyataan. Karena akta itu 
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kan produk hukum yang harus disertai bukti-bukti fisik yang diakui.karena 
ini menyangkut legalitas akta” 
 
Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Kasubdin Catatan Sipil Breta 
Sri Hudiningsih (27-10-2006). Yang mengatakan bahwa: 
“Akta itu kan produk hukum, jadi kita tidak bisa asal dalam 
mencantumkan data, sehingga untuk menerbitkan suatu akta syarat-
syaratnya dipenuhi. Sebagai contoh, dalam menerbitkan akta kelahiran, 
dasarnya ya surat nikah orang tua. Kalau surat nikahnya tidak ada, ya kita 
tidak bisa mencantumkan di akta bahwa anak tersebut siapa bapaknya.” 
 
Protes masyarakat tersebut menandakan bahwa pemahaman masyarakat 
akan legalitas akta kelahiran masih kurang. Masyarakat masih berpikir bahwa akta 
kelahiran tidak memiliki implikasi hukum. Hal inilah yang juga disampaikan 
dalam sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dari Dispenduk dan Capil Kota 
Surakarta. Dalam sosialisasi yang dilakukannya, pemerintah juga menyampaikan 
manfaat dari kepemilikan akta kelahiran.  
Dalam hal ini Kasie Penyuluhan Bapak Ahmad Riyadi ZA, (27-09-2006) 
menuturkan: 
“Dalam setiap penyuluhan yang kami lakukan, kami selalu menjelaskan isi 
Perda yaitu konsep akta bebas biaya, syarat-syarat pengurusan beserta 
kegunaannya, juga tentang pentingnya kepemilikan akta bagi masyarakat 
maupun bagi pemerintah. Lha kalau masih ada masyarakat yang belum 
paham ya pasti mereka tidak mengikuti proses sosialisasi kami maupun 
belum mendapat informasi secara getok tular dari masyarakat lain.” 
 
Agar masyarakat menjadi paham dan mau menerima apa yang 
disampaikan oleh petugas penyuluhan, maka diperlukan tingkat kreatifitas yang 
tinggi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal inilah yang menjadi 
tantangan bagi petugas penyuluh. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat 
kumpulan individu yang terdiri dari berbagai karakter, dan bukan merupakan hal 
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yang mudah untuk menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu harus diterima oleh 
semua orang yang mendapatkannya. 
 
C. Kendala yang Dihadapi  
Seperti layaknya suatu kebijakan, pasti tidak luput dari berbagai kendala 
dalam proses implementasinya sehingga menyebabkan kurang atau bahkan tidak 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kebijakan tersebut 
kurang efektif. Dari berbagai pembahasan di atas telah dapat kita ketahui kendala 
apa saja kendala yang menyertai kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang 
pembebasan biaya akta kelahiran. Kendala-kendala tersebut berasal dari dalam 
(intern) organisasi serta kendala yang berasal dari luar (ekstern) organisasi. 
Kendala-kendala tersebut antara lain : 
1. Sumber daya 
Hambatan yang terkait dengan sumber daya terutama disebabkan karena 
terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan 
Perda No. 8 Tahun 2003. 
Sumber dana dalam pelaksanaan Perda tersebut kurang memadai karena 
hanya berasal dari satu sumber, yaitu dana APBD yang jumlahnya terbatas. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Kasubdin Dokumentasi dan Informasi (10-9-
2006), berikut: 
“Dana yang kami miliki untuk melaksanakan Perda sangat terbatas, karena 
berasal dari APBD. Sehingga dana tersebut kurang memadai bagi kami 
untuk melaksanakan semuanya mulai dari sosialisasi hingga evaluasi. 
Secara insidental ada bantuana dari lembaga internasional seperti Unicef 
yang diberikan bagi kegiatan pelatihan serta koordinasi.” 
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Pernyataan di atas menunjukkan bahwa meskipun ada bantuan dana dari 
Unicef tetapi karena sifatnya insidental, bantuan tersebut belum dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan pelaksanaan Perda. 
Akibat terbatasnya dana, kegiatan penyuluhan di tingkat kelurahan tidak 
dapat berjalan lancar. Berikut penjelasan Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil, 
Ahmad Riyadi ZA, terkait dengan terbatasnya dana penyuluhan (10-9-2006): 
“Sumber dana yang tersedia untuk kegiatan penyuluhan sangat kecil, 
padahal utuk kegiatan tersebut Dinas yang harus menanggung biaya 
operasional termasuk biaya konsumsi. Karena terbatasnya dana tersebut, 
maka penyuluhan tidak dapat dilaksanakan di semua kelurahan yang ada 
di Kota Surakarta.” 
 
Pada tahun 2006 proses sosialisasi tidak berjalan karena tidak tersedia 
dana dari APBD. Tidak tersedianya dana sosialisasi pada tahun 2006 berakibat 
pada minimnya kegiatan sosialisasi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak 
mungkin bergerak melakukan sosialisasi tanpa tersedia dana. Padahal merupakan 
suatu hal yang tidak mungkin apabila Dispenduk dan Capil mengeluarkan dana 
sendiri dari kas Dinas karena tidak terdapat alokasi untuk kegiatan tersebut. Satu-
satunya hal yang dapat dilakukan oleh Dispenduk dan Capil adalah menunggu 
panggilan/permintaan dari Badan Informasi dan Komunikasi Kota Surakarta 
untuk melakukan sosialisasi di daerah yang membutuhkan informasi mengenai 
kependudukan dan catatan sipil. 
Tidak adanya alokasi dana APBD kepada Dinas pada tahun 2006 ini, 
menyebabkan proses sosialisasi tidak berjalan secara maksimal. Hal ini 
mengakibatkan belum meratanya daerah yang mendapatkan sosialisasi. Sehingga 
mungkin ada sebagian masyarakat yang mengetahui sebagian informasi mengenai 
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akta kelahiran dari masyarakat lain atau istilahnya getok tular. Dikatakan wajar 
oleh Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil, Ahmad Riyadi ZA, apabila ada 
sebagian masyarakat yang belum paham sepenuhnya mengenai seluk beluk akta 
kelahiran. 
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkannya ketika wawancara (10-9-
2006): 
“Menurut saya Mbak, kalau misalnya ada masyarakat yang belum tahu 
mengenai seluk beluk akta, itu wajar. Karena sosialisasi yang kami 
lakukan memang belum merata jadi kurang maksimal. Tapi kalau 
masyarakat yang sudah mendapat pasti bisa mengerti dan menyampaikan 
pengetahuannya kepada masyarakat lain yang belum pernah mendapat.” 
 
Dari keterangan yang didapat di atas, bahwa memang keberhasilan 
sosalialisasi salah satunya ditentukan oleh ketersediaan dana yang mencukupi. 
Tanpa didukung adanya anggaran dana yang cukup, sosialisasi tidak akan berjalan 
maksimal, yang akan membawa akibat pada kurang tercapainya tujuan dari 
program. Mungkin yang perlu ditilik disini adalah mengenai sistem sosialisasi 
yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta.   
Dengan sistem sosialisasi yang dipusatkan di BIK seperti sekarang ini, 
tidak memungkinkan bagi dinas-dinas di jajaran Pemerintah Kota Surakarta untuk 
melaksanakan program sosialisasi mandiri karena tidak tersedianya dana dari 
APBD. Yang terjadi adalah dinas hanya bisa menunggu undangan/permintaan 
sosialisasi dari masyarakat melalui BIK, yang notabene tidak semua daerah 
menginginkan sosialisasi program dari dinas yang bersangkutan. Sehingga dapat 
dimengerti apabila sosialisasi menjadi tidak merata di semua wilayah Kota 
Surakarta. 
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Disamping keterbatasan dana, faktor lain yang menjadi penghambat 
pelaksanaan kebijakan akta kelahiran gratis adalah terbatasnya sumber daya 
manusia, baik sumber daya untuk penyuluhan maupun sumber daya pelayanan.  
Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berbentuk penyuluhan, 
Dispenduk dan Capil menugaskan kepada Sie Penyuluhan yang masuk dalam Sub 
Dinas Dokumentasi dan Informasi. Dengan jumlah aparat penyuluhan yang 
terbatas dan harus keliling di lima kecamatan yang terdiri dari 51 kelurahan, tentu 
akan menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan.  
Hal tersebut tampak pada hasil petikan wawancara yang disampaikan oleh 
Kasie Penyuluhan Dispenduk dan Capil, Ahmad Riyadi ZA, ketika ditanya 
mengenai kondisi personel dari penyuluh. Berikut petikannya (10-9-2006): 
“Seperti yang sudah saya katakan Mbak, kami yang cuma 2 orang sangat 
kewalahan kalo harus melaksanakan penyuluhan di banyak kelurahan 
dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi jadwalnya yang mesti disusun 
dengan cermat. Walau begitu harap tetap maklum jika ada wilayah yang 
belum tersentuh. Namun kami berupaya untuk tetap menyentuh wilayah 
tersebut dengan sosialisasi tidak langsung, misalnya.” 
 
Jumlah sumber daya manusia yang terbatas juga menyebabkan kurang 
lancarnya pelayanan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubdin 
Catatan Sipil, Breta Sri Hudiningsih (10-9-2006): 
“Petugas yang mengurusi pelayanan akta kelahiran seluruhnya ada 12 
orang. Dari jumlah tersebut empat orang bertugas pelayanan di kecamatan, 
empat orang bertugas di loket pelayanan dinas, dan yang empat orang 
bertugas memproses data yang berasal dari seluruh formulir yang masuk 
ke kantor dinas yaitu mulai dari pengecekan sampai dengan penerbitan 
akta. Tugas ini membutuhkan ketelitian karena data dalam formulir harus 
sesuai dengan data aslinya. Konsekuensinya tentu saja butuh waktu yang 
cukup lama. Dengan jumlah petugas yang ada saat ini saja kadang kala 
masih kurang apalagi jika terjadi lonjakan jumlah pemohon, seperti pada 
waktu ada penerimaan CPNS yang rata-rata jumlah pemohonnya mencapai 
200 per hari. Akibatnya waktu penyelesaian akta kelahiran menjadi lebih 
151 
lama, bahkan sampai seminggu lebih. Padahal sesuai ketentuan penerbitan 
akta kelahiran selesai paling lama tujuh hari kerja.” 
 
Pernyataan di atas sesuai dengan penuturan Sunarti yang mengurus akta 
kelahiran untuk melengkapi persyaratan masuk CPNS (11-9-2006): 
“Pada waktu itu saya mengurus akta kelahiran butuh waktu 10 hari baru 
jadi. Padahal kan ketentuannya paling lama tujuh hari. Mungkin karena 
pemohonnya banyak ya.... jadi waktu itu saya mengurus pas dengan 
pendaftaran CPNS.” 
 
Solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan melibatkan petugas di bagian 
lain untuk membantu pelayanan akta kelahiran, walaupun upaya tersebut ternyata 
masih belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah. Berdasarkan data di atas dapat 
dikatakan bahwa terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan kurang 
lancarnya pelayanan akta kelahiran pada saat terjadi peningkatan jumlah 
pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan 
faktor dominan dalam pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2008.  
2. Komunikasi 
Komunikasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan. 
Karena melalui komunikasi yang baik, informasi mengenai kebijakan dapat 
tersampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. 
Hambatan komunikasi dalam Perda No. 8 Tahun 2003 disebabkan karena 
kurang lancarnya komunikasi yang terjalin antara aparat dengan masyarakat, 
terutama disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi khususnya 
pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat.  
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Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Setiyo Budiono warga 
Banyuanyar berikut sehubungan dengan sumber pengetahuan yang dimilikinya 
(10-10-2006): 
“...belum, saya belum pernah mendapatkan sosialisasi dari dinas. Jadi saya 
pahamnya akta itu penting ya dari pengalaman.” 
 
Begitu pula yang disampaikan Ibu Sri Harti anggota PKK Kelurahan 
Tegalharjo (29-9-2006), berikut ini: 
“Bisa dikatakan bahwa sosialisasi dinas itu kurang. Lha salah satunya kan  
belum diberikannya penyuluhan di kelurahan kami.” 
 
Senada dengan Ibu Harti, Ibu Suparmi warga kelurahan Setabelan (29-9-
2006) juga berujar, sebagai berikut: 
“Saya mengetahui kalau akte kelahiran ternyata gratis ya…. Dari spanduk 
yang ada di jalan. Kan sekarang sudah banyak spanduk yang dipasang di 
jalan-jalan yang menginformasikan tentang akta gratis. Bukan dari 
penyuluhan oleh Dinas.” 
 
Kurang optimalnya pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh 
Dispenduk dan Capil mengakibatkan kurang pahamnya masyarakat akan 
pentingnya kepemilikan akta kelahiran, batasan gratis sampai sejauh mana, serta 
mengenai banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Widodo yang berusia 50 tahun 
(10-10-2006), berikut ini: 
“Orang seumuran saya ini apa ya masih membutuhkan akte kelahiran to 
mbak? Apa masih ada fungsinya? Kan saya mboten akan sekolah lagi. 
Kecuali kalau untuk cucu kan untuk daftar sekolah.” 
 
Begitupun yang disampaikan oleh Ibu Aminah warga kelurahan Jajar 
tentang pemahamannya mengenai pengertian gratis (10-10-2006): 
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“Lha kok katanya gratis, tapi masih juga keluar uang. Itu kan namanya 
tidak gratis. Masih harus bayar saksi, fotokopi, nggak jadi gratis no kalau 
gitu.” 
 
Mengenai kekurangpahaman masyarakat mengapa prosedur pengurusan 
akta kelahiran begitu kompleks dan terkesan berbelit-belit tercermin dari 
ungkapan dari Bapak A. Nadhir warga Baluwarti (27-9-2006), berikut: 
“Saya belum punya akte kelahiran dan belum ingin mengurus. Sebenarnya 
saya ini awang-awangen kalau orang Jawa bilang. Kayaknya repot.” 
 
Menanggapi hal ini Bapak Ahmad Riyadi ZA, selaku Kasie Penyuluhan 
Dispenduk dan Capil (27-9-2006) menyatakan bahwa: 
“Banyak dari masyarakat yang walaupun sudah diberi pemahaman masih 
belum paham juga mengenai banyaknya syarat yang harus dipenuhi ketika 
mengurus akta kelahiran. Syarat-syarat yang ditentukan itu bukan untuk 
gaya-gayaan. Artinya semua syarat ada manfaatnya.” 
 
Lebih lanjut beliau mengatakan: 
“...Karena akta itu kan produk hukum yang harus disertai bukti-bukti fisik 
yang diakui. Karena ini menyangkut legalitas akta” 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kurang 
komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemahaman masyarakat 
mengenai isi dan ketentuan kebijakan akan tercipta apabila pemerintah 
mengkomunikasikannya dengan baik. 
3. Sikap Pelaksana 
Pelaksanaan program membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para 
pelaksana, karena merekalah yang langsung berhubungan dengan kelompok 
sasaran. Sikap pelaksana meliputi kemampuan dan kemauan para pelaksana 
program dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan 
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pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang mendukung program membuat 
program berjalan efektif. 
Secara umum terjadi peningkatan kesadaran aparat akan penyediaan 
layanan yang cepat, tepat, termasuk di dalamnya keramahan dan kesopanan yang 
harus ditunjukkan, yang disebabkan karena adanya Pelatihan Pelayanan Prima 
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  
Akan tetapi ada satu hal yang oleh masyarakat dianggap masih 
memberatkan, yaitu prosedur persyaratan pemenuhan akta yang berbelit-belit. 
Persyaratan yang dianggap memberatkan oleh sejumlah warga adalah keharusan 
menghadirkan saksi dan persyaratan legalisir orang tua. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Ibu Indriyani warga Makamhaji, (wawancara, 27-9-2006): 
“Saya ngurus akte ini terlambat mbak, karena ya repot ndak pernah ada 
waktunya buat ngajak saksi. Ternyata saya dikasih tau kalau di sini ada 
saksi yang bisa disewa, dan biayanya murah.” 
  
Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Imam Paimin 
warga Klaruhan, (wawancara, 27-9-2006): 
“Saya pakai saksi dari sini Mbak, nyewa. Lha soalnya repot to kalau 
ngajak orang dari rumah, jamnya yang nggak pas. Jadi biar praktis saja.” 
 
Dari pernyataan di atas bisa dimengerti bahwa persyaratan menghadirkan 
saksi memang memberatkan bagi sejumlah pemohon. Begitu juga dengan 
persyaratan legalisir akta nikah orang tua. Ada beberapa yang mengungkapkan 
kesulitannya disebabkan karena mereka telah pindah dari daerah asal mereka 
mencatatkan perkawinannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Jemi, warga 
Soropadan, (wawancara, 27-9-2006): 
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“Terus terang saya kesusahan ini ngurus syarat-syarat. Yang memberatkan 
syarat akta nikah yang harus legalisir itu lho. Saya kan bukan asli Solo, 
saya mencatatkan perkawinan saya di Balikpapan. Jadi waktu akan 
mengurus akte ini ya harus kirim akte nikah dulu kesana supaya 
dilegalisir. Jadi ya agak malas” 
 
Prosedur yang tidak efisien seharusnya bisa dikurangi, agar masyarakat 
tidak enggan dalam memenuhi persyaratan pengurusan suatu akta. Prosedur dan 
pelayanan yang tidak berbelit-belit, dan sesuai dengan Standart Operating 
Procedure (SOP) bisa meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dalam 


















KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, mengenai 
Analisis Implementasi dan Dampak jangka Pendek Kebijakan Pembebasan Biaya 
Akta Lahir bagi Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Surakarta dapat 
dijelaskan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Secara garis besar kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembebasan 
biaya penerbitan akta kelahiran telah berjalan dengan cukup baik meskipun 
masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki. 
a. Tahap Sosialisasi 
Pada tahap ini, sosialisasi langsung yang berupa penyuluhan berjalan 
kurang maksimal karena keterbatasan dana, jumlah personel, serta 
berubahnya sistem kewenangan untuk melaksanakan penyuluhan, dari 
yang sebelumnya ditangani oleh Dinas berubah menjadi kewenangan 
Badan Informasi dan Komunikasi. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi 
dari pemerintah kepada masyarakat berjalan kurang baik. 
Namun sosialisasi secara tidak langsung yaitu melalui media baik cetak 
maupun elektronik bisa dikatakan cukup efektif dan berhasil memberi 
informasi kepada warga mengenai pemberlakuan pengajuan akta kelahiran 
gratis dan prosedur permohonannya. 
b. Tahap Pelaksanaan 
§ Sistem Reguler 
157 
Tahap pelaksanaan dilaksanakan melalui beberapa loket layanan yaitu 
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di masing-masing 
kecamatan, dan di Rumah Sakit serta Rumah Bersalin.  
§ Sistem Non Reguler 
Melalui Program Jemput Bola bekerjasam dengan PKK.  
Pelayanan dalam berbagai sistem di atas menurut masyarakat sudah 
baik jika dilihat dari lamanya proses penyelesaian akta dan kualitas 
layanan. 
Hasil pelaksanaan Perda tidak begitu memuaskan. Pada tahun 2003 
terjadi lonjakan yang cukup berarti, tetapi setelah tahun 2003 malah 
terjadi penurunan persentase kepemilikan akta kelahiran. Kejadian ini 
mungkin disebabkan karena euforia di awal pencanangan program dan 
kemudian justru terjadi kemalasan dari masyarakat untuk mengurus 
akta kelahiran baru karena fakta bahwa kapanpun waktu 
pengurusannya, biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk 
retribusi tetap nol rupiah. 
Sebaliknya hasil dari program Jemput Bola sangat berhasil 
meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Hanya saja tidak diketahui 
pasti berapa persentase kepemilikan akta kelahiran baru.  
2. Dampak Kebijakan 
a. Dampak yang Diharapkan 
Tingkat kepemilikan akta kelahiran dari masyarakat Kota Surakarta 
mengalami kenaikan karena masyarakat tidak lagi merasa terbebani 
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dengan kewajiban membayar biaya pengurusan yang lumayan tinggi. 
Tentunya ini disertai catatan bahwa kenaikan tingkat kepemilikan akta 
kelahiran ini disebabkan bukan semata-mata karena gratis saja, akan tetapi 
karena meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan 
pentingnya memiliki akta kelahiran. Pada umumnya masyarakat sudah 
mengetahui manfaat serta pentingnya memiliki akta kelahiran. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut selain berasal dari 
pengalaman sendiri juga berasal dari penerangan yang diberikan oleh 
petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ketika melakukan 
sosialisasi. 
b. Dampak yang Tidak Diharapkan 
§ Masyarakat menjadi malas untuk mengurus akta kelahiran dikarenakan 
tidak adanya batasan waktu pengurusan bebas biaya.  
§ Protes dari masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai 
batasan “gratis” sampai sejauh mana. Kurang optimalnya pelaksanaan 
penyuluhan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
mengakibatkan munculnya pemahaman yang keliru tentang maksud 
gratis dalam akta kelahiran gratis. 
c. Penyebab Dampak 
§ Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. 
Tidak optimalnya penyuluhan mengakibatkan kurangnya pemahaman 
masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran. Sehingga 
tidak sedikit masyarakat yang mengurus akta kelahiran hanya ketika 
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akan membutuhkan, contohnya sebagai persyaratan masuk sekolah 
atau mendaftar pekerjaan.  Namun demikian bagi masyarakat yang 
sudah mendapat sosialisasi maupun yang sudah berpengalaman, telah 
memiliki kesadaran penuh akan pentingnya kepemilikan kata 
kelahiran. 
§ Peran pemerintah dalam mensosialisasikan maksud/isi Perda dan 
manfaat kepemilikan akta kelahiran 
Dari awal pelaksanaan Perda, pemerintah telah melaksanakan 
sosialisasi terkait dengan isi Perda. Sosialisasi baik secara langsung 
melalui penyuluhan maupun secara tidak langsung. 
3. Kendala yang Dihadapi 
a. Sumber Daya 
Disamping keterbatasan dana sosialisasi, faktor lain yang menjadi 
penghambat pelaksanaan kebijakan akta kelahiran gratis adalah 
terbatasnya sumber daya manusia, baik sumber daya untuk penyuluhan 
maupun sumber daya pelayanan.  
b. Komunikasi 
Hambatan komunikasi dalam Perda No. 8 Tahun 2003 disebabkan karena 
kurang lancarnya komunikasi yang terjalin antara aparat dengan 
masyarakat, terutama disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan 
sosialisasi khususnya pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat. Kurang 
optimalnya pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Dispenduk dan 
Capil mengakibatkan kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya 
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kepemilikan akta kelahiran, batasan gratis sampai sejauh mana, serta 
mengenai banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Secara garis besar 
kurangnya penyuluhan mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat 
terhadap substansi kebijakan. 
c. Sikap Aparat Pelaksana 
Secara umum terjadi peningkatan kesadaran aparat akan penyediaan 
layanan yang cepat, tepat, termasuk di dalamnya keramahan dan 
kesopanan yang harus ditunjukkan, yang disebabkan karena adanya 
Pelatihan Pelayanan Prima yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil.  
Akan tetapi ada satu hal yang oleh masyarakat dianggap masih 
memberatkan, yaitu prosedur persyaratan pemenuhan akta yang berbelit-
belit. Persyaratan yang dianggap memberatkan oleh sejumlah warga 
adalah keharusan menghadirkan saksi dan persyaratan legalisir orang tua. 
B. Implikasi  
1. Implikasi Teoritis 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Kebijakan Pembebasan Biaya 
Akta Lahir bagi Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota 
Surakarta, maka perlu pemahaman yang mendalam mengenai beberapa 
teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hubungannya 
dengan evaluasi dampak kebijakan Perda maka yang perlu diketahui 
adalah mengenai evaluasi yang merupakan proses penilaian untuk 
mengukur performance dan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau 
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target yang telah ditentukan sebelumnya, juga menunjukkan 
bagaimana akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang 
ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan, kemudian hasilnya 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut mengenai 
kebijakan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan di masa yang akan 
datang. Seperti yang diungkapkan oleh M. Irfan Islamy, William N. 
Dunn, dan lainnya.  
Sementara itu menurut Samodra Wibawa pelaksanaan kebijakan pada 
dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang 
tinggi, dimana selama proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn faktor-faktor 
yang berpengaruh tersebut antara lain, standar dan sasaran, kinerja 
kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik birokrasi pelaksana, 
kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Dari teori-
teori tersebut kemudian diadopsi menjadi indikator dalam penelitian. 
Indikator yang dipakai dalam penelitian ini yaitu proses sosialisasi, 
pelaksanaan, sumber daya baik manusia maupun dana, sikap 
pelaksana, dan komunikasi. Teori-teori diatas mampu menjelaskan 
pelaksanaan beserta dampak dari Perda Nomor 8 Tahun 2003.  
2. Implikasi Metodologis 
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai evaluasi dampak kebijakan 
pembebasan akta lahir bagi peningkatan kepemilikan akta kelahiran di 
kota Surakarta, diperlukan deskripsi dan pembahasan yang terperinci 
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mengenai program. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan 
pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan wawancara 
mendalam, observasid dan dokumentasi. Namun hal ini membutuhkan 
waktu yang lama karena menyangkut banyak pihak sedangkan waktu 
yang ada sangat terbatas sehingga data yang diperoleh kurang 
mendalam. 
Model Implementasi yang digunakan sebagai dasar penelitian kali ini 
lebih didasarkan pada rumusan yang dikeluarkan oleh Van Meter dan 
Van Horn, tetapi tidak semua indikator yang terdapat dalam rumusan 
Van Meter dan Van Horn dipergunakan tetapi hanya tiga indikator saja 
yaitu, sumber daya, sikap pelaksana, dan komunikasi. Hal ini 
didasarkan keterbatasan waktu dan dengan tiga indikator tersebut telah 
menjawab persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh kegiatan 
evaluasi dampak kebijakan. Sedangkan teori dampak yang dijadikan 
rujukan adalah berdasarkan teori dari Irfan Islamy serta merujuk pada 
langkah-langkah analisis oleh Finsterbush and Motz yang terdapat 
dalam Samodra Wibawa.  
3. Implikasi Kebijakan 
Dengan melihat hasil penelitian yang didapat, maka penulis berusaha 
mengajukan rekomendasi, yang diharapkan berguna untuk pelaksanan 
program selanjutnya. 
a. Mengingat begitu pentingnya kegiatan penyuluhan, maka ke depannya 
sosialisasi perlu lebih mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan. Karena 
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tanpa  penyuluhan yang baik, masyarakat tidak akan paham akan substansi 
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ketidakpahaman tersebut dapat 
mengakibatkan berkurangnya daya dukung masyarakat. 
b.  Jika dirasa persyaratan yang tercantum memberatkan bagi para pemohon, 
pembuat kebijakan dapat melihat kembali tingkat kepentingan 
dimasukkannya syarat-syarat tersebut. Sebagai contoh persyaratan legalisir 
akta nikah bisa dihapus dan cukup dengan menunjukkan akta nikah asli. 
Demikian juga dengan persyaratan keharusan menghadirkan saksi. Karena 
pada kenyataannya maksud dari pencantuman persyaratan tidak mengena, 
juga untuk menghindari praktek pencaloan, maka syarat tersebut bisa 
dihapus. Karena dengan adanya surat keterangan lahir dari bidan/penolong 
persalinan, itu sudah merupakan bukti yang cukup akurat. 
c. Perlu adanya semacam Surat Edaran/SK Walikota yang mengatur 
mekanisme punishment bagi masyarakat yang terlambat mengurus akta 
kelahiran. Mekanisme ini diharapkan bisa menggugah kesadaran 
masyarakat terutama bagi masyarakat level bawah yang tingkat pendidikan 
dan pemahamannya kurang. 
d. Perlu ada revisi kebijakan untuk menggolongkan akta yang 
dibebasbiayakan. Sebaiknya akta lahir yang bebas biaya hanya bagi ‘akta 
lahir baru’, yaitu untuk usia sampai dengan 60 hari. Hal ini selain demi 
ketertiban juga untuk menghindari kemalasan masyarakat dalam mengurus 
akta lahir dikarenakan waktu bebas biayanya yang tak terbatas.  
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